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KORAN INVESTIGASI 
TERBAIKRakya  Bengkulut

TERBIT 12

Baca LADANG...Hal 11

Baca MODUS...Hal 11

Jaksa Beberkan Hasil Penyidikan 
KOTA MANNA - Penanganan perkara sertifikat dalam 

hutan di kawasan Bukit Rabang Kecamatan Ulu Manna terus 
bergulir. Jaksa Bengkulu Selatan kembali menyampaikan hasil 
penyidikan terhadap enam orang tersangka saat ini.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan, Chan-
dra Kirana SH MH melalui Kasi Pidsus Hariandana Hidayat 
SH, mengatakan dalam penanganan perkara 19 Sertifikat 
Hak Milik (SHM) di Hutan Produksi Terbatas (HPT) 
Bukit Rabang, jaksa Bengkulu Selatan telah mengun-
dang beberapa ahli. Dari Kehutanan dan Kerusakan 
Lingkungan.

PANITIA “FORMALITAS”
SERTIFIKAT DALAM HUTAN

Modus Minyakita Gadungan!
Polisi: Kemasan Dipalsukan, Isi Tidak Sesuai 

 BENGKULU – Praktik melawan hukum dalam distribusi 
minyak goreng terungkap. Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda 
Bengkulu membeberkan modus dalam kasus Minyakita ga-
dungan.

Pengungkapan ini menyoroti dugaan kuat tindak pidana pe-
malsuan label, pengemasan ulang tanpa izin, hingga penipuan 
terhadap konsumen. 

Aktivitas ilegal tersebut diketahui beroperasi di tengah permu-
kiman warga. Direktur Ditreskrimsus Polda Bengkulu Kombes 
Pol Aris Tri Yunarko melalui Kasubdit Indagsi AKBP Herman 
Sopian mengungkapkan, minyak goreng yang dikemas ulang 
tersebut tidak sesuai dengan izin edar. Selain itu, isi dalam ke-
masan juga tidak sesuai dengan volume yang tertera.

Eks Dirut Dituntut 
8 Tahun Penjara

BENGKULU - Sidang pembacaan tuntu-
tan kasus dugaan korupsi penerimaan THL 
Perumda Tirta Hidayah Kota Bengkulu 
digelar di Pengadilan Negeri Bengkulu de
ngan Ketua Majelis Hakim, Agus Hamzah 
SH.,MH pada Selasa 5 Mei 2026. Dalam 
pembacaan tuntutan, Jaksa menyatakan ter-
dakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana korupsi secara 
bersama-sama yang dilakukan secara ber-
lanjut sebagaimana dalam dakwaan penuntut 
umum.

Ladang Suap Rekrutmen THL Perumda Tirta Hidayah

WEST JER TOURINDO/RB

DENGARKAN: Terdakwa kasus dugaan korupsi penerimaan THL Perumda Tirta 
Hidayah Kota Bengkulu sedang mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut 
Umum Kejati Bengkulu di PN Bengkulu Selasa 5 Mei 2026.

BENGKULU – Polda Beng-
kulu menggagalkan upaya pe-
nyelundupan sekitar 5.000 liter 
atau 5 ton bahan bakar minyak 
(BBM) bersubsidi jenis Bio So-
lar yang hendak dikirim ke Lu-
buk Linggau, Sumatera Selatan.  

Dalam pengungkapan ini, satu 
orang tersangka diamankan 
dengan modus pembelian BBM 
menggunakan barcode secara 
berulang.

Polda Bengkulu Ringkus Satu Tersangka

BARCODE BERULANG
TIMBUN 5 TON SOLAR

WEST JER TOURINDO/RB

BARANG BUKTI: Bio solar di dalam tedmon pada kenda­
ran di lapangan Ditreskrimsus Polda Bengkulu.

BERI KETERANGAN: Kasusbdit Tipidter Kompol Mirza Gu­
nawan, S.IK didampingi jajaran.

WEST JER TOUROINDO/RB

TUNJUKAN : Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Bengkulu 
AKBP Herman Sopian, S.IK memunjukan kemasan dan barang 
bukti Minyakita gadungan.

RIO/RB

JELASKAN : 
Kasi Pidsus 
Kejari Beng­
kulu Selatan 
Hariandana 

Hidayat 
SH saat 

menjelaskan 
perkemba­

ngan penyidi­
kan perkara 

sertifikat 
dalam hutan.

TERSANGKA KASUS 
SERTIFIKAT DALAM HUTAN

1. Kasi Penataan Pertanahan BPN Manna, RH.

                2. Kasi Infrastruktur Pertanahan BPN, JS.

                    3. Petugas Ukur BPN Manna, PE.

                      4. Mantan Kades Keban Jati, SB

                             5. ASN aktif Bengkulu Selatan, 	
		       NMA.

                                        6.  Mantan Kepala BPN     
                                         Manna periode 2018, SR.

Baca PANITIA...Hal 11

Baca BARCODE...Hal 11
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Ladang Suap Rekrutmen...

Modus Minyakita Gadungan!

Panitia “Formalitas” Sertifikat dalam Hutan

Barcode Berulang Timbun 5 Ton Solar

Sambungan dari halaman 1

Hasilnya penyidik jaksa mengam-
bil beberapa sampel di TKP berupa 
tanam tumbuh dan tanah.

“Nanti akan diuji melalui laborato-
rium,” kata Hariandana didampingi 
Kasi Intelijen M.Rifani Agustam 
SH MH.

Selain itu dalam kasus ini jaksa 
juga menggandeng Kantor Jasa 
Pelayanan Publik (KJPP) untuk 
menilai paket nilai pasar terhadap 
tanah-tanah yang dialihfungsikan 
secara unprosedural.

Sedangkan untuk kerugian negara 
lanjut Hariandana tim penyidik 
Kejaksaan sedang melakukan koor-
dinasi pihak terkait, seperti pihak 
internal.

“Nantinya ada kolaborasi tentang 
kerugian materil, ekologi, lingkun-
gan, nanti terakumulasi dalam peng-
hitungan kerugian negara. Untuk 
saat ini belum simpulkan dan masih 
menunggu hasil,” jelasnya.

Total enam tersangka saat ini pal-
ing banyak dari BPN Manna empat 
orang termasuk mantan Kepala BPN 
Manna tahun 2018 SR.

Sebelumnya Kejari Bengkulu Se-
latan juga menetapkan Kasi Penataan 

Pertanahan BPN Manna, RH sebagai 
tersangka. Lalu Kasi Infrastruktur 
Pertanahan BPN, JS, Petugas Ukur 
BPN Manna, PE, Mantan Kades 
Keban Jati, SB, ASN aktif Bengkulu 
Selatan, NMA.

Hariandana menjelaskan dalam 
kasus ini terbagi dalam tiga kluster. 
Dimana kluster pertama pihak BPN 
Manna. Yang kedua dari pejabat 
pemerintah desa. Dan yang ketiga 
oknum ASN Pemkab Bengkulu Se-
latan.

Untuk kluster BPN sendiri sebut 
Hariandana faktanya ditemukan 
bahwa pihak BPN tidak melakukan 
identifikasi verifikasi dan inventari-
sasi terhadap objek tanah yang akan 
didapatkan dalam program redistri-
busi tanah tahun 2018.

Program Redistribusi Tanah 
adalah upaya pemerintah untuk 
membagikan tanah yang dikuasai 
negara kepada rakyat (seperti petani 
kecil atau warga kurang mampu) 
guna mengurangi ketimpangan 
kepemilikan lahan. Program ini 
merupakan bagian inti dari Reforma 
Agraria yang bertujuan mening-
katkan kesejahteraan masyarakat 
melalui kepastian hukum hak atas 
tanah.

Masih kata Hariandana, sebelum 
dilaksanakan program redistribusi 
tanah. Ada pembentukan tim panitia 
pertimbangan. Terhadap tim BPN 
ini seharusnya melakukan peng-
kajian secara detail terhadap tanah 
atau objek dan subjek penerima 
dari program redistribusi. Tidak 
asal-asalan. 

Faktanya hal demikian itu tidak 
dilakukan sebagaimana mestinya 
melainkan formalitas dan tidak di-
lakukan pembahasan secara detail. 
Sehingga output yang keluar berita 
acara pertimbangan panitia yang 
salah satunya mengatakan objek 
tanah atau titik koordinat tidak ter-
masuk dalam kawasan hutan.

“Sejauh ini Fakta yang kita dapat 
tim penyidik tidak ada kombinasi 
dengan Balai Pemantapan Kawasan 
Hutan (BPKH),” ujarnya.

Terkahir Hariandana menjelaskan 
bahwa dalam kegiatan ini tidak ada 
pendampingan dari pihak kejaksaan.

“Dan kejaksaan tidak termasuk 
dalam anggota panitia pertimbangan 
landreform (sidang yang membahas 
redistribusi tanah untuk memastikan 
legalitas dan menghindari konflik 
hukum) tahun 2018,” pungkasnya.
(tek)
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“Produk ini tidak sesuai izin edar, dan 
volumenya juga tidak sesuai dengan 
yang dicantumkan dalam kemasan,” 
tegas Herman.  

Lebih jauh, penyidik menemukan ad-
anya upaya sistematis untuk mengelabui 
konsumen. Pelaku diduga dengan sengaja 
menutup barcode resmi Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) serta logo 
halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), 
lalu menggantinya dengan label lain 
menggunakan bahan tahan air.

“Label barcode BPOM dan logo halal 
MUI ditutup atau ditempel ulang dengan 
kertas tahan air yang mencantumkan PT 
Cikal Indonesia yang berdomisili di Band-
ung, padahal kegiatan pengemasan ulang 
dilakukan di Bengkulu,” ungkapnya.

Padahal, pada kemasan asli Minyakita 
tercantum produsen resmi seperti PT Eru 
Satria Oil di Bandung dan PT Minyaku 
Sawit Indonesia di Dumai. Namun, hasil 
pemeriksaan menunjukkan barcode dan 
nomor registrasi BPOM pada produk 
yang disita tidak sesuai.

“Ini jelas perbuatan melawan hukum. 
Kemasan dipalsukan, identitas produ-
sen dimanipulasi, dan isinya juga tidak 
sesuai. Seharusnya 1 liter, tetapi hanya 
sekitar 900 mililiter,” tegas Herman.

Polisi menduga praktik ini telah ber-
langsung cukup lama dan terorganisir. 
Selain memproduksi di Bengkulu, hasil 
pengemasan ulang tersebut juga didis-
tribusikan ke luar daerah, termasuk ke 
wilayah Bandung, Jawa Barat, melalui 
jalur darat.

Kasus ini sendiri telah terendus aparat 
sejak sebulan terakhir sebelum akhirnya 
dilakukan penggerebekan dan penyitaan 
barang bukti dalam jumlah besar.

Saat ini, penyidik masih terus mengem-
bangkan perkara untuk mengungkap 
pihak-pihak lain yang terlibat dalam 
jaringan produksi dan distribusi minyak 
goreng oplosan tersebut.

Polda Bengkulu menegaskan, tindakan 
tegas akan diberikan kepada pelaku kare-
na perbuatannya tidak hanya melanggar 
hukum, tetapi juga merugikan masyara-
kat sebagai konsumen serta berpotensi 
membahayakan kesehatan. (wjt)
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Direktorat Reserse Kriminal Khu-
sus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu 
melalui Subdit Tindak Pidana Ter-
tentu (Tipidter) berhasil mengung-
kap praktik ilegal distribusi BBM 
subsidi yang diduga telah berlang-
sung cukup lama dan melibatkan 
jaringan terorganisir.

Pengungkapan bermula dari in-
formasi masyarakat terkait adanya 
aktivitas mencurigakan pengang-
kutan BBM dalam jumlah besar 
dari wilayah Padang Ulak Tanding, 
Kabupaten Rejang Lebong, menuju 
perbatasan Bengkulu–Sumatera 
Selatan. 

Menindaklanjuti informasi terse-
but, tim kepolisian melakukan 
penyelidikan dan pemantauan di 
sejumlah titik yang diduga menjadi 
jalur distribusi.

Setelah memastikan target, petu-
gas kemudian melakukan penin-
dakan terhadap satu unit truk yang 
tengah mengangkut BBM jenis Bio 
Solar. Saat dilakukan pemeriksaan, 
ditemukan sekitar 5.000 liter BBM 
subsidi yang ditampung dalam lima 
tangki berkapasitas masing-masing 
1.000 liter.

Dari hasil interogasi di lokasi, 
polisi mengamankan seorang pria 
berinisial RE, warga Lubuk Tan-

jung, Kota Lubuk Linggau, yang 
kemudian ditetapkan sebagai ter-
sangka.

Dirreskrimsus Polda Bengkulu 
Kombes Pol Aris Tri Yunarko 
melalui Kasubdit Tipidter Kom-
pol Mirza Gunawan menjelaskan, 
tersangka memperoleh BBM sub-
sidi dengan cara membeli secara 
berulang di sejumlah SPBU meng-
gunakan barcode yang tidak sesuai 
peruntukan.

“Modusnya, tersangka membeli 
BBM bersubsidi secara berulang 
menggunakan barcode yang tidak 
sesuai, kemudian dikumpulkan dan 
dijual kembali ke wilayah Lubuk 
Linggau,” ujar Mirza, Selasa 5 
April 2026.

Dalam praktiknya, tersangka tidak 
bekerja sendiri. Ia diduga menjadi 
bagian dari jaringan pengumpul 
BBM subsidi atau yang kerap dise-
but “pengunjal”. 

Para pelaku ini saling berkoordi-
nasi untuk membeli BBM di berb-
agai SPBU, lalu mengumpulkannya 
dalam jumlah besar sebelum dijual 
kembali.

“Ini kita asumsikan sebagai kom-
plotan. Mereka saling bekerja sama 
mengumpulkan BBM dengan meng-
gunakan barcode secara berulang,” 
tambahnya.

Dari keterangan tersangka, aktivi-

tas ilegal ini telah dijalankan selama 
kurang lebih enam bulan. 

Dalam kurun waktu tersebut, 
tersangka rutin mengirim BBM ke 
Lubuk Linggau untuk dijual kem-
bali dengan harga lebih tinggi, yakni 
berkisar antara Rp9.000 hingga 
Rp10.000 per liter.

Keuntungan diperoleh dari selisih 
harga BBM subsidi dengan harga 
jual di luar daerah. Praktik ini 
dinilai merugikan negara sekaligus 
mengganggu distribusi BBM sub-
sidi yang seharusnya diperuntukkan 
bagi masyarakat yang berhak.

Selain mengamankan tersangka, 
polisi juga menyita barang bukti 
berupa satu unit truk serta lima 
tangki berisi BBM jenis Bio Solar 
dengan total sekitar 5.000 liter.

Saat ini, penyidik masih melaku-
kan pengembangan untuk men-
gungkap jaringan lain yang terlibat, 
termasuk dugaan adanya penadah 
maupun pihak yang turut membantu 
penyediaan barcode.

Atas perbuatannya, tersangka 
dijerat Pasal 55 Undang-Undang 
RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi sebagaimana 
telah diubah dalam Pasal 40 angka 
9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Cipta Kerja, dengan 
ancaman pidana penjara paling lama 
enam tahun. (wjt)
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Selain itu, perbuatan terdakwa secara 
bersama-sama melawan hukum dengan 
merekrut THL tidak sebagaimana mesti-
nya atau tidak sesuai dengan aturan yang 
sah atau SOP.

Bahkan terdakwa juga menerima uang 
suap dalam proses perekrutan THL 
sebanyak 117 orang di Perumda Tirta 
Hidayah Kota Bengkulu tanpa proses 
secara resmi hingga mengakibatkan 
kerugian negara.

Perbuatan melawan hukum ini men-
cederai marwah jabatan. Para terda-
kwa memanfaatkan kedudukan untuk 
melakukan gratifikasi dan suap.

Berdasarkan hal tersebut, unsur pada 
Pasal 12 huruf a dan juga dakwaan 
subsidair pada Pasal 3 Jo Pasal 18 
Undang-Undang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 
terpenuhi. 

Bahkan dengan tindakan bersama-
sama dan berlanjut juga turut terpenuhi, 
yakni Pasal 20 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana.

Atas hal tersebut, mantan Direktur 
Utama Perumda Tirta Hidayah, Samsu 
Bahari, dituntut dengan pidana penjara 
selama 8 tahun serta denda Rp200 juta 
subsider 80 hari, dan dibebankan uang 
pengganti sebesar Rp11 miliar subsider 
5 tahun penjara.

Kemudian, Kasubag Umum Perumda 
Tirta Hidayah, Yanwar Pribadi, dituntut 
pidana penjara selama 7 tahun, denda 
Rp200 juta subsider 80 hari, serta di-

bebankan membayar uang pengganti 
sebesar Rp865 juta subsider 3,5 tahun 
penjara.

Terakhir, Kasubbag Pergantian Water 
Meter sekaligus broker, Eki Hermanto, 
dituntut pidana penjara selama 7 tahun 
dan denda Rp200 juta subsidair 80 hari 
kurungan, serta dibebankan membayar 
uang pengganti Rp1,180 miliar subsider 
3,5 tahun.

Tuntutan kasus dugaan korupsi suap 
dan gratifikasi Perumda Tirta Hidayah 
ini berdasarkan Pasal 12 huruf a dan 
Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 20 Jo 
Pasal 64 ayat (1) ke-1 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana.

“Demi keadilan dan ketuhanan yang 
maha esa maka menuntut para terdakwa 
masing-masing sebagaimana termuat 
dalam amar tuntutan berdasarkan hal 
memberatkan, para terdakwa tidak 
mendukung program pemerintah dalam 
pemberantasan KKN serta melakukan 
kerugian negara dengan memanfaat-
kan jabatan sehingga timbul pidana 
di dalamnya,” ungkap Jaksa Penuntut 
Umum (JPU) Kejati Bengkulu, Dewi 
Kemalasari, SH, MH.

Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum, ketiga terdakwa dan advokat 
mengajukan pembelaan atau pledoi 
yang akan disampaikan pada sidang 
selanjutnya.

“Kami akan mengajukan pembelaan 
pada sidang selanjutnya,” kata Eti, ad-
vokat terdakwa di depan majelis hakim. 
(wjt)

“Kami ingin memastikan Polri hadir 
bukan cuma saat ada kasus,” tegas Irjen 
Pol Mardiyono. Menurutnya, aksi sosial 
ini adalah bentuk kepedulian nyata bagi 
warga yang memang membutuhkan ulu-
ran tangan.

Bukan cuma bedah rumah. Di lokasi yang 
sama, jenderal bintang dua itu juga mem-
bagikan paket sembako. Sasarannya adalah 
warga lanjut usia di sekitar Desa Babatan.

Kegiatan berlangsung akrab. Tanpa 
sekat. Nuansa kekeluargaan begitu terasa 
di sela-sela adukan semen pertama untuk 
rumah Slamet.(wjt)

“Hari ini (kemarin, red) adalah titik awal 
perjalanan kalian. Setiap tahapan bukan 
hanya menguji fisik, tetapi juga memben-
tuk mental,” ujarnya.

Targetnya jelas. Nasional. Kepala 
Kesbangpol Provinsi Bengkulu, Mif 
Tarul Ilmi, berharap peserta terbaik bisa 
menembus tingkat pusat, bahkan sampai 
Istana Negara.

“Kami berharap bisa mengharumkan 
nama Bengkulu,” katanya.

Di sisi lain, seleksi tingkat kota juga 

belum sepenuhnya selesai.
Dari 273 pendaftar di Kota Bengkulu, 

tersisa 36 pelajar. Enam di antaranya 
sudah dikirim ke provinsi untuk bersa-
ing lagi.

Persaingan makin ketat. “Keenam peser-
ta ini masih harus bersaing lagi. Belum 
tentu semuanya lolos,” ujar Kepala Kes-
bangpol Kota Bengkulu, Saipul Apandi.

Yang gagal, kembali ke daerah. Mereka 
akan mengisi formasi Paskibraka tingkat 
kota. Penetapan akhir dijadwalkan sekitar 
Juli 2026 sebelum masuk masa karantina.
(her)

“Kami minta aparat segera menindaklan-
juti dugaan pengrusakan batas tanah,” ujar 
kuasa hukum ahli waris, Suhartono, SH.

Kasusnya masih jalan. Di sisi lain, Pem-
kot mengaku akan menata ulang peda-
gang agar tidak memicu masalah baru. 
Lokasi relokasi sedang dicari. Pedagang 
menunggu.(her)
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eceran Rp 6.000/eks, langganan Rp 165.000/perbulan, belum termasuk ongkos kirim.
- Wartawan Rakyat Bengkulu dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita - Wartawan Rakyat Bengkulu dalam menjalankan tugas dibekali kartu identitas. - Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Sambungan dari hal 12

Lapak PTM Dibongkar, Pemkot...

Sebabnya, temuan ini sinkron dengan 
keterangan ahli konstruksi dan LKPP 
yang sudah dihadirkan sebelumnya.

Dalam perkara ini, 12 orang duduk 
di kursi pesakitan. Mulai dari mantan 

Kadis Pertanian Kaur, Lianto, hingga 
jajaran pejabat fungsional dan sembilan 
kontraktor. Mereka harus bertanggung 
jawab atas empat paket pekerjaan yang 
tersebar di Desa Air Kering II, Bandu 
Agung, Tanjung Aur II, dan Desa Sum-
ber Harapan.(wjt)

Sambungan dari hal 12

Sambungan dari hal 12

Sambungan dari hal 12

Sidang Korupsi DAK Pertanian:...

Seleksi Paskibraka Provinsi...

Buruh Batako Menangis,...

BENGKULU - Kursi pengurus 
mulai kosong. Korpri Bengkulu 
goyah.

Sejak Selasa, 5 Mei 2026, Pemprov 
Bengkulu mulai menyiapkan per-
gantian antar waktu (PAW) kepen-
gurusan Korpri periode 2024–2029. 
Penyebabnya sederhana. Banyak 
pengurus tak lagi aktif.

Posisi ketua jadi sorotan. Asisten 
III Setda Provinsi Bengkulu, Nandar 
Munadi, menyebut ketua sebelum-
nya, Isnan Fajri, tak lagi bisa men-
jalankan peran secara penuh.

“Karena ketua sebelumnya sudah 

tidak bisa aktif lagi, maka kepen-
gurusan perlu dilakukan pergantian 
antar waktu,” ujarnya.

Bukan hanya satu kursi. Beberapa 
pengurus lain juga ikut kosong. Ada 
yang pindah instansi, pensiun, bah-
kan meninggal dunia.

Kondisinya membuat roda organ-
isasi tidak lagi berjalan normal.

“Di dalam struktur juga ada yang 
sudah pindah tugas, ada yang me-
ninggal, dan ada yang tidak lagi 
menjabat,” katanya.

Solusinya satu. PAW. Pemprov 
Bengkulu memastikan pergantian 

ini hanya untuk mengisi kekosongan. 
Masa jabatan tetap mengacu periode 
2024–2029.

Mekanismenya juga sudah dikon-
sultasikan ke pusat.

“Kita sudah konsultasi ke Korpri 
Pusat, dan mekanismenya bisa me-
lalui musyawarah luar biasa atau 
rapat pimpinan,” jelas Nandar.

Nama pengganti belum muncul. 
Saat ini fokus masih pada penentuan 
mekanisme. Dalam waktu dekat, 
rapat pimpinan akan digelar untuk 
merumuskan langkah berikutnya. 
Organisasi harus jalan.(her)

IST/RB

MATANGKAN: Pemprov Bengkulu matangkan rencana Pergantian Antar Waktu (PAW) kepengurusan Korps Pega-
wai Republik Indonesia (Korpri) Provinsi Bengkulu periode 2024–2029. 

Korpri Provinsi Bengkulu Siapkan PAW, 
Banyak Pengurus Tak Aktif



BENGKULU UTARA2 RABU, 6 MEI 2026 Rakyat BengkuluBENGKULU UTARA 11RABU, 10 DESEMBER 2025Rakyat Bengkulu BENGKULU UTARA 3SELASA, 19 AGUSTUS 2025Rakyat Bengkulu BENGKULU UTARA 3SENIN, 4 AGUSTUS 2025Rakyat Bengkulu BENGKULU UTARA 3RABU, 9 JULI 2025Rakyat Bengkulu BENGKULU UTARA10 RABU, 3 JULI 2024 Rakyat BengkuluCURUP POS12 rabu, 2 NOVEMbEr 2022 Rakyat BengkuluRakyat Bengkulu2 JUMAT, 26 AGUSTUS 2022 PENDIDIKAN

JUMat SaBtU MINGGU
PENDIDIKAN KESEHATAN SPORT

KAMIS, 2 JANUARI 20224 Rakyat Bengkulu

CURUP – Antusias pengunjung kegiatan pam-
eran keliling yang digelar Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD) Museum Negeri Bengkulu Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi 
Bengkulu, cukup tinggi di Kabupaten Rejang Leb-
ong. Terlebih dalam kegiatan yang terbilang langka 
ini, karena hanya dilaksanakan selama tiga hari di 
SMKN 1 RL, panitia juga menyiapkan doorprize 
untuk pengunjung.

Diungkapkan Panitia pelaksana dari Museum Neg-
eri Bengkulu Hery Sukoco mengungkapkan, karena 
keterbatasan waktu, memang tidak semua sekolah 
diberbagai tingkatan mendapatkan jadwal kunjun-
gan. Namun begitu sekolah yang tidak mendapatkan 
jadwal tetap diperbolehkan berkunjung selama 
kegiatan pameran keliling yang dipusatkan di SMKN 
1 RL yang akan berakhir hari ini.

“Memang kita sudah buatkan jadwal kunjungan 
mulai dari tingkat SD, SMP hingga tingkat SMA/SMK 
selama tiga hari pelaksanaan. Namun alhamdulillah 
antusias sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan 
jadwal tetap tinggi dan mereka mau berkunjung. 
Bahkan hari ini (kemarin, red) ada yang datang dari 
sekolah Taman Kanak-kanak,’’ sampai Hery.

Ditambahkan Hery, untuk semakin menarik minat 
para pengunjung, mereka menyiapkan doorprize 
bagi pengunjung yang beruntung. Caranya dengan 
berani menjawab pertanyaan dari panitia di sela-se-
la kunjungan. 

“Alhamdulillah antusias pengunjung khususnya 
dari sekolah-sekolah seluruh tingkatan sangat ting-
gi. Makanya kita juga menyiapkan doorprize bagi 
pengunjung yang beruntung dan bisa menjawab 
pertanyaan dari kita,’’ imbuh Hery. (dtk)

CURUP – Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) memiliki ban-
yak keistimeaan dan semakin 
hari semakin diminati mas-
yarakat. Apalagi saat ini SMK 
di Indonesia memiliki 9 bidang 
keahlian dengan 49 program 
keahlian serta 146 kompetensi. 
Untuk itulah orangtua tidak 
perlu ragu-ragu lagi untuk 
menyekolahkan anak mereka 
ke SMK.

Diungkapkan Ketua Musy-
awarah Kerja Kepala Sekolah 
(MKKS) Kabupaten Rejang Leb-
ong (RL) Asep Suparman, S.Pi, 
M.Pd kemarin, keberagaman 
bidang yang bisa dipilih pada SMK beberapa 
diantaranya yaitu, pariwisata dan kemariti-
man. Kemudian agribisnis dan Agro teknologi, 
seni dan ekonomi kreatif, serta kesehatan dan 
pekerjaan sosial.

Selanjutnya, kata Asep, ada bidang teknologi 
informasi dan komunikasi, energi dan pertam-
bangan, teknologi konstruksi dan properti, juga 
bidang teknologi dan rekayasa. “Meskipun 
memang di Kabupaten Rejang Lebong belum 

seluruhnya memiliki keberag-
aman tersebut, namun berbagai 
bidang SMK di Kabupaten Re-
jang bisa menyesuaikan dengan 
potensi serta peluang di kabu-
paten maupun provinsi secara 
umum,’’ terang Asep.

Bersekolah di SMK, sam-
bung Asep, sekaligus bisa 
mendapatkan pembekalan 
kewirausahaan. Dimana SMK 
memiliki banyak program untuk 
mengembangkan jiwa entrepre-
neur. Misalnya program SMK 
Pencetak Wirausaha (SPW) 
dan diimplementasikan dalam 
bentuk pembelajaran berbasis 

proyek (project based learning) dan teaching 
factory. 

Selain itu, tambah Asep, setelah tamat atau 
lulus dari SMK mereka bisa langsung bekerja. 
Karena adanya program ‘link and match 8-i’ 
dan juga dibekali dengan sertifikasi kompe-
tensi. Sehingga membuat kurikulum antara 
SMK dengan dunia industri sudah klop yang 
membuat lulusan SMK bisa langsung terserap 
di dunia kerja. (dtk)

Lestarikan 
Budaya Daerah 

CURUP – Salah satu upaya dalam melestarikan 
budaya daerah, Kabupaten Rejang Lebong (RL) 
melaksanakan kegiata festival revitalisasi sastra 
lisan geritan, sambei dan berejung. Kegiatan yang 
dilaksanakan dalam rangka HUT Kemerdekaan 
RI ke-77 tersebut, diselanggarakan oleh Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) bersama 
Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu.

Kepala Dinas Dikbud Kabupaten RL Rezza 
Pakhlevie, SH mengatakan, kegiatan yang dilak-
sanakan, tidak hanya memberikan aspek hiburan 
bagi masyarakat khususnya pemuda dan pelajar. 
Sekaligus memberikan ruang bagi mereka dalam 
mengapresiasikan seni budaya melalui jalur sastra. 

“Ini sebagai bentuk upaya kita dalam meningkat-
kan kecintaan generasi muda terhadap seni dan 
budaya serta duia sastra,’’ sampai Rezza.

Dilanjutkan Rezza, kegiatan yang mereka lak-
sanakan tersebut juga untuk berupaya melindungi 
dan melestarikan sastra khususnya di Kabupat-
en RL agar tidak punah ditelan perkembangan 
zaman. Selain sastra, kita juga memberikan kes-
empata para pelajar utuk mementaskan bertema 
seni budaya.

“Jadi festival sastra ini kita padukan dengan 
pementasan seni dan budaya para pelajar yang 
berasal dari berbagai sekolah tingkat SMP di Ka-
bupaten Rejang Lebong. Para pelajar SMP tersebut 
sudah mempersiapkan diri sejak beberapa bulan 
belakangan. Agar bisa ikut serta menyemarakan 
kegiatan festival Sastra Lisan tersebut,’’ imbuh 
Rezza.(dtk) 

SMK Semakin 
Diminati

Wanda/rb

DOORPRIZE: Pengunjung yang beruntung di 
pameran keliling museum negeri Bengkulu dan 
bisa menjawab pertanyaan panitia mendapatkan 
doorize.

Ada Doorprize, 
Kunjungan Meningkat

FESTIVAL : Kegiatan festival sastra lisan yang digelar di Kabupaten RL terselenggara atas kerjasama Dinas Dikbud Kabupaten RL dan Kantor 
Bahasa Provinsi Bengkulu.

ASEP SUPARMAN

Segera Terapkan SPBE 
dan Smart City

CURUP – Pemerintah Kabupaten Rejang (Pemk-
ab) dan Dinas Kominfo Kabupaten Rejang Lebong 
(RL), kemarin menggelar kegiatan Focus Group 
Discussion (FGD) terkait rencana penerapan 
layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(SPBE) dan Smart City secara penuh di Kabupaten 
RL. Kegiatan juga menghadirkan General Manager 
PT. Telkom Bengkulu Eko Yuliantodan dibuka 
langsung Bupati RL Drs. H. Syamsul Effendi, MM 
dan diikuti seluruh perwakilan OPD.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati RL menyam-
paikan, trobosan yang akan dilakukan Dinas 
Kominfo Kabupaten RL patut didukung. Apalagi 
ini nantinya bukan hanya bermafaat kepada pe-
merintah saja, melainkan juga untuk kepentingan 
masyarakat umum. ‘’Dimana penarapan SPBE 
tidak lain sebagai bentuk penyelenggaraan pemer-
intah memanfaatkan teknologi dan komunikasi 
untuk memberikan layanan kepada penggunanya, 
jadi diharapkan bisa diwujudkan segera,’’ harap 
Bupati RL dalam arahannya.

Dilanjutkan Bupati RL, setidaknya ada dua hal 
yang harus dilakukan atau dipenuhi sebelum dit-
erapkannya layanan SPBE dan Smart City di Kabu-
paten RL. Masing-masing dari sisi persiapan dan 
kedua dari sisi sarana dan prasarana penunjang 
lainnya. ‘’Sebelum program dilaksanakan, jelas 
harus ada persiapan yang matang. Khususnya da-
lam hal sarana dan prasarana dalam menerapkan 
layanan SPBE dan Smart City,’’ imbuh Bupati RL.

Sementara itu, General Manager PT. Telkom 
Bengkulu Eko Yulianto mengatakan, mereka siap 
mensuport dan membantu Kabupaten RL untuk 
segera menerapkan SPBE danSmart City secara 
penuh. ‘’Apalagi ini sebagai salah satu upaya 
meningkatkan indeks SPBE dan Smart City di 
Kabupaten Rejang Lebong,’’ ucap Eko.(dtk)

Bidang Keuangan Polda Bengkulu 
Sosialisasikan Perkab Baru

CURUP – Polres Rejang Lebong(RL), kemarin 
kedatangan rombongan Bidang Keuangan Polda 
Bengkulu. Rombongan yang dikomandoi Kabid 
Keuangan Polda Bengkulu Kombes Pol Bambang 
Kusnarianto, S.IK dalam rangka mensosialisasikan 
Peraturan Kapolri (Perkap) baru yaitu Perkap No-
mor 5 tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban 
Keuangan Negara di Lingkungan Polri.

‘’Kegiatan kita hari ini dalam rangka penyampa-
ian dan sosialisasi  Perkap Nomor 5 tahun 2022 
Tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara di 
Lingkungan Polri. Agar kedepan setiap pembuatan 
Perwabkeu (Pertanggungjawaban keuangan,red) 
agar berpedoman terhadap perkap tentang ad-
ministrasi keuangan,’’ sampai Bambang.

Dilanjutkan Bambang, dalam pelaksanaan 
Perwabkeu, baik Kasat, Kaur Mintu dan maupun 
para Kanit bisa mendampingi dan mengambil 
andil dalam pengawasan pembuatan Perwabkeu 
oleh Urmin. Sehingga pembuatan dokumen Per-
wabkeu berjalan baik sesuai aturan. ‘’Harapan 
kita dengan kegiatan sosialisasi perkap nomor 5 
tahun 2022 ini, nantinya dalam pelaksanaan ang-
garan Satker dapat berjalan sesuai dengan aturan 
yang berlaku serta dapat meminimalisir temuan 
wasrik dari Itwasda, Itwasum dan BPK RI,’’ imbuh 
Bambang.

Selain kegiatan sosialisasi, tambah Bambang, 
Bidang Keuangan Polda Bengkulu juga melak-
sanakan Pemeriksaan Perwabkeu Pelaksanaan 
Anggaran Tri Wulan (TW) III Tahun Anggaran (TA) 
2022. ‘’Jadi kita sekaligus melaksanakan kegiatan 
Supervisi Bidang Keuangan Polda Bengkulu. Ter-
hadap masing-masing Bagian, Satuan, seksi dan 
Polsek Jajaran Polres Rejang Lebong serta SPN 
Polda Bengkulu,’’ demikian Bambang.(dtk)

CURUP

Tenaga Kesehatan 
dan Teknis Menunggu

CURUP  – Berdasarkan siaran 
pers Badan Kepegawaian Nasional 
(BKN) RI, seleksi Pegawai Pemer-
intah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) dimulai 1 November 2022. 
Namun seleksi akan dilaksanakan 
untuk tenaga guru terlebih dahulu. 
Sedangkan untuk tenaga kesehatan 

dan teknis menunggu petunjuk 
selanjutnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Ma-
nusia (BKPSDM) Kabupaten Rejang 
Lebong (RL) M. Andhy Afriyanto, SE 
menyebutkan, mereka baru dapat 
siaran pers Selasa (1/11) pagi. Seh-
ingga langsung melakukan berbagai 
persiapan seleksi PPPK. ‘’Kita baru 
dapat siaran pers dari BKN baru pagi 
ini (Selasa 1 November 2022, red),’’ 

kata Andy.
Untuk kuota PPPK tenaga guru, 

sambung Andhy, Kabupaten RL 
mendapatkan kuota sebanyak 141 
formasi yang langsung dengan for-
masi mengajar serta disekolah mana 
akan mengajar. ‘’Formasi guru sudah 
langsung dengan sekolahnya yang 
tersebar untuk tingkat SD dan SMP. 
Khusus guru ini pelamar hanya dari 
Kabupaten Rejang Lebong alias tidak 
terbuka untuk umum,’’ sambung 

Andhy.
Ditambahkan Andhy, sembari 

mempersiapkan seleksi PPPK guru, 
mereka menunggu perkembangan 
untuk seleksi PPPK untuk tenaga 
kesehatan dan tenaga teknis. ‘’Untuk 
kesehatan kita dapat kuota sebanyak 
92 formasi dan teknis sebanyak 31 
formasi. Jadi total keseluruhan kuota 
yang kita dapatkan untuk seleksi P3K 
tahun ini mencapai 264,’’ demikian 
Andhy.(dtk)

Seleksi PPPK Dimulai, 
Tenaga Guru Duluan

CURUP UTARA – Bupati 
Rejang Lebong (RL) Drs. H. 
Syamsul Effendi, MM, ke-
marin secara langsung men-
gunjungi kedialam keluar 
Almarhum Alex Solah warga 
Desa Seguring Kecamatan 
Curup Utara yang meninggal 
dunia karena hanyut terbawa 
arus sungai beberapa wak-
tu lalu. Ikut mendampingi 
Ketua TP PKK Kabupaten RL 
Hj. Hartini, S.Sos, M.Si dan 
Badan Amil Zakat Nasional 
(Baznas) Kabupaten RL serta 
jajaran OPD Pemkab RL.

Dalam kesempatan terse-
but, selain memberikan 
suport dan menyampaikan 

bela sungkawa kepada ke-
luarga korban, Bupati RL 
menyampaikan berbagai 
bantuan serta santunan. ‘’Ke-
datangan kita tidak lain untuk 
menyampaikan rasa bela 
sungkawa kepada keluarga 
korban Almarhum Alex So-
lah. Almarhum meninggal 
dunia karena hanyut saat 
akan pulang dari kebunnya,’’ 
sampai Bupati RL.

Selain itu, tambah Bupati 
RL, mereka juga membawa 
sejumlah bantuan dan san-
tunan untuk sedikit mengu-
rangi beban keluarga korban 
yang ditinggalkan. Diharap-
kan bantuan yang diserahkan 

jangan dinilai dari jumlah-
nya namun lebih kepada 
rasa kepedulian pemerintah 
daerah dan jajarannya kepa-
da masyarakat yang sedang 
mendapatkan musibah.

‘’Kita berharap dengan 
musibah yang didapatkan 
bisa menguatkan hati keluar-
ga agar bisa ihklas dan sabar. 
Selain rasa belangsungkawa 
dan prihatin dari kami, juga 
ada sedikit bantuan. Kita 
berharap juga jangan dinilai 
dari jumlahnya, karena ini 
menjadi salah satu bentuk 
kepedulian kami dan pemer-
intah daerah,’’imbuh Bupati 
RL.(dtk) 

CURUP TIMUR – Jasad 
Muslaini alias Mus Apam 

(67) warga Kelurahan Karang 
Anyar Kecamatan Curup 

Timur yang ditemukan 
sudah meninggal dunia 
oleh cucunya Rusli (30) 
Senin (31/10) malam lalu, 
sudah dimakamkan. 

Pihak keluarga menolak 
untuk dilakukan autopsi 
oleh pihak kepolisian un-
tuk memastikan penyebab 
kematian korban yang 
ditemukan meninggal di 
dalam rumahnya dengan 
kondisi yang sudah ham-
pir membusuk.

Kapolres Rejang Leb-
ong (RL) AKBP Tonny 
Kurniawan, S.IK melalui 
Kapolsek Curup Iptu. Sing-
gih Wirastho, SH men-
gatakan, korban sudah 
dimakamkan keluarganya. 
Penolakan untuk dilaku-
kan autopsi terhadap kor-
ban, disertai dengan surat 
pernyataan penolakan 
oleh keluarga korban yang 
ditandatangani di atas 
materai. ‘’Keluarga korban 
menolak untuk dilakukan 
autopsi terhadap jasad 
korbn. Keluarga menyer-
ahkan surat pernyataan 
menolak autopsi yang 
ditandatangani di atas 

materai,’’ sampai Singgih.
Meskipun begitu, sambung 

Singgih, korban meninggal 
dunia diduga memang kare-
na mengalami sakit. Terlebih 
korban memiliki riwayat 
penyakit ambien selama ini 
dan memang sudah cukup 
berumur. Lalu dari hasil pe-
meriksaan, tidak ditemukan 
adanya tanda-tanda kek-
erasan pada tubuh korban. 
Serta tidak ada hal yang 
mecurigakan atau barang 
yang hilang dari tempat ting-

gal korban.
‘’Diduga memang karena 

sakit dan tidak ada tanda-
tanda kekerasan di tubuh 
korban. Begitu juga barang-
barang berharga milik kor-
ban tidak ada yang hilang 
dari dalam rumahnya. Kor-
ban selama ini diketahui 
berprofesi sebagai pedagang 
atau berjualan dan juga ser-
ing dimintai untuk mengu-
rut,’’ sambung Singgih.

Ditambahkan Singgih, 
sebelumnya korban ditemu-

kan cucunya sudah mening-
gal dunia dalam posisi tidur 
di atas kasur tanpa ranjang di 
dalam rumahnya. ‘’Cucu kor-
ban sudah dua hari sebelum 
kejadian tidak berkunjung. 
Senin malam, sang cucu 
berkunjung ke rumah korban 
dan saat menggedor pintu 
tidak ada sahutan. Kemu-
dian cucu korban membuka 
paksa pintu rumah korban 
dan menemukan korban 
sudah tidak bernyawa,’’ de-
mikian Singgih.(dtk)

CURUP SELATAN – Kegia-
tan Program TNI Manunggal 
Membangun Desa (TMMD) 
Regional ke-115 Kodim 
0409/Rejang Lebong (RL) di 
Desa Air Lanang Kecamatan 
Curup Selatan, hampir kese-
luruh sasaran rampung alias 
selesai dilaksanakan. Salah 
satunya pembukaan badan 
jalan sebagai sasaran utama 
kegiatan Program TMMD 
Regional ke -115 sepanjang 
5,5 kilometer.

Dijelaskan Dandim 0409/
R L  L e t k o l  Cz i .  T r i s n u 
Novawan, S.Sos, M.Tr (han), 
M.Si didampingi Pasiter 
Satgas TMMD Regional ke-
115 (Pasiter Kodim 0409/
RL) Kapten Cba Arif Pur-
woko kemarin, pembukaan 
badan jalan akan segera 
rampung. Dimana saat ini 
sudah terealisasi sepan-
jang 5.455 meter alias sudah 
mencapai 99 persen dari 5,5 
kilometer yang akan dibuka. 
‘’Alhamdulillah progress un-
tuk pembukaan jalan sudah 
99 persen alias segera ram-
pung,’’ sampai Dandim.

Dilanjutkan Dandim, bah-

kan beberapa kegiatan fisik 
lainnya sudah rampung 
atau progressnya sudah 
100 persen. Masing-masing 
pembuatan drainase, plat 
duiker, pembangunan satu 
unit rumah semi permanen, 
sumur bor, rehab musala 
dan pos kamling. Sedangkan 
beberapa kegiatan lainnya, 
empat unit gorong-gorong, 
untuk lokasi 2 dan 3 sudah 
90 persen, lokasi 1 sudah 60 
persen dan lokasi 4 sudah 
30 persen.

Sedangkan, tambah Dan-
dim, untuk pembangunan 
atau bedah rumah dua unit 
rumah warga saat ini pro-
gressnya sudah diangka mas-
ing-masing 75 persen. ‘’Untuk 
kegiatan yang menyasar non 
fisik juga hampir keseluruhan 
sudah selesai dilaksanakan. 
Seperti operasi bibir sumbing 
untuk tiga orang warga, serta 
berbagai penyuluhan sudah 
selesai kita laksanakan. Ting-
gal satu kegiatan lagi yaitu 
pemutaran film perjuangan 
yang tinggal menunggu jad-
wal pelaksanaan,’’ demikian 
Dandim.(dtk/kjm)

Ist/rb

RAMPUNG : Kegiatan pembukaan badan jalan program 
TMMD Regional Ke-115 Kodim 0409/RL segera ram-
pung, dimana saat ini progressnya sudah di angka 99 
persen.

Pembukaan Jalan TMMD 
Sudah 99 Persen

Ist/rb

KUNJUNGAN : Bupati RL Drs. H. Syamsul Effendi, MM mengunjugi rumah keluarga 
Almarhum Alex Solah warga Desa Seguring Kecamatan Curup Selatan yang meninggal 
dunia karena hanyut di sungai beberapa waktu lalu.

Bupati Serahkan Bantuan
Korban Hanyut

Ist/rb

PERNYATAAN : Keluarga korban Muslaini alias Mus Apam (67) yang ditemukan menin-
ggal dalam rumahnya, membuat pernyataan tertulis menolak dilakukan Autopsi.

Tolak Autopsi, Keluarga Jasad Membusuk Buat Pernyataan

RAHMAT HIDAYAT

188 Kepala Desa Resmi 
Menjabat 8 Tahun 

ARGA MAKMUR – Menyusul perubahan 
undang-undang desa yang diantaranya menga-
tur tentang penambahan masa jabatan kepala 
desa dan tunjangan kepala desa, Rabu 3 Juli 
2924, 188 kepala desa di Bengkulu Utara yang 
masa kerjanya belum tuntas Februari 2024 lalu 
akan dikukuhkan lagi.

188 kepala desa ini akan dikukuhkan kem-
bali setelah dilantik tahun 2022. Hal ini karena 
mereka dilantik 2022 lalu dengan masa jabatan 
selama enam tahun. Sedangkan dengan adanya 
undang-undang perubahan tentang desa terse-
but, maka masa kerja mereka akan bertambah 
menjadi 8 tahun.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Bengkulu Utara, Rahmat Hidayat, S.STP, 
M.Si menerangkan Pemkab Bengkulu Utara 
akan kembali mengukuhkan 188 kepala desa 
tersebut. Mereka akan dikukuhkan langsung 
Bupati Bengkulu Utara sesuai dengan aturan 
masa bakti atau jabatan yang terbaru. 

“Masa jabatan 8 tahun tersebut tetap terhi-
tung sejak kepala desa tersebut dilantik sebel-
umnya, hanya ada perubahan waktu berakhir 
masa jabatan,” terangnya. 

Pemkab Bengkulu Utara juga akan menyusun 
turunan atas undang-undang tersebut yang 
menjadi kewajiban daerah. Ini bisa dilakukan 
jika memang sudah ada peraturan pemerintah 
sebagai turunan undang-undang. 

“Namun saat ini kita melakukan pengukuhan 
terkait dengan masa jabatan,” pungkas Rahmat. 

Sementara itu, dalam undang-undang pe-
rubahan tentang desa bukan hanya mengatur 
tentang penambahan masa jabatan kepala desa 
yang bertambah dari 6 menjadi 8 tahun. Na-
mun juga ada hak keuangan lainnya termasuk 
dengan adanya dana semacam tunjangan akhir 
masa jabatan kepala desa akhir masa jabatan 
nantinya.(qia)

UtaRa

ARGA MAKMUR –DPRD Bengkulu 
Utara menggelar rapat paripurna 
pengesahan Raperda tentang Ren-
cana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD), Selasa 2 Juli 2024. 
Dalam paripurna yang dihadiri Bu-
pati Bengkulu Utara, Ir. H. Mian ini, 
fraksi-fraksi DPRD menyetujui rap-
erda yang sudah dua minggu dibahas 
ini akhirnya disahkan menjadi perda.

Mian menerangkan Pemkab Beng-
kulu Utara dan DPRD sudah menyu-
sun rencana pembangunan jangka 
panjang daerah hingga 20 tahun 

ke depan atau 2025-2045. Perda ini 
bertujuan agar pembangunan yang 
dilakukan daerah setiap tahunnya 
benar-benar terarah untuk mencapai 
target pembangunan.

Mian menerangkan dalam RPJPD 
tersebut sudah disusun sedemikian 
rupa terkait target pembangunan di 
Bengkulu Utara. Dalam perjalanan 20 
tahun ke depan, Pemkab Bengkulu 
Utara menargetkan pembangunan 
besar, terutama di bidang infrastruk-
tur, pendidikan dan kesehatan. 

“Dalam rangkaian pengajuan dan 

program per tahun di daerah akan 
berorientasi pada pembangunan 
sesuai yang tertuang dalam RPJPD 
tersebut,” terangnya.

Selain itu, sesuai target pengem-
bangan pembangunan nasional, 
dalam 20 tahun ke depan Bengkulu 
Utara juga dirancang sudah matang 
dengan status smart city. 

Sehingga sistem informasi dan pem-
bangunan pemerintah juga tetap 
bertujuan dalam menciptakan daerah 
yang berorientasi dengan teknologi. 

Dalam rangka pembangunan smart 

city, pemerintah juga menyusun 
program-program yang berorientasi 
pada pembangunan informasi dan 
teknologi. 

“Kita mengikuti perkembangan 
pembangunan nasional yang saat ini 
juga daerah harus menyesuaikan, teru-
tama dalam hal penggunaan teknologi 
dalam pembangunan,” jelas Mian.

Selain  itu ada juga sistem pening-
katan pelayanan pemerintah pada 
masyarakat dengan tujuan pelay-
anan yang cepat, mudah dan menjadi 
solusi bagi kebutuhan masyarakat.  

Terutama diantaranya terkait pelay-
anan di bidang kesehatan, pen-
didikan hingga bidang pelayanan 
pemerintah lainnya. 

“Karena pelayanan masyarakat 
adalah hal yang penting dan pelay-
anan masyarakat harus mudah 
didapatkan, maka dalam pembangu-
nan setiap tahunnya harus memiliki 
tujuan peningkatan dalam pelay-
anan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Beng-
kulu Utara, Sonti Bakara, SH me-
maparkan DPRD Bengkulu Utara 
menyetujui raperda tersebut untuk 
disahkan menjadi perda. Namun ia 
meminta perda tersebut benar-benar 
dilaksanakan dan menjadi acuan 
bagi pemerintah dalam pengangga-
ran dan penerapan program.

“Perda ini jangan hanya sebatas 
melepas tanggung jawab adanya 
perda, namun juga harus tercermin 
dalam program pembangunan tahu-
nan yang dilakukan,” tegasnya.

Sonti memastikan DPRD akan 
terus melakukan pengawasan dalam 
program pembangunan yang akan 
dianggarkan oleh Pemda Bengkulu 
Utara. Terutama jika program terse-
but dinilai tidak sejalan dengan 
tujuan pembangunan yang tertuang 
dalam Perda RPJPD.

“Program yang tertuang dalam 
RPJPD tersebut sudah melalui pem-
bahasan antara DPRD dan pemer-
intah, maka yang tertuang dalam 
RPJPD memang dinilai yang paling 
dibutuhkan oleh masyarakat,” urai 
Sonti.(qia)

899 Guru PPPK Dipastikan 
Tidak Dapat Gaji ke-13

ARGA MAKMUR –Pemkab Bengkulu 
Utara sudah membayarkan gaji ke-13 
untuk 564 guru yang berstatus Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK). 

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan Bengkulu Utara, Sugeng Wiyono 
menerangkan sebanyak 564 guru PPPK 
sudah bertugas sebelum bulan Mei 
2024. Mereka berhak menerima gaji 
ke-13 sesuai dengan aturan yang sudah 
ditetapkan oleh pemerintah. 

“Setelah kita proses dan tentunya 
membutuhkan waktu, maka saat ini 

untuk 564 guru PPPK sudah menerima 
gaji ke-13,” ujarnya.

Namun untuk 899 guru PPPK yang 
dilantik akhir Mei 2024 lalu, mereka be-
lum akan menerima gaji ke-13 tahun ini. 
Sesuai dengan aturan, PNS atau PPPK 
yang berhak menerima gaji ke-13 yang 
mulai dibayarkan bulan Juni lalu adalah 
PNS atau PPPK yang sudah menerima 
gaji bulan Juli.

“Sedangkan untuk 899 guru yang 
dilantik akhir Mei lalu tersebut baru 
terhitung mendapatkan gaji bulan Juni 
sehingga belum berhak menerima gaji 
ke-13,” ungkapnya.

Tak hanya itu, saat ini guru-guru terse-
but juga belum menerima gaji pertama 
lantaran masih dalam pendataan pem-

berkasan gaji yang dilakukan.
Sugeng menerangkan jumlah guru 

yang dilantik tersebut memang cukup 
besar sehingga dalam sistem pember-
kasannya membutuhkan waktu yang 
sedikit lebih panjang. 

Apalagi PPPK juga memiliki tunjangan 
yang sama layaknya PNS seperti tunjan-
gan istri atau suami serta anak. 

“Sehingga kita melakukan program 
pasca dilantik dengan melakukan pen-
dataan dari data masing-masing guru 
dan kita proses di Dinas Pendidikan, se-
lanjutnya data tersebut diinput di Badan 
Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 
satu persatu, sehingga membutuhkan 
waktu,” terangnya. 

Namun hasil koordinasinya dengan 

BKAD dalam bulan ini Pemkab Beng-
kulu Utara akan membayarkan gaji guru 
tersebut untuk bulan Juni dan Juli 2024. 

Ia juga menerangkan saat ini seluruh 
guru yang dilantik tersebut sudah mulai 
bertugas, terutama membantu pelak-
sanaan Penerimaan Peserta Didik Baru 
(PPDB) di masing-masing sekolah. 

Sugeng meminta masing-masing guru 
PPPK terus menjaga dan meningkatkan 
kinerja terutama dalam pelaksanaan 
belajar mengajar yang akan dilakukan 
tahun ajaran baru mendatang. 

“Kita juga sebagai organisasi perangkat 
daerah yang membawahi guru-guru 
tersebut akan terus melakukan penilaian 
kinerja PPPK setiap bulannya,” pungkas 
Sugeng.(qia)

Gaji ke-13 564 PPPK Guru Cair

SUGENG WIYONO

ARGA MAKMUR – Bupati 
Bengkulu Utara, Ir. H. Mian 
menegaskan polemik dokter 
di Rumah Sakit Umum Dae-
rah (RSUD) Arga Makmur 
yang sempat melakukan aksi 
demo ditegaskannya sudah 
tuntas. Ini setelah ia mem-
pertemukan antara Direktur 

RSUD Arga Makmur dengan 
dokter RSUD yang melayang-
kan protes. 

Tak hanya itu, Ir. Mian juga 
mengajak tim dari Badan 
Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) un-
tuk ikut menjelaskan terkait 
dengan posisi pengelolaan 

keuangan yang harus dip-
atuhi oleh rumah sakit. “Al-
hamdulillah persengketaan 
tersebut sudah tuntas dan 
semua pihak sudah saling 
memahami tupoksinya ma-
sing-masing,” terangnya. 

Saat ini, Mian memastikan 
a sudah tidak ada perma-

salahan lagi di RSUD Arga 
Makmur. Ia juga menegas-
kan pelayanan kesehatan di 
RSUD Arga Makmur tetap 
berlangsung seperti biasa 
dan sama-sama menyadari 
jika pelayanan kesehatan 
adalah hal yang utama di 
masyarakat.

“Semua pihak sama-sama 
menyadari masalah kese-
hatan menjadi penanganan 
utama yang akan dilakukan 
pemerintah,” jelasnya. 

Mian menerangkan sen-
gaja mengajak BPKP untuk 
menjelaskan terkait den-
gan pengelolaan keuangan 
RSUD. RSUD Arga Makmur 
berstatus Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD) se-
hingga dalam pengelolaan 
anggaran harus mematuhi 

semua hal-hal yang terkait 
dengan aturan pengelolaan 
keuangan BLUD.

Hal ini tentunya juga sudah 
menjadi komitmen daerah 
dalam menciptakan penge-
lolaan keuangan yang bersih 
di daerah. 

“Maka sudah dijelaskan se-
cara gamblang terkait semua 
permasalahan termasuk ter-
kait dengan aturan pengelo-
laan keuangan dan belanja 
BLUD serta aturan yang ha-
rus dipatuhi,” jelasnya. 

Terkait dengan aspirasi 
dokter di Bengkulu Utara, 
Mian menegaskan tetap 
menjadi prioritas daerah 
terutama yang terkait dengan 
keuangan daerah. 

Pemkab Bengkulu Utara 
terus meningkatkan hak-hak 
dokter terutama dalam hak 
keuangan sesuai dengan ke-
mampuan keuangan daerah. 

“Dalam hal keuangan dae-
rah, belanja kesehatan me-
mang menjadi salah satu 
prioritas dan pemerintah 
Bengkulu Utara mengucur-
kan dana yang besar setiap 

tahunnya untuk pengem-
bangan kesehatan,” urai 
Mian.

Mian menegaskan polemik 
yang terjadi dalam suatu 
organisasi adalah hal yang 
biasa. Namun yang terpent-
ing polemik tersebut tidak 
terjadi berlarut-larut dan 
semua pihak bisa bermediasi 
dan menjalankan tugasnya 
lebih baik lagi. 

“Alhamdulillah saat ini 
semuanya sudah tuntas dan 
semua pihak tentunya bisa 
beraktifitas sesuai dengan 
tupoksinya masing-masing,” 
ujarnya.

Polemik dokter RSUD Arga 
Makmur terjadi sepekan 
lalu, dimana 13 dokter RSUD 
Arga Makmur melakukan 
aksi demo. Demo ini sempat 
berujung dengan tergang-
gunya aktivitas pelayanan 
pasien di ruang poli RSUD 
Arga Makmur. 

Tak hanya melakukan aksi 
demo di RSUD Arga Makmur, 
dokter juga melakukan hear-
ing dengan DPRD Bengkulu 
Utara.(qia)

Polemik Dokter RSUD Arga Makmur Tuntas

Ist/rb

DISAHKAN: DPRD Bengkulu Utara mengesahkan Raperda RPJPD menjadi Perda RPJPD.

RPJPD Disahkan, Target Utama
Pembangunan Bidang Infrastruktur

sHANDY/rb

JALAN RUSAK: Salah satu titik jalan dalam Kota Arga 
Makmur yang akan dilakukan pembangunan tahun in. 

ARGA MAKMUR – Target pem-
bangunan infrastruktur terutama 
jalan yang dicanangkan Pemkab 
Bengkulu Utara ternyata bukan tan-
pa alasan. Berdasarkan data tahun 
2024, terdapat 245 kilometer (km) 
jalan di wilayah Bengkulu Utara ru-
sak atau sekitar 48,12 persen.

Sedangkan total jalan Bengkulu 
Utara yang berstatus baik tercatat 
275,84 kilometer.

Kadis Pekerjaan Umum dan Pena-
taan Ruang Bengkulu Utara, Munadi 
menerangkan total 245 kilometer 
jalan yang rusak tersebut terdiri 
dari tiga kategori jalan. Mulai dari 

rusak berat, rusak sedang dan rusak 
ringan. 

“Yang tertinggi memang kondis-
inya rusak berat dengan total 213 
km panjang ruas jalan,” terangnya. 

Selain rusak berat, sepanjang 30,36 
km jalan rusak sedang dan 11,26 km 
rusak ringan. 

Ia juga menerangkan sesuai den-
gan arahan Bupati Bengkulu Utara, 
Arie Septia Adinata, SE, M.AP, saat 
ini pembangunan infrastruktur jalan 
tetap menjadi prioritas. 

“Terutama jalan-jalan kawasan pa-
dat penduduk, kawasan jalan utama 
dan jalan kawasan akses ekonomi,” 

ujarnya. 
Pembangunan akses jalan teru-

tama akses jalan rusak berat terse-
but saat ini terus dipetakan untuk 
dilakukan pembangunan sesuai 
dengan kemampuan anggaran.

Selain mempetakan kondisi jalan, 
Dinas PUPR juga sudah menyusun 
program penanganan jalan yang 
harus dilakukan pada titik-titik jalan 
rusak, termasuk asumsi dana yang 
dibutuhkan untuk peningkatan 
kualitas jalan tersebut.

“Sehingga kita memiliki database 
terkait ruas jalan berikut kondisi 
dan kebutuhan pembangunan di 

masing-masing titik,” kata Munadi.
Munadi juga menerangkan Dinas 

PUPR Bengkulu Utara juga menga-
jukan pembangunan jalan tersebut 
ke Kementerian PUPR. Hal ini agar 
mendapatkan peningkatan dana 
alokasi khusus (DAK) fisik maupun 
program pembangunan lainnya 
yang bisa dilaksanakan untuk pem-
bangunan dan peningkatan infra-
struktur jalan di Bengkulu Utara. 

“Kita juga sudah mengajukan pro-
posal pembangunan Ke Kementerian 
PUPR, dalam rangka percepatan pem-
bangunan infrastruktur di Bengkulu 
Utara,” pungkas Munadi.(qia) 

245 Kilometer Jalan Dalam Kondisi Rusak

ARGA MAKMUR – Sebanyak 
215 desa di Bengkulu Utara sudah 
mengajukan pencairan dana desa 
(DD) tahap II. Bahkan, 5 desa sudah 
mendapatkan penyaluran dana desa 
ke rekening desa, dan 12 desa lagi 
saat ini berkasnya sudah diajukan 
proses pencairan. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Ma-
syarakat dan Desa (PMD) Bengkulu 
Utara, Rahmat Hidayat, S.STP, M.Si 
menerangkan jika 198 desa tersebtu 
sudah mengajukan untuk pencairan 
dana desa. Namun berkasnya masih 
verifikasi persyaratan pencairan. 

“198 desa tersebut berkasnya 

masih dalam verifikasi, nanti yang 
berkasnya sudah lengkap akan kita 
lanjutkan untuk diajukan pencairan 
dana desa tahap II,” terangnya. 

Ia menambahkan lima desa yang 
sudah menerima dana desa tahap 
II diminta sesegera mungkin melan-
jutkan program pembangunan. 
Sehingga pembangunan yang di-
lakukan termasuk program-program 
non fisik bisa segera tuntas sebelum 
akhir tahun nanti. 

“Tahapan verifikasi untuk 198 desa 
tersebut tidak akan lama jika me-
mang semua persyaratan dokumen 
dalam pengajuan pencairan terse-

but sudah terpenuhi semuanya,” 
jelas Rahmat.

Ia juga menerangkan Dinas PMD 
bukan hanya akan melakukan veri-
fikasi dokumen. Namun Dinas PMD 
maupun Kasi Pemerintahan dan 
Desa di masing-masing kecamatan 
akan melakukan pemantauan dan 
pengawasan dalam pelaksanaan 
dana desa.

Hal ini sebagai bentuk pencegahan 
agar tidak terjadi penyimpangan 
atau kesalahan dalam pengelolaan 
dan belanja dana desa. 

“Pengawasan akan tetap kita laku-
kan, terutama pada program-program 

yang memang menjadi kebijakan 
pemerintah pusat, meskipun pen-
gawasan secara mendetail juga akan 
dilakukan Inspektorat,” jelas Rahmat.

Tahun ini, total kucuran dana desa 
dari Kementerian Keuangan sebesar 
Rp170 miliar lebih yang disalurkan 
ke 215 desa di Bengkulu Utara. Se-
lain itu, ada juga dana Rp70 miliar 
yang yang dikucurkan dalam bentuk 
Alokasi Dana Desa (ADD) yang ber-
sumber dari APBD Bengkulu Utara. 

ADD banyak digunakan untuk 
pembayaran gaji atau penghasilan 
tetap kepala dan perangkat desa.
(qia)

198 Desa Masih Antre Pencairan DD Tahap II

RAHMAT HIDAYAT

ARGA MAKMUR – Pembangunan 
Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 
di Desa Kahyapu, Kecamatan Enggano 
sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden 
terkait percepatan pembanguan Eng-
gano sangat disambut masyarakat. Saat 
ini ada tambahan lahan yang diajukan 
sebagai kawasan pembangunan kam-
pung nelayan merah putih.

Kepala Dinas Perikanan Bengkulu Utara, 
Sugimin menerangkan semula ada 1,5 
hektare lahan yang diajukan sebagai pusat 
kawasan Kampung Nelayan Merah Putih. 
Namun saat ini lahan yang diajukan terse-
but menjadi 3 hektare lantaran adanya 
hibah lahan dari masyarakat setempat 

untuk pembangunan kawasan tersebut. 
“Ada tambahan 1,5 hektare lagi, se-

hingga yang kita ajukan ke Satgas total 
luas 3 hektare untuk lahan pusat dan 
fasilitas kampung nelayan merah putih,” 
terang Sugimin.

Pemerintah pusat mengalokasikan ang-
garan Rp25 miliar untuk pembangunan 
kampung nelayan tersebut. Kampung 
nelayan ini akan dibangun di Desa Ka-
hyapu yang memang menjadi kawasan 
terbesar masyarakat berprofesi nelayan 
di Enggano. 

“Pemilihan Desa Kahyapu memang 
sesuai dengan kondisi masyarakat dan 
potensi desa yang memang cocok dengan 

kampung nelayan,” jelasnya.
Menurut Sugimin, beberapa fasilitas 

yang akan dibangun dalam pemban-
gunan kampung nelayan merah putih 
tersebut adalah kawasan perkantoran 
kampung nelayan, pusat kuliner peri-
kanan dan infrastruktur jalan penunjang.

Tak hanya itu, di lokasi juga akan diban-
gun pabrik pembuatan Es. Ini sangat 
penting dan dibutuhkan oleh nelayan 
sehingga ikan hasil tangkapan nelayan 
bisa mendapatkan stok es yang cukup 
sehingga bisa dibawa kelaur dari Eng-
gano dan dijual. 

“Juga dalam anggran Rp25 miliar terse-
but akan ada pembelian mobil yang bisa 

menunjang kegitaan nelayan, terutama 
untuk mengangkut hasil tangkapan ne-
layan,” tutur Sugimin.

Saat ini Pemkab Bengkulu Utara sudah 
melakukan rakor pemantapan terkait 
program tersebut. Hasil rakor terutama 
terkait dengan lahan diserahkan ke Sat-
gas Kampung Nelayan Merah Putih. 

Satgas tersebut nantinya akan melaku-
kan pengecekan langsung ke lokasi dan 
melakukan analisis terkait persiapan 
pembangunan.  

“Kita menunggu hasil cek lokasi dan 
verifikasi dari Satgas. Nanti akan kita 
lihat apakah memang ada yang harus 
dilakukan penambahan atau hal lainnya,” 

bebernya. 
Kawasan Enggano dinilai kawasan yang 

cocok untuk nelayan atau perikanan 
tangkap. Hal ini karena kawasan pantai 
di Pulau Enggano masih sangat bersih 
dan bagian terumbu karang yang alami.  

Nelayan-nelayan Enggano masih bisa 
dengan mudah mendapatkan ikan-ikan 
besar tanpa harus terlalu jauh mencari 
ikan ke tengah laut. Hanya saja selama 
ini nelayan terkendala untuk penjualan 
lantaran tidak adanya fasilitas pabrik es 
di Kecamatan Enggano. Saat ini ikan hasil 
tangkapan nelayan lebih banyak digu-
nakan dijual dalam bentuk ikan kering 
dan ikan asin.(qia)

Ist/rb

ENGGANO : Kawasan pantai di Pulau Enggano menjadi pusat perikanan tangkap dan lokasi Kampung Nelayan Merah Putih.

Luas KNMP di Enggano 
Menjadi 3 Hektare

ARGA MAKMUR – Ribuan 
rumah tidak layak huni (RTLH) di 
Bengkulu Utara masih jadi peker-
jaan rumah besar bagi pemerintah 
daerah. 

Sampai hari ini, jumlah RTLH 
tercatat lebih dari 4.600 unit. 
Ironisnya, di tahun ini, Pemkab 
Bengkulu Utara hanya mampu 
mengalokasikan bedah 8 rumah 
lewat APBD 2025.

Yang lebih menyedihkan, pro-
gram itu tak kunjung bertambah 
dalam APBD Perubahan. Artinya, 
harapan ribuan warga untuk me-
miliki rumah yang layak masih 
jauh panggang dari api.

Kepala  Dinas  Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permuki-
man (DPR-KP) Bengkulu Utara, 
Suharto Handayani, mengatakan 
bahwa pihaknya sudah menga-
jukan bantuan ke Kementerian 
Perumahan Rakyat sejak tahun 
2024.

Namun, perubahan struktur 
kementerian membuat proses tak 
semulus harapan. “Sehingga tahun 
ini kita tidak mendapatkan dukun-
gan program dari Kementerian 
Perumahan Rakyat, sehingga kita 
hanya melaksanakan bedah 8 unit 
rumah yang dianggarkan dalam 
APBD,” ujarnya.

Delapan unit rumah penerima 
bantuan ini sebenarnya sudah 

ditetapkan sejak awal tahun. Tapi 
pelaksanaannya juga tak mulus. 
Hingga kini, baru lima rumah 
yang mulai direnovasi. Tiga si-
sanya justru batal dibedah.

“Untuk 3 rumah kita batalkan 
dan diganti karena masyarakat 
sekitar tidak ingin melakukan 
swadaya untuk pembangunan, 
sedangkan dana bedah rumah 
tersebut semuanya hanya untuk 
material bangunan, sedangkan 
pembangunan diharapkan harus 
dilakukan secara swadaya,” beber 
Suharto.

Ia menjelaskan, dalam program 
bedah rumah, dana APBD hanya 
digunakan untuk pembelian mate-

rial bangunan. Sementara tenaga 
kerja diharapkan berasal dari go-
tong royong warga sekitar.

“Seperti sebelum-sebelumnya, 
pemerintah desa diharapkan bisa 
mengajak masyarakat untuk ber-
gotong royong melakukan pem-
bangunan rumah warga atau 
tetangganya yang berstatus tidak 
layak huni tersebut,” katanya.

Data RTLH sebanyak 4.600 
unit ini dihimpun dari laporan 
para kepala desa, yang menga-
jukan usulan bedah rumah ke 
Dinas PRKP. Namun, keterba-
tasan anggaran menjadi tembok 
besar dalam realisasi program 
tersebut.(qia) SUHARTO HANDAYANI

Baru 8 Rumah Dibedah, 4.600 Lagi Menanti Giliran

Armada dan Personel 
terbatas, bengkulu Utara 
Masih Kekurangan Pos

 
ARGA MAKMUR – Bengkulu Utara 

kembali menambah satu pos pemadam 
kebakaran (damkar). Kali ini giliran 
Kecamatan Kerkap yang kebagian. Pos 
baru ini diharapkan bisa mempercepat 
penanganan kebakaran, khususnya un-
tuk wilayah Kerkap, Hulu Palik, dan jika 
diperlukan, tambahan mobilisasi untuk 
Tanjung Agung Palik.

Di pos Damkar Kerkap, disiagakan 
satu unit mobil damkar yang dialihkan 
dari Pos Damkar Arga Makmur. Tak 
hanya itu, sejumlah personel juga su-
dah ditempatkan untuk menjaga siaga 
setiap saat.

“Ditambah lagi ada 4 relawan yang di-
siapkan oleh Kecamatan,” terang Kasat 
Pol PP dan Damkar Bengkulu Utara, 

Sasman, SP.
Ia menjelaskan, satu pengemudi dan 

satu petugas pemadam sudah ditugaskan 
di pos baru ini. Namun, jika melihat 
kebutuhan ideal, jumlah pos damkar di 
Bengkulu Utara masih jauh dari cukup.

“Jika dilihat dari jumlah 19 keca-
matan, luas wilayah dan sebaran pen-
duduk, jumlah pos tersebut masih sangat 
kurang,” katanya.

Saat ini, baru ada 8 kecamatan yang 
sudah memiliki pos damkar: Arga Mak-
mur, Lais, Tanjung Agung Palik, Padang 
Jaya, Giri Mulya, Ketahun, Putri Hijau, 
dan kini Kerkap. Penambahan pos tentu 
sangat dibutuhkan, tapi terbentur pada 
minimnya armada dan personel.

Sasman menyebutkan, saat ini pi-
haknya kekurangan mobil damkar serta 
petugas pemadam. Sementara di sisi 
lain, aturan tidak memungkinkan lagi 
merekrut tenaga non-ASN.

“Sehingga memang saat ini kita hanya 
memaksimalkan sumber daya yang ada, 

termasuk tengah berupaya mengajukan 
penambahan armada mobil Damkar,” 
imbuhnya.

Upaya tersebut salah satunya melalui 
pengajuan hibah dua unit mobil damkar 
ke Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
Jakarta. Saat ini, proses administrasi 
pengajuan hibah sudah rampung dan 
tinggal menunggu keputusan.

“Besar kemungkinan disetujui dan bisa 
menambah jumlah armada Damkar yang 
memang sangat kita butuhkan,” katanya.

Sebelumnya, dua tahun lalu Pemkab 
Bengkulu Utara juga pernah mendapat 
hibah kendaraan damkar dan kendaraan 
komando dari Jepang. Namun, menurut 
Sasman, hibah dari luar negeri punya 
konsekuensi biaya tinggi terutama untuk 
pajak dan importasi kendaraan.

“Kalau dari luar negeri, hibah tersebut 
membutuhkan biaya yang besar karena 
terkait dengan biaya importasi kenda-
raan dan pajak kendaraan yang juga 
sangat tinggi,” tandasnya.(qia)

sANDI/rb

PENYERAHAN: Satu unit mobil damkar disiagakan di pos Damkar Kerkap.

Pos Damkar Baru Berdiri di Kerkap

Pemkab siapkan 
Fasilitas Lengkap, 
Ekonomi rakyat 
target Utama

ARGA MAKMUR – Alun-alun 
Kota Arga Makmur bakal naik kelas. 
Tak sekadar ruang terbuka hijau dan 
tempat olahraga, kawasan ini akan di-
sulap menjadi pusat aktivitas UMKM 
dan ekonomi kerakyatan.

Gagasan ini datang langsung dari 
Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia 

Adinata, SE, M.Ap. 
Ia menyampaikan rencana tersebut 

sebagai bagian dari langkah strategis 
Pemkab dalam menumbuhkan eko-
nomi masyarakat kecil.

“Kawasan alun-alun adalah pusat 
berkumpul masyarakat, pusat inter-
aksi masyarakat dan pusat olahraga, 
ke depannya akan kita jadikan ka-
wasan alun-alun sebagai pusat ja-
janan dan UMKM di Arga Makmur,” 
terang Arie.

Renovasi kawasan alun-alun sendiri 
tengah dikebut tahun ini. Proyek ini 
mencakup penambahan fasilitas 

umum, ruang hijau, dan sarana 
olahraga. Pemerintah juga berencana 
menggelar berbagai event di lokasi 
tersebut.

“Sehingga kawasan alun-alun benar-
benar akan hidup sebagai pusat aktivi-
tas masyarakat, terutama di sore hari,” 
imbuhnya.

Dengan menggeliatnya aktivitas, 
Arie optimistis alun-alun bisa menjadi 
pusat pertumbuhan ekonomi baru di 
Arga Makmur. Terutama bagi pelaku 
usaha kecil yang membutuhkan ruang 
untuk berkembang.

“Kita menciptakan keluarga-keluarga 

yang mandiri terutama dari usaha kecil 
yang dilakukan, maka tugas pemerin-
tah menyiapkan fasilitas bagi ekonomi 
kecil untuk mengembangkan usahanya 
tersebut,” ungkapnya.

Arie menyebut, saat ini kawasan 
alun-alun sudah cukup hidup, teru-
tama di sore hari. Warga ramai 
berdatangan untuk berolahraga, 
berkumpul, atau sekadar menikmati 
waktu bersama keluarga. Generasi 
muda pun memanfaatkan area ini 
untuk mengekspresikan kreativitas 
seni mereka.

“Hal ini tentunya sangat positif dan 

menjadi salah satu komitmen pemerin-
tah daerah dalam rangka memberikan 
kawasan-kawasan atau fasilitas umum 
serta ruang terbuka yang nyaman bagi 
masyarakat,” ucapnya.

Tak sekadar merancang dari balik 
meja, Arie juga telah turun langsung 
meninjau kawasan alun-alun. Ia bah-
kan berdialog dengan para pedagang 
jajanan, memberi semangat dan men-
dengar langsung aspirasi mereka.

Kunjungan ini menjadi penegasan: 
alun-alun bukan hanya ruang kota, tapi 
juga ruang hidup bagi pelaku usaha 
kecil.(qia)

Alun-alun Arga Makmur Disulap Jadi Sentra UMKM
sANDI/rb

TINJAU: Bupati Arie turun langsung meninjau kawasan alun-alun.

ARGA MAKMUR – Program 
cetak sawah baru di Kecamatan 
Enggano segera dimulai setelah 
proses administrasi dan penilaian 
rampung. 

Sebanyak 868 hektare lahan 
disiapkan menjadi kawasan per-
sawahan baru, namun pelaksa-
naannya masih terkendala pengiri-
man alat berat yang dibutuhkan 
untuk membuka lahan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, 

Hortikultura, dan Peternakan 
Bengkulu Utara, Abdul Hadi, 
menjelaskan bahwa kendala uta-
ma terletak pada distribusi ekska-
vator menuju Enggano. 

Dari kebutuhan sekitar 20 unit 
alat berat, pengirimannya hanya 
dapat dilakukan menggunakan 
kapal ferry dari Pelabuhan Pulau 
Baai menuju Enggano.

“Untuk pendistribusian tersebut 
maka harus menggunakan kapal 

ferry dari Pulau Baai menuju Eng-
gano,” terangnya.

Namun, kapal ferry hanya bisa 
mengangkut maksimal dua unit 
alat berat dalam satu kali per-
jalanan. 

Hal ini membuat distribusi mem-
butuhkan waktu cukup panjang 
sebelum seluruh ekskavator tiba di 
lokasi pekerjaan cetak sawah baru.

“Namun saat ini semuanya ten-
gah ditangani agar pelaksanaan 

pekerjaan cetak sawah tersebut 
bisa sesegera mungkin terlak-
sana,” tambah Abdul Hadi.

Adapun cetak sawah seluas 868 
hektare itu tersebar di beberapa 
wilayah, yakni 617 hektare di 
Desa Banjarsari, 48 hektare di 
Desa Malakoni, dan 203 hektare 
di wilayah Malakoni lainnya. 
Targetnya, program cetak sawah 
tersebut dapat tuntas pada Oktober 
2025 mendatang.(qia)

sANDI/rb

SAWAH: Program cetak sawah baru di Kecamatan 
Enggano segera dimulai setelah proses administrasi.

Cetak Sawah 868 Hektare di Enggano 
Terkendala Distribusi Alat Berat

berangkatkan studi 
Wisata ke Jakarta

 
ARGA MAKMUR – Sebagai 

bentuk apresiasi atas suksesnya 
prosesi pengibaran dan penurunan 
bendera saat peringatan HUT RI 
ke-80, Bupati Bengkulu Utara Arie 
Septia Adinata, SE, M.Ap, kemarin 
kembali mengumpulkan seluruh 
anggota Paskibraka yang bertugas 
di Bengkulu Utara. 

Dalam kesempatan itu, ia mengu-
mumkan pemberian reward berupa 
perjalanan studi wisata ke Jakarta.

Bupati Arie menjelaskan, peng-
hargaan ini diberikan kepada se-
luruh personel Paskibraka beserta 
pelatih dan pihak yang terlibat 

dalam pelaksanaan tugas kenega-
raan tersebut.

“Kita sudah saksikan sendiri kes-
uksesan petugas Paskibraka dalam 
pengibaran dan penurunan bendera. 
Maka reward dalam bentuk studi 
wisata ini merupakan salah satu ben-
tuk terima kasih pada seluruh yang 
terlibat atas kerja keras tersebut,” 
terangnya.

Ia mengakui, selama satu bulan 
penuh baik paskibraka maupun pela-
tih telah menjalani masa karantina 
dengan disiplin tinggi dan latihan 
keras.

“Namun memang hasilnya sudah 
kita lihat sendiri, rasa lelah tersebut 
terbayar tentunya dengan penampi-
lan yang sangat mengesankan dalam 
bertugas,” tambahnya.

Menurut Arie, prosesi pengibaran 
dan penurunan bendera merupakan 
momen krusial yang selalu mendapat 
sorotan masyarakat. Karena itu, ke-
berhasilan Paskibraka menjalankan 
tugas dengan sempurna patut dia-
presiasi.

“Dengan tekanan yang sangat berat 
tersebut, petugas Paskibraka berha-
sil bekerja dengan sangat sukses,” 
katanya.

Bupati juga berharap, melalui 
studi wisata ke Jakarta, para anggota 
Paskibraka tidak hanya dapat me-
lepas penat, tetapi juga menambah 
wawasan.

“Sehingga tidak hanya jalan-jalan, 
namun juga bisa mendapatkan ilmu 
dalam kegiatan studi wisata terse-
but,” pungkasnya.(qia)

Bupati Bengkulu Utara 
Beri Reward Paskibraka

sANDI/rb

REWARD: Pemberian reward berupa perjalanan studi wisata ke Jakarta.

ARGA MAKMUR – Suasana Beng-
kulu Utara berubah semarak dengan 
digelarnya pawai karnaval perjuangan 
kemerdekaan dalam rangkaian perin-
gatan HUT RI Ke-80, kemarin.

Ribuan warga tumpah ruah di jalan 
raya untuk menyaksikan kreativitas 
para peserta, mulai dari siswa ber-
bagai tingkatan hingga organisasi 
masyarakat.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh 

Bupati Bengkulu Utara Arie Septia 
Adinata, SE, M.Ap bersama Wakil 
Bupati Sumarno, Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah (FKPD), serta ja-
jaran pejabat Pemda itu berlangsung 
meriah.

Bupati Arie mengaku bangga den-
gan antusiasme masyarakat sekaligus 
kreativitas para siswa yang tampil 
memeriahkan karnaval tersebut.

“Kegiatan ini sangat meriah dan 

antusias masyarakat sangat tinggi, 
apalagi kita bangga dengan kreatifitas 
siswa dalam memeriahkan acara pawai 
karnaval tersebut,” kata Arie.

Dalam pawai, peserta tak hanya 
mengenakan kostum-kostum unik 
dan menarik, tetapi juga menampilkan 
pertunjukan teatrikal yang menyita 
perhatian penonton.

“Sehingga kegiatan ini memang 
berlangsung sangat meriah dan men-

jadi tontotan yang menghibur bagi 
masyarakat,” ujar Arie.

Ia menambahkan, pawai karnaval ke-
merdekaan sudah menjadi agenda rutin 
Pemda setiap tahun. Selain sebagai 
hiburan, kegiatan ini juga menjadi wa-
dah kreativitas yang ditunggu-tunggu 
masyarakat.

“Maka kegiatan ini juga terus kita, 
dan siswa-siswa sudah juga kita ke-
tahui melakukan persiapan sejak jauh 

hari untuk memeriahkan kegiatan 
pawai karnaval kemerdekaan yang 
digelar tersebut,” ungkapnya.

Tak berhenti di siang hari, kemeri-
ahan berlanjut pada malam hari dengan 
resepsi kenegaraan dan pesta rakyat di 
kediaman dinas bupati. Ratusan warga 
hadir menikmati sajian yang disiap-
kan Pemda Bengkulu Utara sebagai 
bentuk kebersamaan dalam perayaan 
kemerdekaan. (qia)

sANDI/rb

MERIAH: Bupati Arie mengaku bangga dengan antusiasme masyarakat sekaligus kreativitas para siswa yang tampil memeriahkan karnaval.

Karnaval HUT RI di Bengkulu Utara Disambut Meriah, Kreativitas Siswa Jadi Sorotan

SOLITA MEIDA

Kasus Asusila 
Masih Tinggi

 
ARGA MAKMUR – Kasus asusila di 

Bengkulu Utara kembali tinggi tahun ini, 
dengan 41 perempuan dan anak tercatat 
sebagai korban hingga awal Desember. 

Data ini disampaikan Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) 
Bengkulu Utara sebagai bagian pemantauan 
kasus kekerasan.

Kepala Dinas PPPA Bengkulu Utara, 
Solita Meida, mengatakan mayoritas dari 
41 korban merupakan korban tindakan yang 
berkaitan dengan kasus asusila. 

Sebagian besar korban bahkan masih di 
bawah umur, sehingga pendampingan men-
jadi prioritas utama dinas.

“Kita bukan hanya melakukan pendataan, 
namun juga bekerja sama dengan kepolisian 
dalam rangka pendampingan para korban 
terutama anak,” terangnya.

Dari total kasus tersebut, terdapat tiga kor-
ban yang mengalami kekerasan fisik maupun 
psikis. Dinas PPPA terus melakukan koor-
dinasi dengan kepolisian untuk memastikan 
setiap korban mendapatkan pendampingan 
sesuai kebutuhan.

Pendampingan dilakukan guna memastikan 
kondisi mental anak dapat pulih setelah men-
jadi korban tindak kekerasan, baik kekerasan 
fisik, psikis, maupun kekerasan seksual. 

“Karena yang terpenting saat anak menjadi 
korban adalah bagaimana pemulihan yang 
dilakukan agar dampak dari kejadian terse-
but tidak mempengaruhi psikis anak yang 
memang masih sangat rentan,” terangnya.

Dinas PPPA juga melibatkan psikolog anak 
jika diperlukan pendampingan yang lebih 
intens. Koordinasi dengan Dinas Sosial di-
lakukan untuk mendukung pemulihan dam-
pak sosial dan psikologis terhadap korban.

“Kita sudah melihat dari dampak psikolo-
gis yang diderita oleh anak tersebut dalam 
rangka menentukan langkah pendampingan 
yang akan kita lakukan,” jelasnya.

Selain penanganan, Dinas PPPA men-
egaskan bahwa upaya pencegahan terus 
ditingkatkan. Pemerintah desa diminta rutin 
memberikan penyuluhan kepada orang tua 
dan anak agar kasus kekerasan fisik, psikis, 
dan seksual dapat ditekan.

“Keterlibatan masyarakat sangat pent-
ing dan itu yang saat ini terus kita bangun 
dalam melakukan pencegahan,” pungkas 
Solita.(qia)

ARGA MAKMUR – Pemban-
gunan Kampung Nelayan Merah 
Putih di Kecamatan Enggano akan 
segera dimulai setelah seluruh 
persyaratan dari Pemkab Beng-
kulu Utara dinyatakan lengkap. 

Program Kampung Nelayan 
Merah Putih tersebut menunggu re-
alisasi dari Kementerian Kelautan.

Kepala Dinas Perikanan Beng-
kulu Utara, Sugimin, menjelaskan 
bahwa Pemda telah menuntaskan 
seluruh proses administrasi yang 
menjadi kewenangannya. 

“Saat ini semua proses yang terkait 
dengan pemerintah daerah sudah 
tuntas dan kita menunggu pelak-

sanaan pembangunan,” terangnya.
Ia mengatakan pembangunan 

Kampung Nelayan Merah Putih 
akan dilakukan langsung oleh 
kementerian, mulai dari pekerjaan 
fisik hingga pengadaan fasilitas 
penunjang aktivitas nelayan. 

Program ini diproyeksikan men-
dukung peningkatan kesejahter-
aan masyarakat pesisir Enggano.

Dalam rencana jangka panjang, 
Kampung Nelayan Merah Putih 
akan dikelola oleh Koperasi Desa 
Merah Putih yang berada di desa 
setempat. Pemerintah desa dan 
pemerintah daerah akan bekerja 
sama dalam pengelolaannya. 

“Sehingga nantinya masyarakat 
sekitar bisa mengelola langsung 
dan mendapatkan penghasilan 
yang masuk dalam pendapatan 
koperasi untuk mensejahterakan 
masyarakat setempat,” ujarnya.

Meski demikian, pola pengelo-
laan melalui koperasi masih akan 
dibahas lebih lanjut. Pembahasan 
baru dapat dilakukan setelah 
pembangunan tuntas dan aset 
diserahkan dari pemerintah pusat 
kepada pemerintah daerah. 

“Sehingga memang prosesnya 
masih panjang dan masih ha-
rus dilakukan serah terima aset 
lebih dulu jika memang nantinya 

proses tersebut sudah tuntas,” 
tambahnya.

Pemkab juga harus menyiapkan 
dasar hukum lengkap terkait pe-
nyerahan dan pengelolaan aset 
Kampung Nelayan Merah Putih. 

Hal ini mencakup tanggung jaw-
ab Koperasi Desa Merah Putih, 
kewenangan pemerintah daerah, 
serta jenis usaha yang dapat men-
jadi sumber pendapatan koperasi.

“Sehingga kita harapkan pro-
gram Kampung Nelayan Merah 
Putih ini sesuai dengan harapan 
pemerintah pusat bisa untuk 
mensejahterakan masyarakat,” 
pungkas Sugimin.(qia)

Pembangunan Kampung Nelayan Dimulai

ARGA MAKMUR – Pengajuan 
pupuk subsidi 2026 oleh petani 
Bengkulu Utara telah tuntas di-
lakukan melalui sistem e-RDKK 
Kementerian Pertanian. 

Sebanyak 5.594 petani tercatat 
mengajukan diri sebagai penerima 
pupuk subsidi untuk tahun depan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, 
Hortikultura, dan Peternakan 
Bengkulu Utara, Abdul Hadi, 
SP, menyampaikan seluruh ke-
lompok tani telah menyelesaikan 
proses pengusulan secara elek-
tronik. 

“Saat ini petani sudah tuntas 
mengajukan dan terdapat 5.594 
petani yang mendaftar untuk 

mendapatkan pupuk subsidi,” 
terangnya.

Ia menjelaskan setiap petani 
mengunggah identitas dan luas 
lahan sebagai syarat utama dalam 
sistem e-RDKK. 

Tahapan berikutnya ialah 
menunggu terbitnya Surat Kepu-
tusan Gubernur mengenai peneta-
pan calon penerima pupuk subsidi 
tahun 2026. 

“Jika memang sudah ada SK 
Gubernur, maka masing-masing 
petani sudah bisa membeli pupuk 
subsidi di masing-masing kios 
yang ditunjuk,” ujarnya.

Berdasarkan data pengajuan, 
total permintaan pupuk subsidi 

2026 mencapai 1.900 ton urea dan 
3.400 ton NPK. 

Jumlah ini turun dibandingkan 
tahun sebelumnya, ketika 5.641 
petani mengusulkan 2.000 ton 
urea dan 3.500 ton NPK. 

Penurunan ini disebabkan pe-
nyusutan luasan lahan serta pe-
nyesuaian kebutuhan pupuk ke-
lompok tani.

Setelah SK Gubernur diterbit-
kan, dokumen itu akan menjadi 
acuan lengkap mulai dari nama 
petani penerima, jenis pupuk, 
hingga jumlah pupuk yang ber-
hak ditebus dalam satu tahun 
distribusi. 

Penyaluran pupuk subsidi tetap 

dilakukan melalui 15 kios resmi 
yang tersebar di 19 kecamatan 
Bengkulu Utara.

Jika pupuk subsidi sudah ter-
salurkan ke kios yang ditunjuk, 
petani dapat langsung melakukan 
penebusan sesuai kuota masing-
masing. 

Abdul Hadi mengimbau petani 
tidak menunda pembelian agar 
penyaluran berjalan lancar. 

“Kami mengimbau petani yang 
sudah mengajukan dan mendaftar 
sebagai penerima pupuk untuk 
sesegera mungkin menebus pupuk 
jika memang pupuk sudah disalur-
kan oleh Kementerian Pertanian,” 
terangnya.(qia)

SANDI/RB

TUNTAS:  Pengajuan pupuk subsidi 2026 oleh petani 
Bengkulu Utara telah tuntas.

Usulan Pupuk Subsidi Tuntas

Jaksa Masih 
Kembangkan 
Kasus Dinas 
Kesehatan

ARGA MAKMUR – Kejaksaan 
Negeri (Kejari) Bengkulu Utara 
memaparkan capaian penanganan 
kasus korupsi dalam rangka perin-
gatan Hari Antikorupsi Sedunia 9 
Desember 2025. 

Paparan itu menjelaskan perkem-
bangan dua perkara besar, mulai 
penyelidikan, penyidikan, penun-
tutan hingga eksekusi sesuai putu-
san yang berkekuatan hukum tetap.

Pada bagian awal, Kejari Beng-
kulu Utara menyoroti kasus dugaan 
korupsi perjalanan dinas di Sekre-
tariat DPRD yang menyeret lima 
tersangka, empat di antaranya 
pejabat.

Kepala Kejaksaan Negeri Beng-
kulu Utara, Nurmalina Hadjar, SH, 
MH, memastikan perkara itu sudah 
memasuki persidangan. 

“Saat ini perkara tersebut sudah 
dalam tahap penuntutan atau per-
sidangan. Perkara tersebut kita 
lakukan penyidikan dan penetapan 
tersangka di tahun ini,” terangnya.

Dalam perkara tersebut, Kejari 
menerima titipan uang pengganti 
kerugian negara sebesar Rp1,7 
miliar. 

Dana itu saat ini ditempatkan pada 
Rekening Pemerintah Lainnya Ke-
jaksaan Negeri Bengkulu Utara. 

Data ini menjadi bagian dari ca-
paian pemulihan kerugian negara 
yang terus ditingkatkan.

Perkembangan berikutnya terkait 
kasus dugaan korupsi di Dinas 
Kesehatan Bengkulu Utara. Jaksa 
menetapkan Kepala Dinas Kes-
ehatan, Anik Khasyanti, sebagai 

tersangka. 
Nurmalina menjelaskan penyidi-

kan masih berlangsung, termasuk 
pemeriksaan saksi dari Puskesmas 
maupun internal Dinas Kesehatan. 

“Kita melakukan pemeriksaan 
saksi dalam rangka membuat 
terang perkara yang saat ini dalam 
penyidikan tersebut,” terangnya.

Ia menyebut penyidik masih 
menelusuri bukti tambahan. Jika 
ditemukan indikasi keterlibatan pi-
hak lain dalam dugaan pemotongan 
anggaran, terbuka kemungkinan 
penetapan tersangka baru. 

“Jika memang ditemukan alat 
bukti yang cukup, maka tidak 
menutup kemungkinan adanya 
tersangka baru,” tegasnya.

Selain penindakan, Kejari juga 
menguatkan upaya pencegahan 
korupsi melalui bidang Perdata dan 
Tata Usaha Negara. 

Pendekatan ini menjadi strategi 

jangka panjang untuk menekan 
peluang penyalahgunaan anggaran 
di daerah.

Nurmalina menegaskan pihaknya 
akan meningkatkan kinerja pem-
berantasan korupsi pada tahun 
mendatang. 

“Dalam rangka Hari Antikorupsi 
Sedunia ini, kami mengajak semua 
pihak bersama-sama mencegah 
terjadinya korupsi. Kami juga 
berkomitmen untuk memberan-
tas korupsi untuk kemakmuran 
rakyat,” pungkasnya.

Pada kegiatan pemaparan kinerja 
itu, Kejari Bengkulu Utara juga men-
gundang kepala organisasi perangkat 
daerah dan melaksanakan diskusi 
santai terkait pencegahan korupsi. 

Kegiatan tersebut menjadi ruang 
komunikasi antara penegak hu-
kum dan pemerintah daerah untuk 
memperkuat integritas layanan 
publik.(qia)

SANDI/RB

PAPARKAN: Kejari Bengkulu Utara memaparkan capaian penanganan kasus korupsi dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desem-
ber 2025.

Rp1,7 Miliar dari Dugaan 
Korupsi Diselamatkan

SUGIMIN

MASRUP

Rp9 Miliar Opsen Pajak 
Kendaraan Bermotor jadi 
Pendapatan Terbesar 

 
ARGA MAKMUR – Kebijakan opsen 

pajak kendaraan bermotor dan bea balik 
nama kendaraan bermotor sepertinya akan 
masukan atau pendapatan asli daerah sektor 
pajak daerah terbesar. 

Sampai saat ini, opsen pajak kendaraan 
bermotor dan bea balik nama kendaraan 
bermotor menjadi penyumbang terbesar 
pajak daerah. 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Beng-
kulu Utara Masrup, M.Si menyampaikan 
jika saat ini sudah ada Rp 9 Miliar yang 
menjadi pendapatan asli daerah dari opsen 
pajak kendaraan bermotor dan bea balik 
nama kendaraan bermotor. 

Jumlah tersebut menjadi yang terbesar sam-
pai saat ini dibandingkan sumber pendapatan 
pajak daerah yang menjadi tanggungjawab 
Bapenda.

“Capaian ini tentunya menjadi hal yang 
positif, terutama pada pendapatan asli dae-
rah yang nantinya akan digunakan sebagai 
salah satu sumber pembangunan daerah,” 
terangnya. 

Ia juga menyampaikan jika saat ini ada 
kebijakan Pemda Provinsi Bengkulu terkait 
dengan penghapusan denda pajak.

Hal ini juga sebagai salah satu signal posi-
tif dan diyakini akan terus meningkatkan 
pendapatan asli daerah. 

“Karena saat ini kita terus mendorong 
peningkatan pendapatan daerah semua sek-
tor,” ujarnya. 

Dengan terus meningkatnya pendapatan 
pajak kendaraan bermotor dan bea balik 
nama kendaraan bermotor tersebut juga 
menunjukan meningkatnya kesadaran 
mnasyarakat untuk membayar pajak kenda-
raannya masing-masing. 

Selain itu, Bapenda Bengkulu Utara juga 
akan terus melakukan sosialisasi dalam 
rangka meningkatkan kesadaran masyara-
kat untuk membayar pajak yang menjadi 
kewenangan pajak daerah, termasuk juga 
pajak kendaraan bermotor dan bea balik 
nama kendaraan bermotor. 

“Saat ini semua sektor pajak tengah kita do-
rong untuk meningkat sehingga pendapatan 
asli daerah bisa men ingkat, termasuk dengan 
berbagai kemudahan sistem pembayaran 
yang saat ini sudah menggunakan sistem 
aplikasi,” pungkas Masrup.(qia)

ARGA MAKMUR – Pemkab Beng-
kulu Utara saat ini mulai melakukan 
seleksi calon peneirma beasiswa per-
guruan tinggi.

Saat ini tahapan seleksi calon pener-
ima beasiswa perguruan tinggi masih 
dalam tahap pendaftaran peserta secara 
online.

Kabag Kesra Setda Bengkulu Utara 
Darlinsyah menyampaikan jika mas-
ing-masing penerima beasiswa akan 
menerima Rp 4 Juta setiap semes-
ternya. 

Namun dana tersebut adalah dana 

pendidikan yang akan disalurkan 
lansgung ke rekening masing-masing 
kampus tempat peserta menempuh 
pendidikan tinggi. 

“Sehingga kita tidak menyalurkan 
dana beasiswa tersebut pada penerima 
beasiswa melainkan langsung ke kam-
pung. Sehingga dana tersebut benar-
benar menjadi biaya pendidikan bagi 
peneirma beasiswa,” terangnya. 

Sejauh ini penyaluran beasiswa akan 
diberikan selama 4 semester atau se-
lama dua tahun. 

Namun selama menjadi peneerima 

beasiswa, masing-masing mahasiswa 
ini juga wajib mempertahankan 
Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 
setinggi 2,75. 

“Jika memang IPK dibawah 2,75, 
maka kita nilai mahasiswa atau pe-
neirma beasiswa tersebut tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai penerima 
beasiswa,” terangnya. 

Standar IPK ini juga diterapkan 
sehingga mahasiswa atau penerima 
beasiswaa bukan hanya berprestasi 
saat di tingkat sekolah menengah 
sehingga terpilih menjadi penerima 

besiswa. 
Namun mereka juga harus terus 

mempertahankan prestasinya. 
“Karena tujuan Pak Bupati, program 

beasiswa perguruan tinggi ini bukan 
hanya membantu masyarakat kurang 
mampu untuk dapat menempuh pen-
didikan tinggi, namun juga memicu 
penerima untuk terus berprestasi se-
cara akademik,” terangnya. 

Ditambahkannya, untuk calon pener-
ima beasiswa bukan hanya harus harus 
memenuhi syarat sebagai siswa ber-
prestasi saat duduk di sekolah tingkat 

menengah atas. 
Namun mereka juga harus tergolong 

masyarakat kurang mampu yang di-
buktikan dengan masuk dalam dalam 
kategori keluarga dalam Desil I sampai 
Desil V Data Terpadu Sosial Ekonomi 
Nasional (DTSEN).  

Data tersebut adlaah data yang 
diterbitkan oleh Badan Pussat Statistk 
yang menjadi standar kualitas sosial 
tiap keluarga termasuk juga menjadi 
standar kelaurga berhak menerima 
program bantuan dari pemerintah atau 
tidak. (qia)

Dana Beasiswa Langsung ke Universitas, Ada Standar IPK Tiap Semester

ARGA MAKMUR – Sebanyak 
40.274 warga miskin di Bengkulu Utara 
sudah menerima penyaluran dana ban-
tuan sosial untuk triwulan pertama.

Dana bantuan sosial tersebut adalah 
program bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT) dan Program Keluarga Hara-
pan (PKH).

Sebanyak 40.247 warga kurang 
mampu penerima bantuan sosial terse-
but masing-masing 13.272 keluarga 
penerima program keluarga harapan. 

Sedangkan untuk penerima manfaat 
program bantuan apngan non tunai 

sebanyak 27.002 keluarga. 
Kepala Dinas Sosial Bengkulu Utara 

Agus Sudrajad, SKM, MM menyam-
paikan jika total ada Rp 9,9 Miliar 
dana sudha disalurkan untuk kelaurga 
penerima manfaat program keluarga 
harapan. 

Ditambah lagi sebesar Rp16,2 Miliar 
untuk keluarga peneirma manfaat pro-
gram bantuan pangan non tunai. 

“Dananya triwulan pertama tersebut 
sudah disalurkan ke masing-masing 
rekening bantuan sosial penerima 
manfaat,” terangnya. 

Namun dari danta yang diteriam oleh 
Dinas Sosial Bengkulu Utara, jumlah 
penerima program bantuan sosial PKH 
dan BPNT untuk triwulan kedua ini 
akan terjadi pengurangan cukup besar. 

Total ada 7.460 penerima yang di-
coret atau tidak menerima lagi pada 
triwulan kedua. 

Peneirma PKH turun dari total 13.272 
untuk triwulan pertama pada triwulan 
kedua nanti menjadi 12.422 keluarga.

Sedangkan untuk keluarga penerima 
manfaat program bantuan pangan non 
tunai menjadi 20.392 dari triwulan per-

tama lalu sebanyak 278.002 keluarga.
Penurunan ini terjadi karena pemu-

takhiran data yang terus dilakukan. 
“Pemutakhiran data tersebut terus 

dilakukan dan dilakukan oleh desa-
desa melalui operator sosial yang ada 
di desa,” terangnya.

Pemkab Bengkulu Utara juga sudah 
mengajukan untuk penyaluran pro-
gram bantuan sosial triwulan kedua 
tersebut dalam waktu dekat ini. 

Nantinya penyaluran akan dilaku-
kan oleh bank himbara yang ditunjuk 
masing-masing ke rekenign masing-

masing keluarga penerima manfaat. 
Ditambahkan Agus, program bantuan 

sosial tersebut berperan sangat besar 
untuk kondisi ekonbomi di Bengkulu 
Utara. 

Triwulan pertama, total ada Rp26 
Miliar lebih dana bantuan sosial yang 
disalurkan ke warga-warga peneirma 
manfaat di Bengkulu Utara. 

Jumlah ini bukan hanya menjaga 
daya beli keluarga kurang mampu di 
Bengkulu Utara, namun juga menjadi 
salah satu motor penggerak ekonomi 
di Bengkulu Utara. (qia)

Rp26 Miliar Dana Bansos Sudah Disalurkan, Triwulan Kedua Penerima Berkurang 7.460

ARGA MAKMUR – Bupati 
Bengkulu Uitara Arie Septia Adi-
nata, SE, M.Ap menunjukan jika 
pembangunan yang saling bersinergi 
dikedepankan di Bengkulu Utara.

Sinergitas ini bukan hanya an-
tara pemerintah kabupatn dengan 
Pemda Provinsi maupun pemer-
intah pusat. 

Namun pemerintah daerah den-
gan pemerintah desa. 

Sehingga kebijakan pembangu-
nan yang dilaksanakan pemerintah 
benar-benar sesuai dengan kebu-
tuhan dan berdampak besar bagi 
masyarakat. 

Siang kemarin, Bupati Arie 
menerima forum kepala desa 
Kecamatan Padang Jaya di rumah 
pribadinya. 

Bupati Arie berdiskusi panjang 

terkait dengan pembangunan 
wilayah.

“Dalam diskusi ini kita menyatu-
kan antara target pembangunan 
pemerintah daerah, dengan kebutu-
han masyarakat yang akan menjadi 
sasaran pembangunan,” terangnya. 

Ia menyampaikan jika hal ini 
sangat positif, sehingga pemerintah 
daerah dengan pemerintah desa 
menjadi satu kesatuan pemerintah 
yang memiliki kesamaan target 
dalam mensejahterakan masyara-
kat melalui pembangunan. 

Sehingga setiap program yang 
dilaksanakan oleh pemerintah dae-
rah, bisa menjawab permasalahan 
yang ada di masyarakat. 

“Sangat penting diskusi seperti ini 
dalam rangka memastikan program 
pembangunan yang dilaksanakan 

benar-benar tepat sasara yang arti-
nya bisa menjawab permasalahan 
dan kebutuhan masyarakat akan 
pembangunan,” terangnya.

Saat ini pemerintah daerah tengah 
mendorong percepatan pemban-
gunan. 

Sehingga investarisasi masalah 
ditengah yang ada di masyarakat 
yang berhasil dihimpun masing-
masing kepala desa sangat penting 
menjadi dasar bagi pemerintah 
dalam melakukan program per-
cepatan pembangunan. 

Ia juga menyampaikan setiap 
wilayah memiliki permasalahan 
spesific yang berbeda-beda. 

“Saat ini kita mendorong percepa-
tan pembangunan di tiap wilayah, 
prograqm percepatan pembangu-
nan ini untuk menjawab kebutuhan 

pembangunan di masing-masing 
wilayah sehingga dampaknya 
bisa dirasakan oleh masyarakat,” 
ternagnya. 

Ditambahkan Arie, pemerintah 
desa juga mengelola anggaran 
untuk pembangunan yang berasal 
dari dana desa.

Ia juga meminta pembangunan 
yang dilaksanakan melalui dana 
desa juga saling bersinergi den-
gan arah atau target pembangunan 
yang dilaksanakan oleh pemerintah 
daerah. 

“Sehingga manfaatnya bisa dira-
sakan lebih besar oleh masyarakat. 
Saat ini hubungan sinergitas antara 
pemerintah desa dan pemerintah 
daerah sangat terjalin bagus dan 
tentunya hal ini positif dalam pem-
bangunan,” pungkas Arie. (qia) 

SANDI/RB

TERIMA: Bupati Arie menerima forum kepala desa Kecamatan Padang Jaya di rumah pribadinya. 

Soal Pembangunan Wilayah, Bupati Arie 
Diskusi Dengan Forum Kades Padang Jaya



MUKOMUKO - Sebanyak 122 kursi kepala 
sekolah di Mukomuko belum terisi. Kekosongan 
ini mulai mengganggu jalannya manajemen seko-
lah. Langkah mutasi mulai disiapkan. Pemerintah 
Kabupaten Mukomuko melalui Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan merancang pergeseran kepala 
sekolah untuk menutup kekosongan yang me-
numpuk.

Rabu, 5 Mei 2026, rencana itu masih dalam tahap 
pematangan. Waktunya tidak sembarangan.

“Mutasi kepala sekolah memang sedang kita 
siapkan, tapi harus dikaji secara matang dan 
tidak boleh mengganggu proses kegiatan belajar 
mengajar,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Ke-
budayaan Mukomuko, Arni Gusnita, S.Pd, MM.

Tidak bisa buru-buru. Mutasi diproyeksikan 
menjelang akhir tahun ajaran 2025–2026. Momen 
ini dianggap paling aman agar tidak berbenturan 
dengan ujian sekolah maupun kenaikan kelas.

“Kita pertimbangkan waktunya, jangan sam-
pai mutasi justru mengganggu KBM, apalagi 
menjelang ujian dan kenaikan kelas,” katanya.

Data di lapangan menunjukkan tekanannya 
nyata. Dari total 122 jabatan kosong, 60 kepala 
sekolah sudah habis masa jabatan, 55 sekolah 
masih dipimpin pelaksana tugas, dan 7 lainnya 
ditinggalkan karena pengunduran diri. 

Angkanya besar. “Data kita ada 122 jabatan ke-
pala sekolah yang kosong, ini tentu harus segera 
kita isi agar roda organisasi sekolah berjalan 
optimal,” jelas Arni.

Di balik itu, ada persoalan lain. Tidak semua guru 
bisa langsung dipromosikan.

Syaratnya ketat. Kepala sekolah harus punya 

sertifikat calon kepala sekolah (Cakep), pangkat 
minimal III/C, sertifikat pendidik, hingga pen-
galaman jabatan administratif. Masalahnya, yang 
memenuhi belum banyak.

“Untuk sertifikat Cakep, saat ini baru ada sekitar 
enam orang yang memiliki. Ini menjadi kendala 
tersendiri,” ungkapnya.

Jumlah itu jauh dari cukup.
Di Mukomuko, bahkan di tingkat Provinsi Beng-

kulu, pelatihan calon kepala sekolah belum pernah 
digelar. Akibatnya, stok kandidat terus minim.

“Di Mukomuko bahkan di Provinsi Bengkulu 
belum pernah ada diklat calon kepala sekolah, jadi 
ini yang perlu kita dorong ke depan,” jelasnya.

Peran kepala sekolah tak bisa dianggap ringan. 
Mereka bukan hanya mengurus administrasi, tapi 
juga menentukan arah dan suasana belajar di seko-
lah. “Kepala sekolah harus memahami tugasnya, 
bagaimana menciptakan suasana sekolah yang 
kondusif dan memahami tujuan pendidikan itu 
sendiri,” ujarnya.

Masalahnya belum selesai. Selama kursi kosong 
masih banyak, beban sekolah akan tetap timpang. 
Mutasi jadi pilihan, tapi ketersediaan orang tetap 
jadi penentu.(pir)

MUKOMUKO - Peluang baru mulai terbuka. 
Warga Mukomuko kini didorong beralih ke budi-
daya ikan sistem bioflok yang lebih hemat lahan 
dan pakan.

Program ini mulai digulirkan pemerintah pusat 
dan diarahkan masuk ke daerah, termasuk Kabu-
paten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Senin, 5 
Mei 2026, Dinas Perikanan setempat mulai me-
nyiapkan skema pelaksanaannya di tingkat desa.

Tak bisa sembarangan. Akses program ini tidak 
diberikan ke perorangan. Pemerintah mensyarat-
kan seluruh kegiatan harus melalui Koperasi 
Desa Merah Putih agar pengelolaan lebih rapi 
dan terkontrol.

“Program bioflok ini sudah mulai diluncurkan 
oleh pemerintah pusat, dan daerah tinggal menye-
suaikan pelaksanaannya,” ujar Kepala Dinas Peri-
kanan Mukomuko, Rahmad Hidayat, SP.i, MSi.

Ia menegaskan, pola koperasi dipilih bukan tanpa 
alasan. Pengalaman sebelumnya, bantuan yang 
berjalan sendiri-sendiri kerap tidak bertahan lama.

“Pelaksanaannya tidak bisa perorangan, harus 
melalui koperasi. Ini supaya pengelolaannya lebih 
terkontrol dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam skema yang disiapkan, setiap koperasi 

akan mendapat tiga titik kolam bioflok. Tiap titik 
dikelola kelompok pembudidaya yang tergabung 
dalam koperasi tersebut.

Tiga titik. Satu koperasi. Model ini diharapkan 
tetap memberi ruang bagi keterlibatan masyara-
kat, tanpa kehilangan kendali dalam pengelolaan. 

“Setiap koperasi mendapat 
tiga titik kolam, dan mas-
ing-masing titik dikelola 
oleh satu kelompok pem-
budidaya,” jelas Rahmad.

Peluangnya masih ter-
buka. Kelompok masyara-
kat yang siap dipersilakan 
mengajukan permoho-
nan ke Dinas Perikanan 
Mukomuko. Prosesnya 
mengikuti mekanisme 
yang sudah ditetapkan 
pemerintah.

“Bagi kelompok yang 
siap, silakan ajukan per-
mohonan. Nanti akan 
kita proses sesuai me-
kanisme,” ujarnya.

Di lapangan, sistem bio-
flok dikenal cukup efisien. Kolam tidak perlu luas, 
dan biaya pakan bisa ditekan karena limbah diolah 
menjadi nutrisi tambahan melalui mikroorgan-
isme. Lebih hemat. Lebih cepat panen. “Keung-
gulan bioflok ini ada pada efisiensi pakan dan 

lahan, serta mampu meningkatkan produktivitas,” 
sampai Rahmad.

Tak hanya produksi ikan. Pemerintah juga men-
dorong koperasi menjadi pusat kegiatan usaha, 
mulai dari pengelolaan hingga pemasaran hasil 
budidaya. “Koperasi ini nantinya menjadi pusat 
pengelolaan usaha, termasuk distribusi dan pema-
saran hasil,” jelasnya. 

Namun, ia mengingatkan, program ini tidak akan 
berjalan jika kelompok tidak siap. Administrasi, 
anggota, hingga komitmen menjadi kunci.

“Kelompok yang ikut harus benar-benar siap. 
Jangan sampai program ini hanya berjalan di awal 
saja,” tegasnya.(pir)
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MUKOMUKO - Aksi mengamuk seorang warga 
di Desa Pauh Terenja bikin resah. Warga akhirnya 
turun tangan, pria itu diamankan.

Ketegangan sempat terasa di Desa Pauh Terenja, 
Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko. 
Beberapa hari terakhir, seorang pria tiba-tiba bert-
ingkah agresif dan membuat warga waspada.

Puncaknya Selasa, 5 Mei 2026. Pria itu akhirnya 
diamankan bersama aparat desa dan Satuan Polisi 
Pamong Praja (Satpol PP) Mukomuko. Evakuasi 
dilakukan untuk mencegah hal yang lebih buruk.

“Benar, yang bersangkutan adalah warga kami, 
dan beberapa hari terakhir memang sempat men-
gamuk hingga meresahkan masyarakat,” ujar 
Kepala Desa Pauh Terenja, Rodi Hartono.

Identitasnya jelas. Arianto (45), duda yang sudah 
lama tinggal sendiri di rumahnya. Warga mengenal-
nya biasa saja. Tidak pernah bikin masalah.

“Selama ini tidak pernah seperti itu. Baru kali 
ini dia sampai mengamuk dan membuat warga 
khawatir,” kata Kades.

Perubahannya mendadak. Dugaan sementara, ia 
berhenti mengonsumsi obat penenang yang biasa 
diminum. Kondisinya lalu tidak terkendali.

“Kami menduga dia kehabisan obat, sehingga 
penyakit lamanya kambuh dan tidak terkendali,” 
jelasnya.

Risikonya besar. Warga dan keluarga sepakat 
tidak menunggu lebih lama. Langkah pengamanan 
diambil agar situasi tidak melebar.

“Untuk menghindari risiko yang lebih besar, 
warga bersama keluarga dan Pemdes sepakat untuk 
mengamankan yang bersangkutan,” ujarnya.

Evakuasi dilakukan sekitar pukul 15.00 WIB. 
Arianto sempat dibawa ke Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk meleng-
kapi administrasi. Setelah itu, langsung dirujuk ke 
Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Bengkulu.

“Untuk kelengkapan administrasi, sempat dibawa 
ke Dukcapil, baru kemudian langsung dibawa ke 
RSJ Bengkulu,” jelasnya.

Keluarga menyetujui. Langkah itu diambil agar 
Arianto bisa mendapat penanganan medis yang 
tepat. “Keluarga juga sudah setuju untuk dibawa 
berobat ke RSJ, agar bisa mendapatkan penanganan 
yang tepat,” ujarnya.

Arianto diketahui sudah lama hidup sendiri. 
Sekitar 14 tahun sejak bercerai, ia tinggal tanpa 
pendamping.

Pengawasan terbatas. “Dia memang tinggal 
sendiri sejak lama, jadi tidak ada yang memantau 
secara rutin,” pungkasnya.

Situasi sudah mereda. Tapi kewaspadaan warga 
masih terasa.(pir)

PROGRAM BIOFLOK 
DI MUKOMUKO:

q 1 KOPERASI: 3 titik kolam bioflok
q 1 TITIK: dikelola 1 kelompok pembudidaya
q SISTEM BIOFLOK: hemat lahan dan pakan
q Program berasal dari pemerintah pusat
q Pelaksanaan wajib melalui koperasi desa

Program Bioflok di Mukomuko, 
Wajib Lewat Koperasi Desa

FIRMANSYAH/RB

BUDIDAYA: Media kolam Bioflok mulai digunakan pembudidaya ikan 
tawar di Mukomuko.

FIRMANSYAH/RB

EDUKASI: Kepsek Mukomuko mendapat pencerahan terkait kerja berbasis aplikasi

122 Jabatan Kepsek Kosong di Mukomuko, 
Mutasi Tunggu Akhir Tahun Ajaran

KURSI KEPSEK KOSONG:

u 122 jabatan kepala sekolah kosong
u 60 habis masa jabatan
u 55 dijabat pelaksana tugas
u 7 kepala sekolah mengundurkan diri
u Baru sekitar 6 orang punya sertifikat Cakep

Pria Mengamuk di Desa Pauh Terenja 
Mukomuko Dievakuasi ke RSJ

IST/RB

PERIKSA: Sesaat diamankan petugas.



LEBONG4 RABU, 6 MEI 2026 Rakyat Bengkulu

ABDI/RB

Kabag Kesra Setkab Lebong, Riskal Efendi, 
SH,

Kafilah Lebong 
Terbatas di MTQ 
Bengkulu 2026, 
Tetap Kejar Prestasi

 
TUBEI - Peserta terbatas, target tak ditu-

runkan. Lebong tetap pasang ambisi di MTQ 
Provinsi Bengkulu 2026.

Keterbatasan anggaran mulai terasa. Jumlah 
kafilah dipangkas, cabang lomba tak diikuti 
semua.

MTQ tingkat Provinsi Bengkulu dijadwalkan 
berlangsung di Kabupaten Seluma, 11 hingga 
21 Mei 2026. Lebong hanya mengirim 26 
peserta.

Komposisinya tak banyak. Sebanyak 16 putri 
dan 10 putra, didampingi tujuh official. Dari 
total cabang yang dipertandingkan, hanya 
delapan yang diikuti.

“Kita kirim peserta ala kadarnya, tapi persia-
pan tetap maksimal. Saat ini para kafilah sudah 
menjalani pembinaan intensif agar mampu 
tampil optimal,” ujar Kabag Kesra Setkab 
Lebong, Riskal Efendi, SH.

Pilihan cabang tidak asal. Fokus diarahkan 
ke nomor yang dianggap paling siap bersa-
ing. Mulai dari tartil anak putra, tilawah anak 
putra dan dewasa, qira’at putra-putri, hingga 
hifzil Qur’an.

Strateginya jelas. Tidak banyak, tapi dipilih 
yang berpeluang. Dengan komposisi terbatas, 
Lebong mencoba bermain di kekuatan.

Bukan sekadar lomba. MTQ juga dijadikan 
ajang pembinaan. Pemerintah daerah ingin 
kafilah mendapat pengalaman bertanding, 
bukan hanya mengejar podium.

“MTQ ini jadi wadah untuk menambah jam 
terbang sekaligus memotivasi munculnya 
kafilah-kafilah baru di Lebong ke depan,” 
katanya.

Harapannya tetap sama. Meski dengan 
kondisi terbatas, peluang membawa pulang 
prestasi masih dibuka. Pembinaan terus ber-
jalan sampai hari pelaksanaan.

“Mudah-mudahan dengan pendampingan 
yang saat ini dilakukan, masing-masing kaf-
ilah bisa memberikan hasil yang terbaik,” 
pungkasnya.

Tekanannya ada. Tapi target tidak dilepas.
(afa)

TUBEI - Program cek kesehatan 
gratis di Lebong belum ramai. 
Dari target lebih 116 ribu warga, 
baru 6.633 yang ikut.

Selisihnya jauh. Target tinggi, 
capaian masih di bawah.

Data per Sabtu, 2 Mei 2026, 
partisipasi masyarakat dalam 
program Cek Kesehatan Gra-
tis (CKG) masih rendah. Dinas 
Kesehatan Kabupaten Lebong 
mencatat baru 6.633 warga yang 
memanfaatkan layanan tersebut.

Padahal sasarannya besar. Pro-
gram ini ditargetkan menjangkau 
90 sampai 100 persen penduduk, 
atau lebih dari 116 ribu jiwa.

“Partisipasi masyarakat memang 

masih menjadi tantangan utama 
dalam program ini,” ujar Kepala 
Bidang Pencegahan dan Pen-
gendalian Penyakit (P2P), Evan 
Marta, SKM.

Masalahnya bukan fasilitas. 
Layanan sudah berjalan sejak 
2025. Bahkan di awal peluncuran, 
sekitar 12 ribu warga sempat me-
manfaatkan program ini.

Namun setelah itu melandai. 
Upaya dorongan terus dilakukan. 
Sosialisasi digencarkan, tidak 
hanya ke masyarakat umum, tapi 
juga ke pelajar.

“Sosialisasi kami lakukan tidak 
hanya di masyarakat umum, tetapi 
juga menyasar pelajar melalui 

kegiatan di sekolah-sekolah,” 
katanya.

Peran puskesmas ikut didorong. 
Fasilitas kesehatan di tiap keca-
matan diminta lebih aktif men-
gajak warga datang memeriksa 
kesehatan.

“Kami berharap puskesmas bisa 
lebih proaktif mengajak masyara-
kat untuk memanfaatkan layanan 
ini,” tambahnya.

Akses juga dipermudah. Pendaf-
taran kini bisa dilakukan lewat ap-
likasi Satu Sehat. Tapi bagi warga 
yang belum terbiasa, layanan 
manual tetap dibuka di fasilitas 
kesehatan.

Masalahnya kembali ke minat. 

Kesadaran memeriksa kesehatan 
masih rendah. Padahal deteksi 
dini bisa mencegah penyakit jadi 
lebih parah.

Evan menilai ini pekerjaan ber-
sama. Perlu dorongan dari desa, 
tenaga kesehatan, hingga tokoh 
masyarakat agar warga lebih 
peduli.

“Dengan dukungan semua pihak, 
kami optimistis program CKG 
dapat menjangkau lebih banyak 
masyarakat dan memberikan 
dampak nyata bagi peningkatan 
kualitas kesehatan di Kabupaten 
Lebong,” pungkasnya.

Target masih jauh. Waktu terus 
berjalan.(afa)

ABDI/RB

CEK: Tampak pelayanan kesehatan di Puskesmas Su-
karaja, Lebong, beberapa waktu lalu

Program Cek Kesehatan Gratis di Lebong Sepi, Baru 6.633 Warga Ikut

TUBEI - Pencairan dana desa di 
Lebong tersendat. Dari 93 desa, 
baru lima yang berhasil mencair-
kan tahap pertama.

Awal Mei belum bergerak ban-
yak. Program pembangunan desa 
terancam ikut melambat.

Selasa, 5 Mei 2026. Data Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa (PMD) Kabupaten Lebong 
mencatat, baru lima desa yang 
mencairkan Dana Desa (DD) dan 
Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 
pertama.

Jumlahnya timpang. Kelima 
desa itu yakni Bioa Sengok di 
Kecamatan Rimbo Pengadang, 

Suka Negeri di Kecamatan Topos, 
Magelang Baru di Kecamatan 
Lebong Sakti, serta Lokasari dan 
Talang Ulu di Kecamatan Lebong 
Utara.

“Memang baru lima desa yang 
mencairkan DD dan ADD tahap 
pertama. Ini karena prosesnya 
bergantung pada kelengkapan 
dokumen yang diajukan masing-
masing desa,” ujar Kepala Bidang 
PMD Lebong, Harkita Wijaya.

Masalahnya klasik. Administrasi. 
Banyak desa belum tuntas meleng-
kapi berkas yang menjadi syarat 
pencairan. Akibatnya, proses tidak 
bisa bergerak cepat.

Di sisi lain, ada perkembangan 
lain. Sebanyak 12 desa sudah 
menerima ADD tahap pertama. 
Namun pencairannya tidak bersa-
maan dengan Dana Desa.

Artinya belum sinkron. Semen-
tara itu, sekitar 60 desa sebena-
rnya sudah mengajukan dokumen 
pencairan. Berkas-berkas tersebut 
masih diperiksa dan diverifikasi.

“Berkas yang masuk masih kami 
periksa. Ini penting agar tidak ada 
kesalahan administrasi dalam pe-
nyaluran dana,” jelasnya.

Masih ada yang belum bergerak. 
Sebanyak 33 desa bahkan belum 
mengajukan berkas sama sekali. 

Kondisi ini jadi perhatian serius.
Jika dibiarkan, dampaknya lang-

sung terasa. Program yang sudah 
dirancang dalam APBDes bisa 
tertunda. Mulai dari pembangunan 
fisik sampai kegiatan pemberday-
aan masyarakat.

Batas waktunya jelas. Pengajuan 
harus selesai sebelum 30 Mei 
2026. Jika terlambat, pencairan 
otomatis ikut mundur.

“Kalau terlambat, otomatis pen-
cairan juga akan mundur. Dam-
paknya, kegiatan pembangunan 
di desa ikut terhambat,” tegasnya.

Masalahnya bukan di dana. Tapi 
kesiapan desa.(afa)

Pencairan Dana Desa Lebong Lambat, Baru 5 dari 93 Desa Cair

TUBEI - Tiga pelajar tewas di 
Air Kemaceak, Lebong. Pemkab 
langsung siapkan larangan mandi 
di lokasi.

Duka itu belum hilang. Aliran 
Air Kemaceak yang menelan tiga 
pelajar SMA Negeri 1 Lebong 
kini jadi sorotan serius pemerin-
tah daerah.

Rabu, 5 Mei 2026. Dinas Pemuda, 
Pariwisata dan Olahraga (Dispar-
pora) Kabupaten Lebong bergerak 
cepat. Plang larangan mandi akan 
dipasang di kawasan sungai terse-
but.

“Kita akan berkoordinasi dengan 

camat dan pemerintah desa setem-
pat untuk segera memasang plang 
larangan mandi di Air Kemaceak,” 
ujar Sekretaris Disparpora Kabu-
paten Lebong, Agus Suryadi.

Langkah ini bukan tanpa alasan. 
Kondisi sungai dinilai berbahaya. 
Arusnya bisa berubah tiba-tiba, 
apalagi saat cuaca tidak bersaha-
bat.

Lokasinya juga jauh dari permu-
kiman. Pengawasan minim.

Ini yang membuat risiko ke-
celakaan sulit dicegah, terutama 
bagi pengunjung yang tidak paham 
karakter sungai.

Tak cukup dengan plang. Peran 
desa dan warga sekitar ikut di-
dorong. Mereka diminta aktif 
mengingatkan siapa pun yang 
datang agar tidak nekat mandi atau 
berenang.

Edukasi dianggap penting. Tanpa 
itu, kejadian serupa bisa saja 
terulang. Apalagi kawasan terse-
but mulai dikenal sebagai tempat 
bermain air.

Status lokasinya sendiri belum 
jelas. Disparpora masih akan 
menelusuri apakah Air Kemaceak 
masuk dalam daftar resmi destinasi 
wisata Kabupaten Lebong atau 

tidak.
“Nanti akan kita cek kembali 

apakah lokasi itu masuk dalam ka-
wasan wisata atau tidak,” katanya.

Jika bukan kawasan wisata, pen-
anganan akan melibatkan pemerin-
tah kecamatan dan desa. Tapi jika 
masuk, standar keselamatan harus 
diperketat.

Artinya, bisa ada petugas. Fasili-
tas keselamatan juga harus disiap-
kan.

Kejadian ini jadi peringatan 
keras. Tidak semua tempat yang 
terlihat menarik aman untuk di-
kunjungi.(afa)

Tiga Pelajar Tewas di Air Kemaceak Lebong, 
Pemkab Pasang Larangan Mandi

ABDI/RB

SEPI: Tampak suasana pelayanan kantor BKD yang diketahui OPD yang ikut mencatat pencairan DD/ADD.

ABDI/RB

EVAKUASI: 
Tampak tim 

gabungan 
mengangkut 
jenazah kor-

ban hanyut di 
Air Kemaceak, 

beberapa 
waktu lalu
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FIRMANSYAH

Dewan Minta Percepat 
Lelang Proyek

 
CURUP - Dalam proses pengadaan barang 

dan jasa pemerintah tahun 2026, Unit Kerja 
Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kabu-
paten Rejang Lebong diminta lebih cekatan. 
Proses lelang harus dipercepat dari tahun-
tahun sebelumnya. 

“Kalau bisa sebelum triwulan kedua bera-
khir, lelang kegiatan pengadaan barang dan 
jasa sudah selesai semua sehingga tidak ada 
lagi proyek luncuran tahun ini,” tegas Wakil 
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Rejang 
Lebong, Firmansyah, SE kepada RB.

Proses lelang barang dan jasa harus 
mengedepankan tujuan pembangunan yang 
bermanfaat bagi masyarakat. Artinya harus 
ada pengawasan ketat terhadap kinerja Ke-
lompok Kerja (Pokja) Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Rejang 
Lebong. 

“Jangan sampai dalam prakteknya, UKPBJ 
justru menjadi agen segelintir oknum dalam 
mencari keuntungan sepihak dengan cara 
yang melanggar aturan,” ungkap Firmansyah. 

Senada disampaikan tokoh masyarakat 
Rejang Lebong, Drs. Abdul Muthalib yang 
mengklaim kinerja UKPBJ untuk lelang ke-
giatan tahun 2025 sangat tidak memuaskan 
masyarakat. Sejumlah kegiatan pengadaan 
barang dan jasa tidak bisa diakses karena 
kurangnya komitmen mengenai transparansi 
informasi publik.

“Kami harap di tahun 2026 ini UKPBJ lebih 
transparan terhadap proses lelang pengadaan 
barang dan jasa agar lebih memudahkan 
masyarakat dalam membantu melakukan 
pengawasan,” ujar Muthalib. 

Sementara Kepala BPBJ Sekretariat Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong, Zerli Lawdy, SH 
belum berhasil dikonfirmasi. Alhasil belum 
bisa dipastikan Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) mana saja yang sudah melimpahkan 
berkas pra lelang kegiatannya. (sca)

Jangan Sampai 
Korban Bertambah
CURUP - Sepekan terakhir, ma-

syarakat di Kabupaten Rejang Lebong 
kembali diresahkan aksi remaja yang 
konvoi di jalan raya mengendarai mo-
tor sembari menghunus senjata tajam. 

Bahkan aksi yang dikenal sebagai 
komplotan geng motor itu sempat 
menimbulkan korban.

Yakni 5 pengendara motor yang melin-
tas di Kelurahan Talang Benih, Keca-
matan Curup Jumat dini hari 1 Mei 2026. 

Walaupun tidak sampai merenggut 
nyawa, namun ketiga korban men-
galami luka akibat senjata tajam dan 
pukulan benda keras.

“Kami minta Polres Rejang Lebong 
lebih maksimal lagi dalam menjaga 
keamanan, alangkah baiknya kalau ke-
polisian menggiatkan patroli di malam 
hari dengan target khusus geng motor,” 
kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten 
Rejang Lebong, Hidayatullah, S.Pd.I.

Apalagi sejauh ini pelakunya belum 
tertangkap sehingga menimbulkan 
keresahan di masyarakat. Khususnya 
para orang tua yang memiliki anak 
laki-laki usia remaja karena umumnya 
sasaran para pelaku adalah remaja 

laki-laki. 
Jika tidak dilakukan antisipasi sedini 

mungkin, dikhawatirkan aksi geng mo-
tor akan semakin meluas sebagaimana 
yang ramai terjadi di wilayah luar 

Bengkulu.
Para orang tua juga diharap lebih 

ketat lagi dalam mengawasi aktivitas 
anaknya, baik saat di rumah maupun 
ketika sedang berada di luar rumah. 

“Soalnya geng motor ini seolah 
sedang tren di kalangan remaja, lihat 
saja sendiri beberapa remaja yang 
tidak takut mengunggah aktivitasnya 
sebagai pelaku geng motor di media 

sosial,” terang Hidayatullah.
Sementara Kapolres Rejang Lebong, 

AKBP. Florentus Situngkir, S.IK me-
lalui Kasi Humas, AKP. Hasan Basri, 
SH memastikan akan menggiatkan 
kembali patroli dengan sasaran khu-
sus para remaja geng motor. Bahkan 
Selasa 5 Mei 2026, pihaknya sempat 
mengamankan 8 remaja yang diduga 
pelaku geng motor.

Kendati tidak diproses hukum lebih 
lanjut mengingat statusnya yang masih 
di bawah umur dan pelajar, masing-
masing pelaku sempat ditahan sebagai 
pembinaan. Masing-masing pelaku 
juga telah membuat pernyataan tertulis 
tidak akan mengulangi perbuatannya. 

“Jika pelaku kembali mengulangi 
perbuatannya, tentu akan kami tindak 
tegas sesuai aturan hukum,” tukas 
Hasan.

Delapan remaja yang diduga komplo-
tan geng motor itu diamankan setelah 
sempat mengunggah aksinya konvoi di 
jalan raya mengendarai motor sembari 
menghunus senjata tajam di kawasan 
Jalan Sukowati dekat rumah dinas 
Kapolres Rejang Lebong. 

Ternyata 6 pelaku masih tercatat 
sebagai pelajar SMA di Rejang Leb-
ong dan 2 pelaku lagi berstatus putus 
sekolah. (sca)

Resahkan Warga, Polisi Diminta Rutin Patroli Geng Motor

ARIS/RB

MERESAHKAN: Aktivitas remaja yang diduga geng motor kembali marak di Rejang Lebong.

CURUP - Bencana longsor kem-
bali terjadi di wilayah Kabupaten 
Rejang Lebong, persisnya di Desa 
Air Dingin, Kecamatan Sindang 
Kelingi.

Dalam kejadian Senin malam 
4 Mei 2026 itu, material long-
sor menutup penuh badan jalan 
sehingga akses penghubung Desa 
Air Dingin dengan Desa 4 Suku 
Menanti itu sempat terputus total 
selama 8 jam.

Tim penyelamat dari Badan 
Penanggulangan Bencana Dae-
rah (BPBD) Kabupaten Rejang 
Lebong baru bisa turun ke lokasi 
Selasa pagi 5 Mei 2026. 

Akses jalan baru bisa dilewati 
kendaraan roda empat pukul 09.30 
WIB setelah material longsor beru-

pa tanah dan pohon yang tumbang 
berhasil dievakuasi.

“Ini merupakan bencana longsor 
perdana yang terjadi sejak cuaca 
ekstrem melanda Kabupaten Re-
jang Lebong sebulan terakhir,” 
kata Kepala BPBD Rejang Leb-
ong, M Budianto, ST melalui 
Kasi Kedaruratan, Rio Agustian 
Pakpahan, SE.

Meski kondisi cuaca telah be-
rangsur normal, BPBD tetap meng-
ingatkan masyarakat untuk menin-
gkatkan kewaspadaan. 

Soalnya potensi hujan dengan 
intensitas tinggi sewaktu-waktu 
masih bisa terjadi dengan resiko 
yang dapat memicu bencana alam 
lanjutan.

Khusus kepada warga yang ting-

gal di sekitar aliran sungai, di-
harapnya selalu waspada terhadap 
kemungkinan banjir bandang 
akibat meluapnya debit air.

Begitu juga masyarakat yang 
bermukim di kawasan perbukitan 
atau sekitar tebin, diingatkan selalu 
berhati-hati terhadap potensi long-
sor susulan.

“Kami mengimbau masyarakat 
tetap siaga, terutama yang berada 
di wilayah rawan bencana dan 
ketika muncul tanda-tanda bahaya, 
segera lakukan langkah antisipasi 
dengan segera menjauhi lokasi,” 
terang Rio.

Sementara tokoh masyarakat 
Rejang Lebong, M Suraji, S.Sos 
meminta BPBD tidak hanya ber-
fokus terhadap penanganan pasca 

bencana.
Namun tindakan antisipasi sep-

erti pembangunan pelapis tebing 
dan pemasangan beronjong sungai 
harus dioptimalkan.

Artinya BPBD harus punya data 
yang akurat terkait titik rawan 
bencana di setiap kecamatan dan 
kelurahan/desa.

Dengan adanya pemetaan yang 
riil, setidaknya setiap potensi 
bencana sudah dapat terprediksi 
lebih dini.

“Melalui data potensi bencana 
itu, daerah bisa mengusulkan 
bantuan penyediaan sarana dan 
prasarana pencegah bencana ke 
pemerintah pusat kalau memang 
anggaran daerah minim,” ungkap 
Suraji. (sca)

ARIS/RB

LONGSOR: Tim dari BPBD Rejang Lebong mengevakuasi material longsor yang menutup badan jalan di Kecamatan Sindang Kelingi.

Longsor, Akses Jalan di Sindang 
Kelingi Sempat Lumpuh 8 Jam
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90 Desa dan Kelurahan Tak Miliki 
Lahan Bangun Koperasi Merah Putih
KEPAHIANG - Progres pembangunan 

koperasi desa dan kelurahan merah putih di 
Kabupaten Kepahiang tersendat. Ini lantaran, 
90 desa dan kelurahan di Kabupaten Kepa-
hiang diketahui tak memiliki lahan untuk 
membangun Koperasi Merah Putih. 

Dari total 117 desa dan Kelurahan yang ada, 
sejauh ini Dinas Perdagangan Koperasi dan 
UKM Kabupaten Kepahiang mendata baru 4 
koperasi desa dan kelurahan saja dinyatakan 
siap operasi. 

Pembangunan 4 koperasi desa dan kelura-
han dinyatakan tuntas 100 persen terdapat 
di Desa Taba Padang Kecamatan Seberang 
Musi, Kelurahan Durian Depun Kecamatan 
Merigi, Desa Babakan Bogor Kecamatan Ka-
bawetan dan Desa Bukit Menyan Kecamatan 
Bermani Ilir.

Terdata pula, 23 Koperasi desa dan kelura-
han merah putih masih dalam proses pemban-
gunan.  Kadis Perindag UKM dan Koperasi 
Kabupaten Kepahiang, Herman Zamzari, 
S.PKP, MP terdapat 27 desa/kelurahan dalam 
proses pembangunan Koperasi Merah Putih.

“Dari jumlah yang berproses, 4 koperasi 
tuntas pembangunannya,” kata Herman. 

Terkait badan hukum, ia memastikan semua 
koperasi di Kabupaten Kepahiang sudah 
memilikinya. Untuk proses lanjutan terhadap 
koperasi yang sudah dibangun, pihaknya 
masih menunggu informasi lebih lanjut dari 
pemerintah pusat. 

Sesuai tujuan awal, pendirian koperasi 
merah putih untuk membangkitkan ekonomi 
desa melalui badan usaha berupa Koperasi 
Merah Putih sebagai pilar utama.

Koperasi Merah Putih ini sendiri, bukan 
sekadar lembaga ekonomi, melainkan cermin 
semangat kemandirian dan ketahanan desa. 

Adapun skema pinjaman Koperasi Desa 
Merah Putih adalah, setiap koperasi desa/
kelurahan akan mendapatkan plafon pinja-
man maksimal sebesar Rp3 miliar dengan 
batas maksimal penggunaan pinjaman untuk 
belanja operasional sebesar Rp500 juta. 

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi ko-
perasi yang dibentuk secara gabungan oleh 
beberapa desa atau kelurahan. Adapun tingkat 
suku bunga sebesar 6 persen per tahun. 
Jangka waktu (tenor) pinjaman ditetapkan 
maksimal selama 72 bulan atau 6 tahun.

Lalu, masa tenggang (grace period) selama 
6 hingga 8 bulan dengan mempertimbangkan 
kapasitas usaha dari masing-masing koperasi. 
Periode pembayaran angsuran dilakukan 
secara bulanan.

Bagi koperasi yang ingin mengakses pem-
biayaan tersebut harus memenuhi enam 
syarat dasar, telah berbadan hukum koperasi, 
memiliki Nomor Induk Koperasi (NIKop), 
memiliki rekening bank atas nama koperasi. 

Kemudian,  memiliki Nomor Pokok Wajib 
Pajak (NPWP) atas nama koperasi, memiliki 
Nomor Induk Berusaha (NIB) dan  menyusun 
proposal bisnis yang memuat rincian ang-
garan belanja modal dan/atau operasional, 
tahapan pencairan pinjaman, dan rencana 
pengembaliannya.

Di samping keenam persyaratan tersebut, 
bank juga diperbolehkan menetapkan kriteria 
tambahan sesuai peraturan berlaku guna me-
mastikan akuntabilitas penggunaan pinjaman.

Sebelum pinjaman disalurkan, koperasi 
juga wajib memperoleh persetujuan dari 
kepala daerah, baik bupati/wali kota untuk 
tingkat kelurahan maupun kepala desa untuk 
tingkat desa. 

Persetujuan tersebut tidak serta-merta, 
melainkan harus melalui mekanisme musy-
awarah pembangunan desa atau kelurahan. 

Selain menyetujui pengajuan pinjaman, 
musyawarah ini juga menjadi dasar dalam 
pemberian izin penggunaan dana desa, dana 
alokasi umum (DAU), maupun dana bagi 
hasil (DBH) sebagai jaminan pengembalian 
pinjaman.

Selain fasilitas subsidi bunga, dukungan 
penuh pemerintah terhadap koperasi merah 
putih  juga diberikan dalam bentuk intercept 
yaitu instrumen jaminan pemerintah jika 
koperasi mengalami gagal bayar angsuran 
ke bank. Instrumen tersebut bersumber dari 
dana desa untuk koperasi merah putih atau 
DAU/DBH. (oce)

KEPAHIANG - Wacana pem-
bangunan sport centre yang diini-
siasi Pemkab Kepahiang bakalan 
sulit terealisasi. Gambarannya, 
sampai sejauh ini belum ada tanda-
tanda positif usulan hibah lahan 
balai benih ikan (BBI) Kelobak ke-
pada Pemprov Bengkulu mendapat 
jawaban. 

Sesuai proposal yang telah dilay-
angkan dan audiensi yang telah di-
lakukan sebelumnya, jika disetujui 
Pemprov Bengkulu maka Pemkab 
berencana akan membangun areal 
lahan BBI yang dihibahkan terse-
but menjadi sport centre. 

Pemprov Bengkulu sepertinya 
masih sulit menghibahkan seluruh 
usulan hibah lahan yang diaju-
kan Pemkab Kepahiang. Meski 
demikian, Bupati Kepahiang, H. 
Zurdi Nata, SIP tetap berupaya 
maksimal mewujudkan pemban-
gunan sport centre.

Menurutnya, jika pun Pemprov 
berat menghibahkan seluruh usu-
lan hibah lahan yang diajukan, 
diharapkan Pemprov dapat mem-
berikan hibah setidaknya 5 hektar 
saja. 

“Walaupun tidak semuanya (usu-
lan hibah lahan diakomodir,red), 
setidaknya 5 hektar saja cukup,” 
kata Nata. Di tengah kondisi 
efisiensi anggaran dari pemerintah 
pusat, proses pembangunan sport 

c e n t r e 
nantinya 
dipastikan 
tak akan 
b e r j a l a n 

mudah. 
Sangat tak memungkinkan, jika 

kemudian proses pembangunan 
hanya akan mengandalkan keuan-
gan daerah. APBD Kabupaten 
Kepahiang dipastikan tak akan 
sanggup membiayai pembangunan 
sport centre.

Mengenai kondisi ini, Pemkab 
akan berupaya mendapatkan du-
kungan pembangunan dari kemen-

terian terkait. Yakni, Kementerian 
Pemuda dan Olahraga. 

Malah dirinya menyampaikan, 
sudah bertemu langsung dengan 
Menteri Pemuda dan Olahraga 
(Menpora) Dito Ariotedjo dan 
menyampaikan harapan terkait 
pembangunan areal sport centre 
untuk kemajuan dunia olahraga di 
Kabupaten Kepahiang. 

“Ternyata, APBN itu menga-
komodir hal ini. Termasuk untuk 
pembangunan sport centre di 
daerah. Ini lah yang nantinya kita 
kejar. Kalau hanya mengandalkan 
APBD, akan sangat sulit,” kata 
Bupati Nata.

Keberadaan sport centre di Ka-
bupaten Kepahiang, secara tidak 
langsung akan memberi banyak 
manfaat bagi daerah.   Nantinya, 
dirancang di dalam area sport 
centre terdapat beberapa venue 
olahraga untuk masyarakat Kabu-
paten Kepahiang.

“Ya, kita serius untuk ini (bangun 
sport centre,red). Sejauh ini, untuk 
mewujudkan pembangunan sport 
centre tersebut Pemkab telah me-
layangkan usulan hibah lahan lang-
sung kepada Gubernur Bengkulu.

Lokasi lahan BBI yang berada di 
samping kantor bupati itu, diketa-
hui memiliki luas sekitar 13 hektar. 

“Begitu hibah ini disetujui, akan 
langsung dibuatkan Ran-
cang Bangun Rinci (Detail 
Engineering Design) atau 
DED-nya dan diajukan ke 
Kemenpora. Ini rancangan 
kita ke depan,” ujar Nata.

Jika terealisasi ,  ke-
beradaan Sport Centre 
yang dijanjikan bertar-
af nasional itu pastinya 
akan menjadi ikon baru 
bagi Kabupaten Kepahi-
ang.   Sekaligus perwuju-
dan janji kampanye, yang 
telah disampaikan Bupati 
Zurdi Nata saat Pilkada 
lalu. (oce)

HERU/RB

BBI: Di areal lahan BBI milik Pemprov Bengkulu inilah, bakal dijadikan 
Pemkab Kepahiang sebagai arena sport centre ke depannya.

Pembangunan Sport Centre Sulit Terealisasi, 
Hibah Lahan BBI Tak Ada Kejelasan

KEPAHIANG - Sempat dikem-
balikan Berkas Perkara (BP) ke-
matian tragis Gita Fitri Ramadani 
(25), warga Batu Bandung, Keca-
matan Muara Kemumu telah diteri-
ma lagi JPU Kejari Kepahiang. 

Di sini, ada pasal tambahan yang 
ikut disertakan pada BP kematian 
Gita Fitri dibawa ke JPU. 

Kepala Seksi Pidana Umum 
(Kasi Pidum) Kejari Kepahiang 
Ahmad Yantomi, Selasa 5 Mei 
2026 menerangkan masih akan 
memeriksa kembali BP perkara 
kematian Giita yang baru saja di-
limpahkan kembali oleh penyidik 
Polres Kepahiang. 

“Sebelumnyakan memang kita 
kembalikan. Setelah ada koordi-
nasi, ada pasal tambahan pem-
bunuhan dalam berkas perkara 
ini,” terang Ahmad. 

JPU juga lanjutnya, meminta 
penyidik menyertakan bukti tam-
bahan. Seperti digital forensik 
berupa rekaman percakapan antara 
Tsk Mu dan korban Gita lewat 
Handphone. 

“BP nya akan kita periksa dulu, 
apakah petunjuk yang kita sam-
paikan lalu sudah dipenuhi atau 
tidak. Seperti data forensik. Dari 
sini kan nanti akan tergambar, 
siapa yang pertama kali meminta 
korban datang ke pondok,” tambah 
Kasi Pidum. 

JPU meminta agar penyidik 
melengkapi alat bukti, khususnya 
bukti forensik digital. Bukti berupa 
percakapan antara korban dan 
tersangka, yang diduga berkaitan 
dengan keberadaan korban di lo-
kasi kejadian.

“Dalam waktu 14 hari setelah 
berkas masuk, akan kita koordina-
sikan kembali terkait apa saja yang 
perlu dilengkapi.

Termasuk bukti forensik digital, 
apakah ada percakapan antara 
tersangka dan korban hingga ko-
rban datang ke lokasi kejadian,” 
tambahnya.

Semula, tersangka dijerat dengan 
pasal kelalaian yang menyebab-
kan orang lain meninggal dunia. 
Namun, seiring perkembangan pe-

nyidikan dan penguatan alat bukti, 
perkara ini kini mengarah pada 
kemungkinan penerapan pasal 
yang lebih berat, yakni dugaan 
pembunuhan.

Kematian Gita pada Rabu 4 
Februari 2026 dinihari masih 
menimbulkan tanda tanya besar, 
khususnya di kalangan keluarga. 

Tak heran jika kemudian, pi-
hak keluarga sepakat melaku-
kan ekshumasi dan meminta 
otopsi ulang dengan membong-
kar makam Gita pada di TPU 
Desa Batu Bandung, Kecamatan 
Muara Kemumu pada, Selasa 3 
Maret 2025.

Dalam rekonstruksi yang baru 
saja digelar Polres Kepahiang, su-
dah digambarkan posisi Gita sudah 
berada di pondok kebun pada 3 
Februari 2026 malam. 

Gita sempat berinteraksi dengan 
3 orang saksi, hingga kemudian 
memasuki pondok milik tersangka.

Hingga kemudian pada adegan 
kelima, digambarkan dalam rekon-
struksi, Gita terkejut melihat ada 

seseorang yang   menggunakan 
motor mengarah ke pondok. 

Karena ini pula, Gita berlari 
keluar pondok dan mengarah ke 
belakang areal pondok perkebunan 
pepaya.

Karena ini pula, Gita kemudian 
tersengat jerat babi. Ketiga saksi 
di dalam pondok yang mengetahui 
korban tersengat listrik berupaya 
melakukan pertolongan melepas 
kabel yang menjerat kaki dan 
tangan korban menggunakan kayu 
hingga parang yang dipegang 
saksi J. 

Pada adegan kesembilan, Tsk Mu 
menghampiri korban yang menurut 
tersangka saat itu korban tidak 
lagi  bernapas.

Sebelumnya, Tsk dijerat pasal 
474 ayat 3 UU RI Nomor 1 tahun 
2023 yakni, tindak pidana setiap 
orang yang karena kealpaannya 
mengakibatkan matinya orang lain. 

Adapun ancamannya, pidana 
penjara paling lama 5 tahun atau 
denda kategori V sebesar Rp500 
juta. (oce)

HERU/RB

BERGULIR: Rekonstruksi kematian tragis Gita Fitri dilakukan beberapa waktu lalu. Saat ini perkaranya sudah berada di kejaksaan.

Tambah Pasal Pembunuhan 
di Perkara Kematian Gita
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BENTENG - Ka-
sus penimbunan 
Minyakita di Beng-
kulu Tengah mulai 
merembet ke dalam. 
Bukan orang luar. 
Aparatur sendiri ikut 
terseret.

RI (35), warga 
Desa Dusun Baru II, 
Kecamatan Karang 
Tinggi, yang dia-
mankan pada Jumat, 
1 Mei 2026, ternyata 
berstatus Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 
Ia bertugas di Rumah Sakit Dae-
rah (RSD) Sungai Lemau.

“Iya memang benar RI meru-
pakan PPPK Kabupaten Beng-
kulu Tengah yang bertugas di 
Rumah Sakit Daerah (RSD) Sun-
gai Lemau,” kata Kepala Badan 

Kepegawaian dan 
Pengembangan 
Sumber  Daya 
Manusia (BK-
PSDM) Kabu-
paten Bengkulu 
Tengah, Rahmat 
Apriadi, S.STP, 
ME melalui  Ka-
bid Pengadaan, 
Pemberhentian 
dan Informasi, 
Yudion, SH

B K P S D M 
menyebut akan berkoordinasi 
dengan Inspektorat dan Badan 
Kepegawaian Negara (BKN). 
Sanksi berat terbuka. Bahkan 
pemutusan kontrak kerja.

“Hingga Selasa siang, kami 
belum menerima laporan dari 
OPD tempat tugas. Jika memang 
benar ada PPPK yang tersandung 

hukum, kami akan pelajari 
dulu dan berkoordinasi ke 
BKN,” jelas Yudion.

Kasus ini sendiri bermula 
dari operasi Satreskrim Polres 
Bengkulu Tengah. Tiga orang 
diamankan. Jumat malam itu, 
1 Mei 2026, sekitar pukul 
21.30 WIB. Lokasinya di 
Desa Air Sebakul, Kecamatan 
Talang Empat. Di sana, satu 
unit truk sedang bongkar 
muatan. Bukan barang biasa. 
Minyak goreng subsidi.

“Kita mendapatkan infor-
masi dari masyarakat kalau 
ada dugaan penimbunan 
minyakita. Setelah menge-
tahui informasi tersebut tim 
langsung turun dan men-
emukan dugaan penimbu-
nan tersebut,” kata Kasat 
Reskrim AKP. Susilo.

Tiga pelaku punya peran 
masing-masing. HR (37) 
sopir. RW (26) kernet. RI 
jadi penghubung, mencari-
kan kendaraan ekspedisi.

Barang bukti tak sedikit. 
Polisi mengamankan 1.500 
dus Minyakita bersama satu 
unit truk. Kini ketiganya 
sudah diamankan untuk 
pemeriksaan lebih lanjut.

“Barang bukti yang kita 
amankan minyakitq 1.500 
dus dan mobil truk,” Pung-
kasnya.

Kasus ini belum berhen-
ti di penangkapan. Justru 
mulai terbuka. Ketika satu 
nama berstatus PPPK, dam-
paknya bukan hanya hukum. 
Tapi juga kepercayaan pub-
lik.(jee)

BENTENG - Dana Desa bisa 
hilang begitu saja. Di Bengkulu 
Tengah, puluhan desa belum juga 
bergerak.

Batasnya jelas. 15 Juni 2026. 
Lewat dari itu, Dana Desa (DD) 
tahap I tidak bisa dicairkan lagi.

Di Kabupaten Bengkulu Ten-
gah, kondisi belum aman. Masih 
ada 39 desa yang belum menga-
jukan pencairan hingga saat ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (PMD) 
Bengkulu Tengah, Marhalim, SE, 
MM melalui Kabid Pemberday-
aan Pemerintahan Desa, Hekat-
man, S.Si, M.AP mengingatkan 
soal itu. Tegas.

“Sesuai ketentuan yang ada, 

penyaluran DD tahap I paling 
lambat tanggal 15 Juni 2026. 
Maka dari itu kami meminta 
kepada desa yang belum menga-
jukan untuk segera proses berkas 
pengajuannya,” katanya.

Data terakhir, 103 desa sudah 
mencairkan DD tahap I. Sisanya 
masih tertahan di meja admin-
istrasi. Tidak sedikit. Dorongan 
terus dilakukan. Sebab makin 
cepat diajukan, makin cepat 
program desa berjalan. Kalau 
lambat, imbasnya ke pemban-
gunan.

“Kami terus mendorong agar 
desa yang belum untuk segera 
mengajukan berkas pencairan 
DD. Kami berharap setelah libur 

lebaran nanti semua desa yang 
belum mengajukan pencairan 
DD, bisa mengajukan pencairan 
DD tersebut,” ungkapnya.

Masalahnya ada di dalam. Ban-
yak desa belum menyelesaikan 
rekonsiliasi. Padahal itu syarat 
utama sebelum pengajuan.

Buntu di situ. Kalau rekonsiliasi 
selesai, langkah berikutnya jelas. 
Susun Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa (APBDes) 2026, 
lalu ajukan pencairan. “Masih 
ada desa yang belum mengaju-
kan pencairan DD karena desa 
tersebut belum bisa mengajukan. 
Hal ini terkendala karena desa 
belum melakukan rekonsiliasi,” 
terangnya.

S k e m a 
penyaluran 

tahun ini juga berubah. Tidak 
semua desa dapat porsi sama.

Desa mandiri mendapat 60 
persen di tahap I dan 40 persen 
di tahap II. Desa non mandiri 
kebalikannya.

“Tahun 2026 ini penyaluran DD 
ada dua tahap. Kalau desa mandi-
ri akan mendapatkan penyaluran 
DD tahap I 60 persen dan tahap 
II 40 persen. Sedangkan desa non 
mandiri sebaliknya,” tutupnya.

Di sisi lain, anggaran juga 
menyusut tajam. Tahun lalu Rp 
106 miliar. Tahun ini tinggal Rp 
38,3 miliar.

Turun jauh. Artinya, ruang 
gerak makin sempit. Kalau ma-
sih terlambat mengajukan, desa 
bukan cuma kehilangan waktu. 
Dana pun bisa lenyap.(jee)

JERI/RB

REKONSILIASI: Dinas PMD Bengkulu Tengah saat menerkma rekonsiliasi yang diajukan oleh pemerintah desa.

Bengkulu Tengah Deadline DD 15 
Juni 2026, 39 Desa Terancam Hangus

PPPK Bengkulu Tengah 
Terseret Kasus Penimbunan 
Minyakita, Terancam Dipecat

RAHMAT
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Satpol PP Minta Pemilik 
Urus Izin Usaha

SELUMA – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) Seluma tidak jadi membongkar tempat usaha 
karoke yang berada di Simpang Enam Kota Tais, 
Selasa 5 Mei 2026.Data terhimpun RB, room 
karoke tersebut milik Lasmini (36). 

Karoke tersebut baru beroperasi sejak Januari 
2026 lalu, di ruko yang Lasmini sewa, tepat di 
pintu gerbang menuju Kantor Bupati Seluma.

Gagalnya pembongkaran usaha karoke oleh Sat-
pol PP Seluma, karena saat digeledah Satpol PP, 
tidak aktifitas yang bersifat ilegal di sana.

Karena, pemilik karoke hanya menyediakan 
room dan tidak menyediakan minuman keras dan 
wanita pendamping atau Lady Companion (LC).

“Saya di sini hanya berusaha mencari makan, 
saya hanya buka karokean dan menjual nasigoreng 
dan kopi saja. Tidak ada saya menyediakan minu-
man keras apa lagi menyediakan wanita pendamp-
ing,” ujar Lasmini.

Lasmini melanjutkan, beberapa waktu lalu ia 
sempat berniat ingin mengurus izin usahanya. 
Namun, saat itu ia tidak mendapat restu dari Lurah 
setempat.

“Saya sudah mau urus izin, karena ini hanya 
karoke family bukan tempat hiburan malam. 
Namun saat itu belum dapat izin dari Lurah,” 
singkatnya.

Menanggapi hal itu, Lurah Talang Saling, Fir-
man, berdalih, pihaknya belum memberikan 
rekomendasi izin usaha kepada pemilik karoke.

Karena, saat pemilik karoke ingin mengurus 
izin, karoke tersebut sudah mendapatkan Surat 
Peringatan (SP) ke-2 dari Satpol PP Seluma.

“Kami tidak melarang warga untuk berusaha. Na-
mun, jika kegiatan yang dilakukan menimbulkan 
keresahan dan sudah mendapat peringatan resmi, 

kami tidak berani mengeluarkan rekomendasi. Ke 
depan, kami akan berkoordinasi dengan Dinas Per-
izinan untuk memastikan prosedur dan persyaratan 
pendirian usaha karaoke,” ucap Firman.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kasatpol 
PP Seluma, Parlyn Sianturi, SE., MH menegas-
kan, langkah pembongkaran sejatinya menjadi 
upaya terakhir setelah pemilik usaha dinilai tidak 
mengindahkan peringatan sebelumnya.

Bahkan, dalam pelaksanaan penertiban itu, pi-
haknya telah menurunkan personel yang dibackup 
oleh TNI dan Polri.

“Banyak warga yang mengadu karena aktivitas 
di lokasi tersebut meresahkan. Suara musik keras 
hingga dini hari mengganggu waktu istirahat 
warga. Selain itu, ada juga laporan terkait penjua-
lan minuman keras dan dugaan praktik prostitusi,” 
ujar Sianturi.

Untuk memastikan kondisi di lapangan, petugas 
menjemput langsung pemilik usaha guna mem-

b u k a  r u k o 
yang berada di 
samping pintu 
gerbang kom-
pleks perkan-
toran Bupati 
Seluma.

Setelah roll-
ing door di-
buka, petugas 
m e l a k u k a n 
pemeriksaan 
menyeluruh 
ke setiap ru-
angan yang 
sebelumnya 
digunakan se-
bagai tempat 
karaoke.

N a m u n , 
d a r i  h a s i l 

pengecekan, petugas tidak lagi menemukan 
fasilitas utama karaoke seperti mixer, sound sys-
tem, maupun televisi di dalam ruangan. Kondisi 
tersebut membuat rencana pembongkaran urung 
dilakukan.

Meski demikian, Satpol PP tetap mengambil 
langkah tegas dengan meminta pemilik usaha 
membuat surat pernyataan di atas materai.

“Dalam surat pernyataan yang telah dibuat, 
pemilik karoke berkomitmen tidak akan kembali 
membuka atau mengoperasikan room karaoke 
sebelum mengantongi izin resmi dari instansi 
berwenang,” kata Sianturi.

Untuk diketahui, penertiban tempat hiburan 
malam di Kabupaten Seluma, merupakan rang-
kaian untuk menjaga keamanan dan ketertiban 
menyambut MTQ ke-37 tingkat Provinsi di Ka-
bupaten Seluma yang akan dilaksanakan Bulan 
ini. (eng)

SELUMA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Seluma yakin Musabaqah Tilawatil Qur’an 
(MTQ) ke-37 tingkat Provinsi Bengkulu di Ka-
bupaten Seluma sukses.

Saat ini, persiapan MTQ ke-37 sudah berda di 
angka 95 persen. Bahkan, panggung utama dan 
stand UMKM sudah mulai didirikan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, Deddy Ram-
dhani, SE., M.SE., MA, mengatakan progres ini 
menunjukan komitmen kuat panitia dan seluruh 
pihak yang terlibat dalam menyukseskan MTQ 

ke-37.
“Alhamdulillah, persiapan kita sudah mencapai 

95 persen. Venue utama dan stand UMKM sudah 
berdiri tegak. Tinggal finalisasi dan pengecekan 
akhir agar saat pelaksanaan nanti semuanya 
benar-benar siap,” ujar Deddy, Selasa 5 Mei 

2026.
Ia juga menambahkan bahwa koor-
dinasi lintas sektor terus diperkuat, 
termasuk pengamanan, keber-
sihan, hingga kelistrikan, agar 

seluruh rangkaian kegiatan MTQ ke-37 dapat 
berlangsung dengan aman, nyaman, dan sukses.

“Kami optimistis pelaksanaan MTQ tahun ini 
akan berjalan lancar dan memberikan dampak 
positif bagi masyarakat, khususnya dalam mendo-
rong geliat ekonomi melalui kehadiran UMKM,” 
tuturnya.

Sementara itu, untuk pekerjaan fisik, seperti 
pembangunan jalan masuk, gapura serta penataan 
halaman Masjid Baitul Falihin sudah hampir 
rampung juga.

“Progres pekerjaan fisik juga sudah di angka 95 
persen,” ucapnya.

Sekda memastikan, sebelum hari H pelaksanaan, 
semua persiapan sudah 100 persen dan dipastikan 
tidak ada kendala yang berarti saat pelaksanaan.

“Isnya Allah semua sudah siap sebelum hari H 
pelaksanaan,” tutupnya.(eng)

FIKI/RB

MTQ: Terlihat panggung utama MTQ ke-37 tingkat Provinsi Bengkulu di Seluma sudah berdiri kokoh.

Panggung Utama dan Stand UMKM Sudah Didirikan

Pemkab Seluma Yakin 
MTQ Provinsi ke-37 Sukses

SELUMA – Bupati Seluma, Teddy Rahman, 
SE., MM memastikan akan menindaklanjuti 
laporan dugaan pernikahan siri yang melibatkan 
oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Ke-
tenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) 
Seluma.

Laporan tersebut, disampaikan Istri siri oknum 
PNS di Disnakertrans Seluma bersama Kuasa 
Hukumnya, ke Bupati Seluma pada 28 April 
2026 lalu.

Bupati Teddy mengatakan, akan menindak lan-
juti semua laporan yang masuk kepada dirinya.

Bahkan, laporan itu akan diproses sesuai prose-
dur dan mekanisme yang berlaku.

“Terkait laporan yang masuk, silakan disam-
paikan. Nanti akan ada tim yang membahas dan 
memprosesnya. Kita tunggu prosesnya,” kata 
Bupati, Selasa 5 Mei 2026.

Diakui Teddy, ia belum secara langsung mene-
laah laporan dugaan nikah siri tersebut. Namun 
demikian, dirinya memastikan laporan tersebut 
tetap akan diproses.

“Saya belum melihat laporannya, tetapi pasti 
akan berproses,” singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, diduga menelantarkan 
anak kandung yang diperoleh dari Istri siri, ok-
num ASN Seluma dilaporkan istri siri ke Bupati 
Seluma dan Inspektorat Daerah Seluma, Senin 
27 April 2026.

Oknum ASN yang dilaporkan berinisila HI yang 
bertugas di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmi-
grasi (Disnakertrans) Seluma.

“Kami mendampingi klien memasukan pen-
gadukan ke Bupati dan Inspektorat atas dugaan 
penelantaran anak yang dilakukan oknum ASN 
di Disnakertrans kabupaten Seluma,” kata Kuasa 

Hukum, Muhammad Akbar, SH., MH.
Akbar, berharap Bupati Seluma dapat menang-

gapi terkait permasalahan yang dialami kliennya. 
Ia juga meminta Bupati agar oknum ASN tersebut 
dapat dipecat dengan tidak hormat karena sudah 
memalukan Kabupaten.

Mengingat, di dalam aturan ASN dilarang keras 
melakukan Nikah Sri karena melanggar UU 
Perkawinan No. UU Nomor 1 Tahun 1974 yang 
telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 
dan PP No. 94 Tahun 2021.

“Kami berharap bapak bupati dalam menanggapi 
permasalahan ini serta serta memecat oknum ASN 
tersebut,” tegasnya.

Akbar menceritakan, HI melakukan pernikahan 
siri dengan kliennya MM pada 24 Juni 2024 lalu. 
Dari pernikahan tersebut, mereka memiliki satu 

orang putri 
berusia dela-
pan Bulan.

Kemudian, 
d i  Oktober 
2 0 2 5  l a l u 
h u b u n g a n 
MM dan HI 
mulai mereng-
gang karena 
HI ketahuan 
dengan istri 
sahnya sudah 
menikah sirih 
dengan MM.

Sejak saat 
i t u ,  k a t a 
A k b a r ,  H I 
hanya sekali 
m e n a f k a h i 

anaknya sebesar Rp200 ribuan.
Setelah itu, HI tidak pernah lagi memberi nafkah 

kepada anaknya. Atas dasar itu, mereka melapor-
kan HI atas dugaan penelantaran anak.

Yang mana tertuang dalam UU No 35 Tahun 
2014 perubahan atas No 23 Tahun 2002 dan UU 
No. 17 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Anak 
menjamin hak anak sebelum berumur 18 tahun, 
menjamin tumbuh kembang anak, perlindungan 
dari kekerasan, ekspoitasi serta diskriminasi.

“Sudah jelas di dalam UU perlindungan anak, 
sebelum anak berusia 18 Tahun masih tang-
gungjawab orang tua. Sebelum kami mengambil 
langka hukum ini, kami sudah melakukan mediasi 
terhadap terlapor ini, namun kami tidak di tang-
gapi,” tutupnya.(eng)

Sapi Kurban 
dari Presiden 
untuk Seluma 
Seberat 977 Kg

SELUMA – Sapi kurban Presiden Re-
publik Indonesia (RI), Prabowo Subianto 
akan dikurbankan di Masjid Al-Ikhlas, di 
Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan 
Semidang Alas Maras (SAM) Seluma.

Sapi kurban presedin di Kabupaten Se-
luma, merupakan sapi dengan jenis Sim-
mental, yang memiliki berat lebih kurang 
977 Kilogram (Kg) yang merupakan sapi 
dari peternak lokal.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Seluma, 
Arian Sosial, SP., M.Si mengatakan, pene-
tapan Masjid penerima bantuan kurban 
tersebut mengacu pada surat resmi dari 
Biro Administrasi Sekretariat Presiden ter-
tanggal 16 April 2026 dan diperkuat den-
gan surat dari Sekretaris Daerah (Sekda) 
Provinsi Bengkulu.

“Berdasarkan surat tersebut, telah ditetap-
kan calon-calon masjid penerima bantuan 
kurban dari Presiden RI di berbagai daerah, 
termasuk Kabupaten Seluma,” kata Arian, 
Selasa 5 Mei 2026.

Selain penetapan lokasi, Dinas Pertanian 
juga melakukan tahapan seleksi terhadap 
sapi yang akan diusulkan sebagai hewan 
kurban Presiden di Kabupaten Seluma.

Seleksi dilakukan melalui skema Calon 
Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang 
diajukan oleh masyarakat setempat.

Sebanyak tiga ekor sapi dari CPCL telah 
menjalani pemeriksaan kesehatan oleh 
petugas dari Balai Veteriner Lampung.

Pemeriksaan meliputi kondisi fisik dan 
usia, serta memastikan sapi tersebut bebas 
dari penyakit menular yang dapat memba-
hayakan masyarakat.

Dari hasil seleksi sementara, satu ekor 
sapi jenis Simmental milik peternak lokal 
bernama, Asep warga Kelurahan Sidomu-
lyo, Kecamatan Seluma Selatan menjadi 
kandidat terkuat.

Sapi tersebut memiliki bobot mencapai 
977 kilogram, tertinggi dibandingkan dua 
sapi lainnya yang turut diuji. (eng)

FIKI/RB

Bupati Seluma, Teddy Rahman, SE., MM.

Bupati Pastikan Laporan Istri Siri Oknum PNS Disnakertrans Ditindaklanjuti

FIKI/RB

DATANGI: Tim gabungan, Satpol PP, Polri dan TNI saat mendatangi karaoke yang 
berada di Simpang Enam Tais, tepat berada di gerbang masuk komplek Perkan-
toran Pemkab Seluma, Selasa 5 Mei 2026.

Usaha Karaoke di Simpang Enam Tais Tak Jadi Dibongkar

FIKI/RB

KURBAN: Sapi kurban Presieden Prabo-
wo Subianto di Kabupaten Seluma.
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Fariq : Kita Tunggu 
Lampu Hijau dari Pusat

KOTA MANNA - Ribuan 
guru dan kepala sekolah di 
Kabupaten Bengkulu Selatan 
tampaknya harus sedikit leb-
ih bersabar. Rencana mutasi 
besar-besaran yang digadang-
gadang bakal meratakan tenaga 
pendidik di seluruh sekolah itu 
ternyata masih tertahan di meja 
administrasi. Bukan di daerah, 
tapi di sistem milik pemerintah 
pusat.

Kepala Badan Kepegawaian 
dan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BKPSDM) 

Bengkulu Selatan, Fariq Hafizh, 
S.IP MM membenarkan hal 
tersebut. Fariq menjelaskan 
bahwa seluruh proses mu-
tasi saat ini masih dalam tahap 
verifikasi berjenjang dan belum 
bisa dieksekusi.

Menurutnya, alur mutasi tahun 
ini tidak bisa disamakan antara 
guru dan kepala sekolah. Untuk 
guru, prosesnya terbilang lebih 
singkat. Setelah diusulkan oleh 
Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan, data guru langsung di-
input ke aplikasi I-MUT, sistem 
mutasi terintegrasi milik BKN.

“Tapi untuk kepala sekolah, 
ceritanya beda,” kata Fariq.

Harus lewat aplikasi KSPS. 

Saat ini BKPSDM masih 
menunggu input dari Dinas 
Pendidikan melalui aplikasi 
KSPS itu. Selama datanya be-
lum masuk, belum bisa naik ke 
tahap I-MUT.

Artinya, bola saat ini ada 
di tangan Dinas Pendidikan. 
Mereka yang memegang kunci 
untuk memasukkan data kepala 
sekolah ke KSPS sebelum akh-
irnya bisa diproses lebih lanjut.

Setelah seluruh data, baik guru 
maupun kepala sekolah, berha-
sil masuk ke I-MUT, perjalanan 
belum selesai. Fariq menyebut, 
tahap krusial berikutnya adalah 
verifikasi oleh Badan Kepega-
waian Negara atau BKN.

“Proses di BKN itu butuh 
waktu sekitar lima hari kerja. 
Mereka akan cek kelengkapan, 
kesesuaian formasi, sampai 
syarat-syarat administratif lain-
nya,” jelasnya.

Jika BKN sudah memberi 
persetujuan, barulah Pemkab 
Bengkulu Selatan bisa melang-
kah ke tahap final menerbitkan 
Surat Keputusan mutasi yang 
ditandatangani langsung oleh 
Bupati.

“Tanpa ACC BKN, kita nggak 
bisa terbitkan SK. Itu aturan-
nya,” tegas Fariq.

Fariq menegaskan, mutasi kali 
ini bukan sekadar rotasi rutin. 
Ada misi besar di baliknya, 

yakni menjaga kualitas proses 
belajar mengajar di seluruh 
wilayah Bengkulu Selatan.

Usulan mutasi ini murni 

datang dari Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan. Tujuannya 
pemerataan. Selama ini, ada 
sekolah yang kelebihan guru 
mata pelajaran tertentu, se-
mentara di sekolah lain justru 
kekurangan hingga jam menga-
jar banyak yang kosong.

“Jangan sampai ada anak-
anak kita yang kehilangan jam 
belajar hanya karena gurunya 
numpuk di satu sekolah,” ujar 
Fariq.

Mutasi ini diharapkan bisa 
memastikan distribusi guru 
lebih merata, sehingga KBM 
tetap berjalan optimal di semua 
sekolah, dari kota sampai pe-
losok.(tek)

KOTA MANNA - Ko
mitmen memberantas ko-
rupsi hingga ke akar rum-
put kembali ditunjukkan 
Pemerintah Kabupaten 
Bengkulu Selatan. Senin, 5 
Mei 2026, Pemkab secara 
resmi menggelar penilaian 
perluasan Desa Anti Ko-
rupsi dengan menyasar 
tiga desa yang dinilai pal-
ing siap mewakili daerah 
di kancah provinsi.

Tiga desa yang masuk 
radar penilaian kali ini 
adalah Desa Tanjung Eran, 
Desa Tanggo Raso, dan 
Desa Lubuk Sirih Ilir. Ke-
tiganya bukan desa semba-
rangan. Dalam dua tahun 
terakhir, mereka konsisten 
menunjukkan gebrakan 
tata kelola pemerintahan: 

mulai dari digitalisasi 
layanan surat-menyurat, 
publikasi APBDes secara 
terbuka di balai desa, hing-
ga pelibatan aktif warga 
dalam Musyawarah Desa.

Tim penilai turun lang-
sung ke lapangan dengan 
membawa 18 indikator 
utama. Penilaiannya ti-
dak main-main. Beberapa 
aspek yang disorot antara 
lain transparansi anggaran, 
penguatan peran Badan 
Permusyawaratan Desa, 
efektivitas pelayanan pub-
lik, pengelolaan pengad-
uan masyarakat, hingga 
budaya anti gratifikasi di 
tingkat perangkat desa.

“Desa anti korupsi bukan 
sekadar bebas dari kasus. 
Yang kami cari adalah 

sistem yang membuat ko-
rupsi sulit terjadi,” te-
gas Inspektur Inspektorat 
Daerah Bengkulu Selatan 
Hamdan Syarbaini S.Sos 
CeRa.

Contohnya, apakah semua 
pembayaran proyek desa 
sudah non-tunai? Apakah 
warga bisa akses RAB 
proyek lewat papan infor-
masi atau website desa?

Agar penilaian berjalan 
objektif, Pemkab mener-
junkan tim gabungan dari 
tiga Organisasi Perang-
kat Daerah. Inspektorat 
Daerah sebagai pengawal 
akuntabilitas, Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat 
dan Desa yang memahami 
denyut nadi pemerintahan 
desa, serta Dinas Kominfo 

yang menilai aspek keter-
bukaan informasi publik 
dan digitalisasi layanan.

Hasil penilaian ini akan 
menentukan satu desa ter-
baik yang diusulkan me-
wakili Bengkulu Selatan 
pada penilaian Desa Anti 
Korupsi tingkat Provinsi 
Bengkulu 2026. Jika lolos 
provinsi, desa tersebut ber-
peluang maju ke penilaian 
tingkat nasional oleh KPK.

Bupati Bengkulu Selatan 
menegaskan bahwa pro-
gram ini adalah bagian dari 
agenda besar membangun 
pemerintahan berintegritas 
dari desa.

“Korupsi paling dekat 
dengan rakyat itu ada 
di desa. Kalau desanya 
bersih, pelayanan lancar, 

pembangunan tepat sa-
saran, maka kepercayaan 
publik ke pemerintah akan 
naik,” tulisnya dalam ket-
erangan resmi.

Dengan adanya penilaian 
ini, Pemkab berharap 
muncul efek domino. Desa 
yang belum terpilih pun 
terpacu berbenah. Target 
jangka panjangnya: se-
luruh desa di Bengkulu 
Selatan memenuhi standar 
Desa Anti Korupsi pada 
2028.

Tim penilai akan mer-
ampungkan rekapitulasi 
nilai dalam sepekan ke 
depan. Pengumuman desa 
terbaik rencananya digelar 
bertepatan dengan Hari 
Kebangkitan Nasional, 20 
Mei 2026.(tek)

KOTA MANNA - Seba
nyak 299 siswa kelas XII 
SMAN 2 Bengkulu Se-
latan dinyatakan lulus 100 
persen pada pengumuman 
kelulusan yang dilakukan 
secara daring, Senin, 4 
Mei 2026

Sehari setelahnya, Se-
lasa, 5 Mei 2026, para 
siswa menggelar acara 
perpisahan sederhana di 
lingkungan sekolah se-
bagai bentuk ungkapan 
terima kasih kepada para 
guru. Kegiatan tersebut 
berlangsung tanpa peraya
an meriah.

Tidak ada penampi-
lan tari, musik, maupun 
hiburan lainnya. Acara 
difokuskan pada momen 
kebersamaan, seperti pe
ngalungan samir oleh ke-
pala sekolah dan sesi foto 
bersama.

Wakil Kepala Kesiswa
an, Dadi Gustian M.Pd, 
menjelaskan bahwa ke

giatan tersebut merupakan 
inisiatif siswa kelas XII. 
Pihak sekolah hanya hadir 
sebagai undangan, semen-
tara persiapan dilakukan 
oleh OSIS.

“Ini murni keinginan 
siswa kelas XII. Mereka 
ingin mengadakan per-
pisahan secara sederhana 
tanpa euforia berlebihan. 
Sekolah hanya diundang, 

sedangkan pers iapan 
teknis seperti kursi dan 
dekorasi ringan dilakukan 
oleh OSIS,” ujar Dadi.

Sementara itu, Kepala 
SMAN 2 Bengkulu Se-
latan, Nodi Asponi, M.Pd 
dalam sambutannya mem-
berikan motivasi kepa-
da para siswa agar terus 
melanjutkan pendidikan 
dan menjaga nama baik 

almamater.
“Kami berharap anak-

anak tidak berhenti sampai 
di sini. Teruslah berjuang 
meraih cita-cita, jaga integ-
ritas, dan bawa nama baik 
sekolah ke jenjang yang 
lebih tinggi,” pesannya.

Salah satu perwakilan 
siswa, Rani, menyampai-
kan rasa terima kasih ke-
pada para guru atas bimb-

ingan selama ini. Mereka 
sadar selama tiga tahun 
menimba ilmu, banyak ter-
dapat kesalahan, kekeliru-
an selama proses belajar. 
Dengan bekal yang telah 
mereka dapatkan, mereka 
optimis bisa melangkah 
kedepan mengejar cita-cita 
yang telah diimpikan.

“Kami sangat berterima 
kasih atas kesabaran dan 
dedikasi bapak ibu guru 
dalam mendidik kami. 
Semoga ilmu yang diberi-
kan menjadi bekal ber-
harga untuk masa depan 
kami,” ungkapnya.

Tahun ini, SMAN 2 Beng-
kulu Selatan juga mencatat 
prestasi membanggakan. 
Melalui jalur Seleksi Nasi-
onal Berdasarkan Prestasi 
(SNBP), empat siswa ber-
hasil menembus program 
studi kedokteran, serta 
27 siswa lainnya lulus ke 
berbagai perguruan tinggi 
negeri.(tek)

Bengkulu Selatan Masih 
Kekurangan Pabrik Sawit
Hanya 2 PKS, Kebun Rakyat 
Belum Tertampung Maksimal

KOTA MANNA - Industri kelapa sawit di Beng-
kulu Selatan terus bergeliat. Namun, kapasitas pen-
golahan yang ada saat ini dinilai belum sebanding 
dengan luasnya kebun sawit milik rakyat.

Saat ini hanya ada dua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 
yang beroperasi di Bengkulu Selatan, yaitu PT SBS 
dan PT BSL. Dari keduanya, PT SBS menjadi so-
rotan karena beroperasi tanpa memiliki kebun inti 
sendiri. Artinya, seluruh bahan baku Tandan Buah 
Segar (TBS) yang diolah murni mengandalkan 
pasokan dari petani.

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian 
Bengkulu Selatan, Arif Budiman, S.Hut M.Ling 
membeberkan data yang cukup mencengangkan. 
Berdasarkan statistik Perkebunan Bengkulu Se-
latan, total luas lahan perkebunan sawit rakyat 
sudah menyentuh angka 31 ribu hektare.

“Luas ini bukan lahan tidur. Mayoritas dari 31 
ribu hektare itu sudah masuk kategori Tanaman 
Menghasilkan (TM). Artinya buahnya sudah rutin 
dipanen petani setiap dua minggu,” jelas Arif saat 
ditemui RB Senin, 5 Mei 2026.

Arif menyebut, dua PKS yang ada saat ini rata-
rata hanya mampu mengolah TBS sebanyak 30 
ton per jam. Jika dihitung kasar, dengan jam 
operasional normal 20 jam per hari, satu pabrik 
hanya mampu menyerap 600 ton TBS per hari. 
Dua pabrik berarti 1.200 ton per hari.

Sementara potensi TBS dari 31 ribu hektare ke-
bun rakyat bisa jauh di atas itu saat musim puncak. 
Akibatnya, antrean truk TBS di pabrik masih sering 
terjadi, terutama saat panen raya.

“Kita sangat membutuhkan tambahan pabrik. 
Bukan hanya untuk daya tampung, tapi juga untuk 
menciptakan persaingan harga yang sehat,” tegas 
Arif.

Keberadaan PT SBS yang tidak punya kebun inti 
dinilai punya dua sisi. Sisi positifnya, pabrik ini 
jadi penampung murni bagi TBS petani. Petani 
tidak perlu khawatir buahnya ditolak karena pabrik 
lebih memprioritaskan kebun sendiri.

Namun sisi lainnya, PKS tanpa kebun inti sangat 
bergantung pada pasokan petani. Jika harga TBS 
di luar sedang tinggi, petani bisa saja menjual ke 
pabrik di kabupaten tetangga. Akibatnya pabrik 
kekurangan bahan baku dan tidak beroperasi 
optimal.

“Persaingan harga TBS ini yang kita harapkan. 
Kalau pabrik hanya dua, posisi tawar petani lemah. 
Kalau pabrik bertambah, petani bisa pilih harga 
terbaik. Ujungnya kesejahteraan petani naik,” 
tambah Arif.

Dengan luas kebun rakyat 31 ribu hektare dan 
baru ditopang dua PKS, Bengkulu Selatan se-
benarnya jadi lahan subur bagi investor pabrik 
sawit baru. Dinas Pertanian menyebut pihaknya 
terbuka untuk investor yang serius membangun 
PKS di wilayah ini.

Selain menyerap TBS, kehadiran pabrik baru 
juga diharapkan membuka lapangan kerja dan 
menggerakkan ekonomi lokal, mulai dari sektor 
transportasi, bengkel, hingga warung makan di 
sekitar pabrik.

Pemerintah daerah kini tengah memetakan lokasi 
strategis yang dekat dengan sentra kebun rakyat 
namun minim konflik lahan. Tujuannya agar inves-
tor bisa masuk tanpa terkendala masalah sosial.

Sampai saat ini, harga TBS di tingkat petani 
Bengkulu Selatan masih fluktuatif mengikuti harga 
CPO global dan kebijakan pabrik. Dengan tambahan 
pabrik, diharapkan harga lebih stabil dan petani tidak 
lagi jadi pihak yang selalu “terima harga”.(tek)

Mutasi Guru Bengkulu Selatan Tertahan Sistem 

Lulus 100 Persen, SMAN 2 BS Pilih Perpisahan Sederhana

Pemkab Bengkulu Selatan Genjot 
Penilaian Perluasan Desa Anti Korupsi 

RIO/RB

DATANG : Tim penilai Desa Anti Korupsi saat mendatangi Desa Tanjung Eran, Kecamatan Pino Selasa, 5 Mei 2026.

FARIQ HAFIZH

IST/RB

BERSAMA : Kepala SMAN 2 BS Nodi Asponi didampingi wakil kepala dan dewan 
guru foto bersama siswa kelas XII usai kegiatan perpisahan.



BINTUHAN - Unit Kerja Pengadaan Barang 
dan Jasa (UKPBJ) Kaur Sekretariat Daerah (Setda) 
Kaur hingga bulan Mei 2026, masih terus mem-
proses lelang paket kegiatan.

Khususnya pembangunan fisik, pengadaan 
barang dan jasa di ruang lingkup Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Kaur. 

Untuk saat ini sedang dalam tahapan jasa kon-
sultasi, atau rangkaian tahapan seleksi untuk 
menunjuk penyedia jasa (konsultan) yang akan 
menyusun dokumen, memberikan saran strategis, 
dan mengelola tahapan tender/lelang agar proyek 
konstruksi atau pengadaan jasa lainnya mendapat-
kan vendor pelaksana terbaik. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala UK-
PBJ Setda Kaur Boyke Simanjuntak SE,. MM., 
bahwasanya untuk saat ini tender proyek masih 
dalam tahap jasa konsultasi dan hampir 100 persen 
rampung.

Setelah rampung 100 persen nanti, selanjutnya 
adalah tahap masa kerja konsultan selama satu 
bulan. 

Sehingga tender proyek akan dilaksanakan 
serentak pada bulan Juli yang akan datang 
setelah masa kerja jasa konsultasi selesai. “Untuk 
proses tender proyek, sekarang dalam tahap jasa 
konsultasi. Mungkin Juli, akan kita launching 
serentak untuk seluruh proyek di Pemkab Kaur,” 
kata Boyke. 

Disampaikannya, di tahun 2026 ini total ada 19 
paket pekerjaan di Pemkab Kaur yang akan masuk 
tahap tender. 

Semuanya ada di Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang (PUPR) Kaur, dengan pagu ang-
garan kurang lebih sebesar Rp20 miliar. 

Peket kegiatannya pun beragam, mulai dari 
pembangunan jalan, jembatan, beronjong, hingga 
rehab rumah dinas Bupati, Wabup dan juga Sekda. 

“Rata-rata paket tahun ini hanya ada di Dinas 
PUPR, dengan berbagai macam kegiatan keban-
yakan adalah jalan dan jembatan,” jelasnya. 

Boyke berharap, kedepan pada proses pelaksa-
naan tahapan tender tidak ada hambatan sehingga 
semuannya bisa berjalan dengan lancar.

Kegiatan yang telah masuk dalam tahapan 
perencanaan, bisa dilaksanakan sampai dengan 

pergantian tahun tidak ada yang terhambat. 
Ia juga meminta kepada OPd terkait agar terus 

menjalin koordinasi dan komunikasi dengan UK-
PBJ, supaya segala bentuk pemberkasan bisa 
disiapkan secepatnya. 

“Mudah-mudahan tidak ada hambatan ya, target-
nya seluruh kegiatan bisa berjalan dengan lancar 
tahun ini,” tukasnya. 

Sebagai informasi, pada tahun 2026 ini Pemer-
intah Kabupaten (Pemkab) Kaur melalui Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) 
Kaur bidang Bina Marga menggelontorkan dana 
sebanyak kurang lebih Rp20 miliar untuk perbai-
kan jalan dan juga jembatan. 

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas PUPR 
Kaur Lindartawan, ST melalui Kepala Bidang 
(Kabid) Bina Marga Lendrianto, ST, dikonfirmasi 
terkait dengan kegiatan ini mengaku bahwa untuk 
anggaran tidak ada perubahan sama seperti yang 
telah direncanakan sebelumnya yakni kurang lebih 
Rp20 miliar. 

Akan tetapi, untuk pelaksanaan kegiatan me-
mang belum berjalan saat ini masih dalam tahapan 
perencanaan di ULP. 

“Untuk proyek jalan dan jembatan, sekarang 
lebih tepatnya masih dalam proses perencanaan 
di ULP,” kata Lendri. 

Disampaikannya, melihat dari progres yang saat 
ini sedang berjalan kemungkinan besar pengerjaan 
kegiatan rata-rata akan dilakukan pada pertenga-
han tahun yang akan datang ataupun paling lambat 
dimulai bulan Agustus. 

Namun, ia memastikan semua kegiatan tidak 
akan terhambat dan pasi dilaksanakan sebab 
semuanya sudah masuk DPA. 

“Mungkin bulan 6 sudah ada yang jalan, target 
kita Agustus semuanya sudah pengerjaan sehingga 
bisa rampung sampai akhir tahun,” ujar Lendri.

Kegiatan di tahun 2026 ini sendiri anggarannya 
berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) murni, 
karena di tahun 2026 ini Dana Alokasi Khusus 
(DAK) memang kosong di Dinas PUPR Kaur. 

Ada beberapa item kegiatan dengan pagu dana 
cukup besar yang akan dilaksanakan diantaranya 
adalah pembangunan peningkatan jalan Naga 
Rantai Muara Sahung dengan pagu kurang lebih 
Rp4,3 miliar. 

Kemudian ada pembangunan jalan Muara Sa-
hung Bukit Makmur dengan pagu dana sebesar 
Rp700 juta dan juga beberapa paket lainya total 
paket pekerjaan di tahun 2026 ini sebanyak 
24 item.   “Item kegiatannya nanti total ada 24, 
semuanya adalah perbaikan jalan dan juga jem-
batan,” jelas Lendri. (cil) 
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BINTUHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Kaur mulai melakukan pemanggilan terhadap dua 
orang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
ruang lingkup Pemkab Kaur yang dilaporkan soal 
kasus dugaan perselingkuhan, Selasa, 5 Mei 2026. 

Pemanggilan tersebut bertajuk audit investigasi 
terlapor FI (31) yang dilaporkan oleh sang sua-
minya EF (35) warga Kabupaten Seluma pada 
tanggal 20 April yang lalu. 

FI sendiri dilaporkan, karena diduga berseling-
kuh dengan rekan satu kantornya NU (36) yang 
juga berstatus sebagai ASN di ruang lingkup 
Pemkab Kaur. 

Inspektur Inspektorat Kaur Harika, SE menyam-
paikan, pada penangan kasus ini pihaknya telah 
membentuk tim investigasi. 

Kemarin, tim mulai melakukan pemanggilan 
secara maraton terhadap dua orang terlapor. Un-
tuk mengumpulkan bukti-bukti keterangan, dan 
menentukan nasib kedua ASN tersebut. 

“Hari ini kita mulai lakukan pemanggilan, untuk 
mengumpulkan bukti-bukti keterangan dari terl-
apor dan juga pelapor terkait kasus perselingkuhan 
ini,” ucap Harika. 

Setelah melakukan pengumpulan barang dan 
bukti ini nanti, barulah hasilnya akan disampaikan 
langsung ke pimpinan Pemkab Kaur. 

Untuk dilanjutkan dengan sidang Pembinaan 
Aparatur Pemerintah (Binap). Bilamana keduanya 
memang terbukti melakukan pelanggaran terha-
dap undang-undang ASN, maka sanksi tegas siap 

dilayangkan. 
“Untuk hasilnya nanti, akan ada sidang Binap 

terhadap keduanya. Kalau memang salah dan 
terbukti secara hukum, maka akan ada tindakan 
tegas sesuai undang-undang,” tegas Harika. 

Sebagai informasi, EF mengaku, ia telah me-
masukkan laporan resmi bersama pendamping 
hukumnya soal dugaan perselingkuhan istrinya 
ke Inspektorat Kaur beberapa waktu yang lalu. 

Dalam laporan tersebut, dirinya melampirkan 
beberapa barang bukti dugaan perselingkuhan 
istrinya tersebut. 

Diantaranya adalah foto baju ASN pria yang 
telah dicuci dan disembunyikan sang istri di kon-
trakan miliknya di Kabupaten Kaur.

Foto kemesraan keduanya saat bersantai di pan-
tai, hingga video penggerebekan berdurasi kurang 
lebih 1 menit keduanya di salah satu hotel Kota 
Bengkulu beberapa waktu. 

“Saya telah melaporkan istri sah saya yang 
berstatus sebagai ASN dengan rekan kerja satu 
kantornya, atas dugaan perselingkuhan ke Inspe-
ktorat Kaur beberapa waktu yang lalu,” kata EF.  

Ia membeberkan, perselingkuhan antara istri 
dan rekan kerjanya tersebut pertama kali terendus 
lantaran dirinya menaruh curiga terhadap sikap 
istri yang kian lama kian berubah.

Sang istri berprilaku berbeda dibanding dengan 
biasanya, mulai dari sikap hingga dandanan mulai 
menunjukkan gelagat yang mencurigakan. 

Kecurigaan semakin bertambah setelah tet-
angga rumah kosan sang istri di Kabupaten 
Kaur memberikan laporan bahwa sang istri 
acap kali membawa lelaki lain masuk ke dalam 
kontraknya. 

Berawal dari kecurigaan inilah EF, mulai 
melakukan penelusuran hingga puncaknya 
berhasil melakukan penggerebekan sang istri 
dan selingkuhannya di salah satu hotel di Kota 
Bengkulu. 

“Bukti-bukti yang saya lampirkan lengkap, hara-
pannya kedua oknum ASN ini bisa mendapatkan 
perlakuan yang setimpal. Karena ini adalah hal 
yang sangat fatal, keduannya sudah mempun-
yai anak dan keluarga masing-masing,” sampai 
EF.(cil) 

Teken MoU dengan 
UMB, Pemkab Kaur 
Ajak ASN Tempuh 
Program Pascasarjana 

BINTUHAN - Untuk meningkatkan 
kualitas Sumberdaya Manusia (SDM), 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur 
kembali mengambil langkah jitu menjalin 
kerja sama dengan Universitas Muham-
madiyah Bengkulu (UMB), salah satu 
universitas swasta terkemuka di Provinsi 
Bengkulu. 

Hal ini ditandai dengan penandatanganan 
MoU yang dilakukan oleh Pemkab Kaur, 
dan juga pihak UMB Selasa, 5 Mei 2026 
di Aula Lantai II Setda Kaur. 

Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid, S.Pd.I 
mewakili Bupati Gusril Pausi S.Sos,. M.A.P 
melakukan penandatanganan MoU tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup 
menyampaikan terima kasih kepada pihak 
UMB karena telah menjalin kerja sama pro-
gram Pascasarjana dengan Pemkab Kaur. 

Tentu saja program ini sangat mengun-
tungkan bagi Pemkab Kaur, musabab akan 
meningkatkan kualitas SDM di ruang 
lingkup Pemkab Kaur yang akan berimbas 
pada pesatnya kemajuan pembangunan dan 
pendidikan di Kabupaten Kaur. 

“Hari ini kita teken MoU dengan UMB 
soal Pascasarjana, alhmdulillah. Ini adalah 
salah satu upaya kita Pemkab Kaur untuk 
meningkatkan kualitas SDM kita,” ucap 
Wabup. 

Lantaran program ini sudah berjalan, 
Wabup mengajak ASN Pemkab Kaur khu-
susnya pada bidang pendidikan dan manaje-
men untuk ikut serta program Pascasarjana 
di UMB.  Karena banyak sekali keuntungan 
yang didapatkan, UMB telah menyiapkan 
berbagai promo menarik berupa diskon 
untuk ASN Pemkab Kaur yang hendak 
menempuh program Pascasarjana di pen-
didikan dan juga manajemen. 

“Kepada ASN kita khususnya guru dan 
manajemen, silahkan ikut program Pascasa-
rjana yang telah kita jalin dengan UMB, 
ada promo dan diskon yang telah mereka 
siapkan,” ajak Wabup. 

Ia berharap melalui program ini, pening-
katan kualitas SDM di Pemkab Kaur lebih 
pesat.

Apalagi Pemkab Kaur sendiri telah banyak 
menjalin kerjasama dengan universitas-
universitas lainnya, mulai dari UGM, UI, 
dan universitas terkemuka lainnya.

Sehingga ada peluang lebih besar bagi 
ASN di ruang lingkup Pemkab Kaur untuk 
menempuh pendidikan Pascasarjana. 

“Mudah-mudahan dengan ini, kualitas 
SDM kita bisa lebih meningkat. Imbasnya 
untuk kemajuan Kaur ini sendiri,” pungkas 
Wabup. 

Sementara itu, Waka I Dekan Fakultas Ke-
guruan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMB Dr., 
Tomi Hidayat M.Pd., mengatakan, pihaknya 
telah menyiapkan program-program men-
arik bagi para ASN Kaur untuk menempuh 
pendidikan Pascasarjana di UMB.

Diantaranya adalah diskon 50 persen 
selama dua semester bagi ASN Kaur yang 
hendak melanjutkan pendidikan, dengan 
nama beasiswa kader Muhammadiyah 
serta beragam fasilitas lainnya. “Untuk ASN 
Kaur kami sudah siapkan beragam program 
unggulan, diantaranya adalah beasiswa 
kader Muhammadiyah,” pungkasnya. (cil)

RUSMANAFRIZAl/RB 

TANDATANGANI: Penandatanganan MoU UMB dan Pemkab Kaur untuk program peningkatan kualitas SDM melalui kuliah Pascasarjana.

Uji Ketahanan 
Fisik, Polres Kaur 
Laksanakan TKJ 
Berkala

BINTUHAN - Dalam upaya menjaga 
ketahanan fisik dan meningkatkan kes-
ehatan personelnya, Polres Kaur menggelar 
Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) periode 
I tahun 2026 di lapangan Satya Haprabu 
Polres Kaur Selasa, 5 Mei 2026. kegiatan 
TKJ diikuti oleh Kapolres Kaur beserta 
personel Polres dan Polsek jajaran itu bertu-
juan untuk mengukur kekuatan stamina, dan 
kesamaptaan seluruh anggota Polres Kaur.

“Kita laksanakan TKJ secara berkala, 
untuk menguji ketahanan fisik dan juga 
kesiapan personel dalam menjalankan 
tugasnya nanti dilapangan,” kata Kapolres 
Kaur AKBP Alam Bawono, S.I.K., M.Tr.
Opsla disela-sela TKJ, Selasa 5 Mei 2026.

Disampaikannya, TKJ merupakan pro-
gram kesatuan Polri untuk menilai sejauh 
mana kemampuan fisik para anggotanya. 

Hal ini merupakan kegiatan yang diseleng-
garakan secara berkala pada setiap semester 
atau 6 bulanan. 

Diharapkan melalui TKJ , kemampuan 
fisik dan kesehatan anggota Polri dapat 
dievaluasi. Juga ini sekaligus menjaga ke-
bugaran anggota Polri agar tetap prima dan 
selalu siap bertugas dalam kondisi apapun.

“Kita minta para personel dapat menjaga 
kebugaran jasmani agar tetap prima, sehing-
ga dalam melaksanakan tugas kepolisian 
sehari-hari sebagai pelindung, pengayom 
dan pelayan masyarakat dapat berjalan 
maksimal,” harapnya.

Ditambahkannya, kegiatan kesamaptaan 
dibagi menjadi dua gelombang, yakni pada 
Selasa, 5 Mei 2026 dan Jumat, 8 Mei 2026.

Dari total 368 personel Polres Kaur dan 
Polsek jajaran, sebanyak 113 personel 
telah mengikuti kegiatan pada gelombang 
pertama, sementara 255 personel lainnya 
dijadwalkan mengikuti pada gelombang 
berikutnya. (cil) 

RUSMANAFRIZAl/RB 

SEPI: Kantor UKPBJ Setda Kaur saat ini  dalam tahapan tender paket proyek 2026.

19 Paket Dinas PUPR Serentak Dilelang Juli Mendatang 

Inspektorat Panggil Dua ASN
Terlapor Dugaan Perselingkuhan

HARIKA



KOTA

BENGKULU - Persaingan 
dimulai. Ketat. Sebanyak 51 
pelajar terbaik dari kabupaten/
kota se-Bengkulu mulai bere-
but posisi Paskibraka tingkat 
provinsi, Selasa, 5 Mei 2026. 
Seleksi digelar di Hotel Adeeva 
Kota Bengkulu.

Mereka datang dengan satu 

tujuan. Lolos. Di ruang seleksi, 
wajah tegang terlihat. Ada yang 
diam, ada yang saling meny-
emangati pelan.

Asisten III Setda Provinsi 
Bengkulu, Nandar Munadi, 
membuka langsung kegiatan 
itu. Penyematan tanda peserta 
jadi tanda dimulainya rangkaian 

seleksi.
Lima hari ke depan tidak mu-

dah. Mulai 5 hingga 9 Mei 
2026, peserta digembleng lewat 
berbagai tes. 

Dari wawasan kebangsaan, 
intelegensi, kesehatan, psikotes, 
hingga baris-berbaris dan kesa-
maptaan.

Puncaknya di akhir seleksi. 
Pantohir. 

Dari 51 peserta, 21 di antaran-
ya putri dan 30 putra. Semuanya 
hasil saringan ketat dari daerah 
masing-masing.

Nandar mengingatkan ini bu-
kan sekadar lomba.
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4 Bangunan Total Loss 
BENGKULU - Kas pemban-

gunan unit pengolahan pakan 
di Kabupaten Kaur benar-benar 
ambyar. Bukannya jadi solusi 
bagi peternak, proyek ini malah 
bikin negara buntung sampai 
Rp2,8 miliar.

Angka fantastis itu dibongkar 
ahli Badan Pengawasan Keuan-
gan dan Pembangunan (BPKP) 
Perwakilan Provinsi Bengkulu, 
Taufik Hidayat Amd. Hal itu ia 
sampaikan dalam sidang lanju-
tan di Pengadilan Tipikor Negeri 
Bengkulu, Selasa, 5 Mei 2026.

“Kerugian negara berdasarkan 
hasil audit mencapai kurang 
lebih Rp 2,8 miliar,” tegas Tau-
fik di hadapan majelis hakim.

Uang rakyat itu menguap lewat 
proyek fisik yang asal-asalan. Al-

hasil, empat bangunan dinyatakan 
total loss. Alias gagal total. Salah 

satunya di Desa Bandu Agung. 
Kondisinya mengenaskan. Dind-

ingnya sudah pecah-pecah. Kabel 
listrik menjuntai belum siap. 
Padahal bangunan itu tegak di 
tengah kawasan kebun sawit.

Taufik bercerita, timnya bu-
tuh waktu tiga bulan untuk 
menguliti borok proyek ini. 
Enam orang dikerahkan. Mereka 
turun langsung ke lapangan, 
mengecek harga, hingga meng-
hitung volume fisik yang tidak 
sesuai realisasi.

“Kami fokus pada bangunan-
nya. Ketika ditemukan gagal 
konstruksi, maka dinyatakan 
total loss,” katanya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) 
Kejati Bengkulu, Dr. Arief Wi-
rawan SH, MH, tampak puas. 
Baginya, keterangan BPKP ini 
jadi peluru tajam untuk menjerat 
para terdakwa.

Baca SIDANG...Hal 11

Baca BURUH....Hal 11

HENDRI SAPUTRA/RB

BONGKAR: Pemkot Bengkulu melakukan pembong-
karan awning di sebelah PTM Kota Bengkulu.

Lapak PTM Dibongkar, Pemkot 
Klaim Ikuti Status Lahan

BENGKULU - Lapak dibongkar. Pedagang terdiam. 
Tiang baja ringan di samping Pasar Tradisional Modern 
(PTM) Kota Bengkulu mulai diturunkan, Selasa, 5 Mei 
2026. Satu per satu dilepas.

Beberapa pedagang hanya melihat. Ada yang meng-
geleng pelan. Pemkot Bengkulu lewat kuasa hukumnya, 
Dr. Elfahmi Lubis, SH, menyebut langkah itu bukan 
tanpa alasan. 

Mereka mengaku mengikuti status lahan yang din-
yatakan milik keluarga Fransiskus Tjandra.

“Pembongkaran ini adalah wujud kepatuhan Pemkot 
Bengkulu terhadap hukum. Lahan ini sah milik Pak 
Tjandra,” ujarnya. 

Dilakukan sukarela. Ia menegaskan tidak ada unsur 
paksaan dalam pembongkaran itu. Semua disebut sudah 
dipahami pihak terkait.

Padahal sebelumnya sempat ada rencana lain.
Pemkot sempat ingin membangun awning untuk peda-

gang yang belum kebagian kios di dalam pasar. Tapi 
rencana itu tidak dimaksudkan menguasai lahan.

“Ini murni solusi sementara bagi pedagang, bukan 
untuk mengambil alih lahan,” katanya.

Masalah belum selesai. Ahli waris pemilik lahan sudah 
melapor ke Polresta Bengkulu sehari sebelumnya, Senin, 
4 Mei 2026. Laporan itu terkait dugaan penyerobotan 
tanah dan pengrusakan patok batas.

Baca LAPAK...Hal 11

Baca SELEKSI...Hal 11

IST/RB

BERIKAN : Wajah Slamet Budi Sutrisno tampak semrin-
gah saat terima manfaat bedah rumah dari Kapolda 
Bengkulu Irjen Mardiyono, S.Ik, M.Si.

Buruh Batako Menangis, 
Rumahnya Dibedah Kapolda

BENGKULU - Wajah Slamet Budi Sutrisno tampak 
semringah. Buruh pembuat batako asal Desa Babatan, 
Kabupaten Seluma itu tak menyangka. Selasa, 5 Mei 
2026, impiannya memiliki hunian layak akhirnya mulai 
terwujud.

Slamet hanya bisa berkaca-kaca. Matanya merah. Ia 
seolah tak percaya gubuk reotnya bakal disulap menjadi 
bangunan permanen oleh Kapolda Bengkulu, Irjen Pol 
Mardiyono, S.I.K., M.Si..

“Terima kasih banyak Pak Kapolda. Saya hanya buruh 
batako, penghasilan cuma pas-pasan,” ujar Slamet lirih 
saat prosesi peletakan batu pertama kemarin 5 Mei 2026 
siang.

Selama ini, kondisi hunian Slamet memang memprihat-
inkan. Jauh dari kata sehat. Alhasil, lewat program bedah 
rumah ke-76 jajaran Polda Bengkulu ini, pengerjaan 
dimulai tepat pukul 13.00 WIB.

Kapolda datang tidak sendiri. Beliau didampingi jajaran 
Pejabat Utama (PJU) mulai dari Irwasda, Karoops, Karo 
SDM, Karo Logistik, Kabid Propam, perwakilan Dansat 
Brimob, hingga Kapolres Seluma.

Seleksi Paskibraka Provinsi Bengkulu 2026 
Diikuti 51 Pelajar Terbaik

Sidang Korupsi DAK Pertanian: Ahli 
Ungkap Kerugian Negara Rp2,8 Miliar

HENDRI SAPUTRA/RB

SELEKSI: 51 pelajar utusan kabupaten/kota mengikuti seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat provinsi 
tahun 2026.

WEST JER TOURINDO/RB

BEBERKAN : Saksi ahli dari BPKP Bengkulu beberkan kerugian 
negara dalam perkara dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Selasa 5 Mei 2026.


	1 Utama Rabu, 6 MEI 2026-ok_compressed
	11 sambungan Rabu, 6 MEI 2026-ok
	2 UTARA, 6 MEI 2026ok
	3 MUKOMUKO Rabu, 6 MEI 2026okf
	4 LEBONG, 6 MEI 2026
	5 CURUP, 6 MEI 2026ok
	6 KEPAHIANG, 6 MEI 2026ok
	7 BENTENG Rabu, 6 MEI 2026ok
	8 SELUMA Rabu, 6 MEI 2026ok
	9 selatan Rabu, 6 MEI 2026ok
	10 KAUR Rabu, 6 MEI 2026ok
	12 METROPOLIS, 6 MEI 2026

